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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur alhamdulillah al-faqir panjatkan kehadirat 
Allah SWT karena dengan rahmat dan ‘inayahNYA  
penulis mampu menyelasaikan tulisan ini. Semoga tulisan 
ini bermakna bagi pembaca dalam memahami masalah 
us }ul al-fiqh. 
Miskipun masih terdapat kekurangan, penulis 
berharap karya ini bisa memberi kontribusi bagi kajian 
us }ul al-fiqh. Semoga karya ini bisa menjadi referensi 
penting bagi para pengajar (dosen) dan mahasiswa 
fakultas syari’ah khususnya, serta para pembaca pada 
umumnya. 
Buku us }ul al-fiqh ini secara global membahas 
persoalan us}ul al-fiqh,  baik dalam tataran teoritis maupun 
praktisnya. Tataran teori membahas kedudukan sumber 
hukum islam yang muttafaq ‘alaih yaitu al-Qur’an, hadith, 
ijma >’, qiya >s. dan juga membahas yang mukhtalaf ‘alaih di 
antaranya adalah maslah }ah, istih}sa >n, ‘urf, qaul al-s}ah}abi, 
istis}h }a >b. Dalam kajian-kajian tersebut langsung di beri 
contoh terhadap penerapan teori tersebut. 
Mudah2an keluarnya buku ini bersamaan denga 
taufiq dan ridha Allah SWT. Sehingga manfaat dunia dan 
akhiratnya bagi al faqir dan pembaca semuanya. Ami>n.  
 
Penulis 
Al-faqir 
 
Darmawan 
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BAB I 
DEFINISI FIQH DAN US }U >L FIQH 
 
 
 
A. Pengertian Fiqh Dan Us }u >l Fiqh 
1. Pengertian Fiqh 
Pada bagian ini akan dikemukakan pengertian-pengertian 
atau definisi-definisi, baik secara` umum atau secara khusus. 
a Definisi ilmu fiqh secara umum ialah suatu ilmu yang 
mempelajari bermacam-macam shari >’ah atau hukum Islam dan 
berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat 
individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. 
b Ilmu fiqh merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar 
golongan pembah }asannya, yang mengumpulkan berbagai 
ragam jenis hukum islam dan bermacam rupa aturan hidup, 
untuk keperluan seseorang, segolongan dan semasyarakat dan 
seumum manusia.  
Jadi secara umum ilmu fiqh itu dapat disimpulkan bahwa 
jangkawan fiqh itu sangat luas sekali, yaitu membahas masalah-
masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan kehidupan manusia. 
c Definisi fiqh yang dikemukakan oleh Ustadz Abdul Hamid 
Hakim, dalam kitabnya Sulam, antara lain: 
هقفلا ةلغل محفلا تحقف لاك كم يا تمهف 
Fiqh menurut bahasa ialah: faham, maka tahu atau akan 
perkataan engkau, artinya faham aku. 
لاطصاو اح :ملعلا لااب ملاح يتبلاةيعرشا اهقيرط  
Fiqh menurut istilah/ketetapan ialah: mengetahui hukum-
hukum agama islam dengan cara atau jalannya ijtiha >d. 
ملعلك نااب ةينلا ىف ولا ةبجاوءوض كلذوحنو نم اسملا لء لاا اهتج ةيد هلوقل 
ص م :امنا لامعلاا تاينلاب 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
2 | Us }u > l  F iqh 
 
Artinya: “Seperti mengetahui dengan bahwa sesungguhnya 
niat pada berwudhuk adalah wajib dan seperti demikian itu 
sebagian ijtiha>d sebagai mana kata Nabi Muhammad SAW: 
Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu dimulai dengan niat 
(Muttafaqun alaihi)”. 
 
Kalau kita mengikuti dan mepelajari definisi kaedah fiqh 
yang telah dikemukakan para ahli fiqh dalam berbagai masa 
perkembangannya jelaslah bahwa definisi fiqh telah mengalami 
perubahan sesuai dengan perkembangan zamanya masing-
masing. 
a. Definisi Fiqh pada Abad I (pada masa Sahabat) 
Definisi Fiqh dimasa ini ialah ilmu pengetahuan yang tidak 
mudah diketahui oleh masyarakat umum. Sebab untuk 
mengetahui fiqh atau ilmu fiqh hanya dapat diketahui oleh orang 
yang mempunyai ilmu agama  yang mendalam sehingga mereka 
dapat membahas dengan meneliti buku-buku yang besar dalam 
masalah fiqh mereka inilah yang disebut Liyatafaqqahu fi al-ddi >n 
yaitu untuk mereka yang bertafaqquh dalam agama islam.  
Siapa yang dikehendaki Allah, mereka akan memperoleh 
pengetahuan fiqh secara mendalam, yaitu semasa sebelum lahirnya 
madhhab, tapi fiqh waktu itu dalam tangan S}ahabat dan Tabi’in, 
karena orang pada waktu itu belum berperang kepada suatu 
madhhab dari seseorang mujtahid. Sabda Nabi SAW yang berbunyi: 
نم هللادري هب اريخ ههقفي ىف دلا ني  
Artinya: “Barang siapa dikehendaki Allah akan diberikan 
kebaikan dan kutamaan niscaya diberikan kepadnya faham 
yang mendalam dalam rukun agama”. (H.R bukhari dan 
Muslim). 
 
b. Definisi Fiqh pada Abad II (Masa lahirnya madhhab-madhhab) 
Pada abad II ini telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang 
mendirikan madhhab-madhhab yang terbesar dikalangan umat yaitu 
untuk membahas satu cabang ilmu pengetahuan dari bidang-
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bidang ilmu agama. Maka lafaz} fiqh dikhususkan untuk nama dari 
hukum-hukum yang dipetik dari Kitabullah dan al-Sunnatur Rasul. 
Definisi fiqh yang dikemukakan Abu Hanifah, ahli agama dan 
mujtahid besar dan tertua pada akhir masa S}ahabat dan Tabi’in, 
menyatakan: 
ملع نيبي قوقحلا ابجاولاو ت 
Artinya: “Ilmu yang menerangkan segala hak dan 
kewajiban”  
 
Yang dimaksud dengan definisi ini diatas ialah suatu ilmu 
pengetahuan yang menerangkan dari segala yang diwajibkan, 
disunatkan, dimakruhkan dan yang dibolehkan oleh ajaran agama 
Islam. Maksud ta’rif ini tidak berbeda dengan pendapat para 
S }ahabat dan Tabi’in lainnya karena didalamnya telah mencakup 
masalah kepercayaan, akhlaq, perangai dan sebagainya. 
c. Definisi fiqh menurut ahli usul dari Ulama-ulama Hana>fi >yah 
Definisi fiqh menurut Ulama-ulama Hana>fi >ah ialah: 
ملع نيبي قوقحلا تابجاولاو ىتلا قلعتت اب لاعف نيفاكملا 
Artinya: “Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban 
yang berhubungan dengan amalan para mukallaf.” 
 
d. Pendapat Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi, mengenai ilmu fiqh 
yang dikemukakannya pada tahum 578 H. Adalah: 
ملعلا دعب ملعلا اب هلل افصو هت فرشا نم ملع هقفلا وهو ىمسملا ملعب للاحلا 
مارحلاو عءارشلاو لااو اكح م هل ثعب لسرلا لزناو بتكلا لاذا ليبس ىلا 
هتفرعم لقعلاب ضحملا نود ةفرعم عمسلا                                                              
Tak ada sesuatu ilmu sesudah mema’rifati Allah dan sifat-
sifatnya, yang lebih mulia dari ilmu fiqh, itulah ilmu yang 
dinamai dengan ilmu al-halali wal Harami wash Shara’ wal 
ah}ka>mi, ilmu halal haram, shari >’at dan hukum. Untuk itulah 
dibangkit para Rasul dan diturunkan kitab-kitab. Hukum-
hukum Allah itu tak dapat diketahui dengan akal semata-
mata, perlu kepada pertolongan Al-naqli. 
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e. Al-Said Al-Juraini Al-Hanafi telah mengemukakan 
pendapatnya tentang definisi fiqh dalam bukunya Al-Ta’rifat, 
yaitu: 
هقفلا ىفوه ةغللا ابع ةر نع مهف رع ض ملكتملا نم لاك هم ىفو لاا 
حلاطص ملعلاوه ماكحلااب ةيعرشلا ةيلمعلا نم ةيليصفتلااهتلدا ملعوهو 
طبنتسم ىأرلاب داهتجلااو هيفجاتحيو ىلا لمأتلاورظنلا اذلهلو زوجيلا نا 
ىمسي هللا لاعت هنلااهيقف ىفخيلا هيلع ءيش 
Fiqh pada lughah ialah memahami pembicaraan seseorang 
hukum-hukum sha>ra’ yang amaliyah yang diambil dari dalil-
dalilnya yang tafs }ili>. Dia satu ilmu yang diistimbatkan 
dengan jalan ijtiha>d. Dia memerlukan nadhar dan ta’ammul. 
Oleh karena itu tidak boleh dinamakan Allah dengan Al-
Faqih, karena tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi-
Nya. 
 
f. Definisi Fiqh yang dikemukakan oleh Pengikut-pengikut Imam 
Sha>fi’i ialah:  
ملعلا ىذلا نيبي اكحلاا م ةيعرشلا ىتلا قلعتت با لاعف نيفلكملا طبنتسملا نم 
اهتلدا ةيليصفتلا 
Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang 
berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang 
dikeluarkan (diistimbatkan) dari dalil-dalil yang jelas (tafs }ili >) 
 
Definisi Fiqh menurut, Ali al-T}ahanawi, sebagai berikut:  
ملعلا اكحلااب م ةيعرشلا ةيلمعلا نم اهتلدا ةيليصفتلا هنولعجيو ةعبرا ماسقا 
دقف ماكخلاااولاق ةيعرشا اما قلعتت ةرخلاارماب ىهو تادابعلا دلارمابوأ اين 
ىهو اما قلعتت ءاقبب صخشا ىهو اعملا تلام ءاقببوا عونلا رابتعاب لزنملا 
ىهو انملا تاحك رابتعابوا دملا ةين ىه تابوفعلا 
Bahwa Ulama-ulama Sha>fi’iyah menta’rifkan Fiqh dengan ilmu 
yang ‘amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafs}ili >. 
Mereka menjadikannya empat bagian. Mereka mengatakan 
bahwa Hukum-hukum sha>ra’ itu yang berpautan dengan 
urusan akhirat yaitu soal-soal ibadah, ada yang berpautan 
dengan urusan dunia, yang berpautan dengan urusan 
kehidupan seseorang, yaitu urusan mu’a >malat, ada yang 
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berpautan dengan kelanjutan hidup suku manusia, yaitu 
soal-soal munakah }at, ada yang berpautan dengan pergaulan 
umum yaitu soal-soal ‘uqubat. 
 
2. Pengertian Us }u >l fiqh 
Us }u >l fiqh mempunyai beberapa macam pengertian, antara 
lain:  
TM. Hasbi Al-S }iddiqiy, telah mengemukakan definisi Us }u >l 
fiqh yang lengkap yaitu: 
Us }u >l fiqh itu ialah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk 
mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya, dan dalil-dalil hukum 
(kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum). Dalil-
dalilnya yang dimaksud adalah undang-undang (kaidah-kaidah) 
yang ditimbulkan dari bahasa. Maka dengan uraian diatas dapat 
dipahami bahwa yang dikehendaki dengan Us }u >l fiqh adalah dalil-
dalilnya seperti Al-Qur’an, Al-Sunnah Nabi, Ijma >‘, dan Qiya>s 
Dalam membahas ta’rif Us }u >l fiqh terdapat dua pengertian dan 
dua maksud yang terkandung dalam perkataan Us }u >l fiqh. 
Yang pertama, merupakan suatu rangkayan lafaz} yang 
terambil dari kalimat Us }u >l dan kalimat fiqh. 
Kedua, perkataan Us}u >l fiqh merupakan bagian suatu cabang 
atau disiplin ilmu pengetahuan. 
Yang ingin diketahui adalah definisi Us }u >l fiqh yang 
merupakan suatu rangkaian atau gabungan kata-kata Us}u >l dan 
fiqh. Untuk mengetahui ini akan dikemukakan pendapat Prof. Dr. 
TM. Hasbi Al- S }iddiqiy antara lain: 
a. Dikehendaki dengan Us }u >l fiqh sebagai satu rangkaian kata-kata 
ialah: 
1) Kaidah-kaidah isntinbath hukum (fiqh) yang diambil dari 
undang-undang Bahasa  Arab, semisal kaidah “perintah” 
menunjukkan kepada wajib, “larangan” menunjukkan 
kepada haram, dan seperti “penetapan-penetapan yang 
menerangkan keadaan-keadaan lafaz }yang memfaidahkan 
kepada umum”. Ringkasannya kaidah-kaidah yang 
dipergunakan untuk mengistimbatkan hukum dari dalil. 
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2) Dalil-dalil hukum (fiqh), seperti perbuatan Nabi SAW 
menjadi h }ujjah, seperti ” ijma>‘ ” menjadi h}ujjah dan qiya>s 
h}ujjah. 
b. Ahli Us }u >l fiqh mengartikan dan memaksudkan pula bahwa 
perkataan Us}u >l itu jama’ dari kata Al-As }l  yang mempunyai arti 
yang kuat atau rajih. Pendapat ini merupakan ucapan mereka:  
لصلاا ىف ملاكلا ةقيقحلا 
Artinya: “As }al pada sesutu perkataan, adalah hakikatnya”.  
 
Jadi yang kuat dari suatu perkataan itu aalah pengertian dari 
perkataan (yang tersirat) makna hakikatnya, bukanlah makna 
yang majasnya yang lebih kuat. 
c. Abdul Wahab Khalaf, telah mengemukakan ta’rif  Us }u >l fiqh 
sebagai berikut: 
ملعف لوصا هقفلا ىف لاطصح ىعرشلا ملعلاوه دعاوقلاب ثوحبلاو ىتلا 
لصوتي اهب نم افتسا ةد ماكحلاا ةيعرشا ةيلمعلا نم اهتلدا ةيليصفتلا ىهوا 
ةعومجم دعاوقلا ثوحبلاو ىتلا لصوتي اهب ىلا افتسا ةد ماكحلاا ةيعرشلا 
ةيلمعلا نم دا اهتل ةيليصفتلا 
Artinya: “Ilmu Us }u >l fiqh menurut istilah sha>ra’ agama ialah 
satu ilmu dengan undang-undang (mempunyai undang-
undang) dan beberapa pembah }asan yang akan 
menghubungkan antara undang-undang itu kepada faedah 
hukum sha>ra’ yang akan diamalkan yang diambil dari dalil 
yang tafs }ili> atau terinci, atau dianya (Ilmu Us }u >l fiqh) adalah 
kumpulan dari beberapa undang-undang dan beberapa 
pembah}asan-pembah}asan yang akan menghubungkan 
dengannya (kaidah dan pembah }asan) kepada mengambil 
faedah hukum-hukum sha>ra’ yang diamalkan dari dalil-
dalilnya yang terinci”. 
 
Adapun tujuan Us }u>l fiqh menurut Abd. Wahab Khalaf 
adalah: 
اماو عوضوم ثحبلا ىف ملع لوصا هقفلا ليلدلاوهف ىعرشلا ىلكلا نم ثيح 
ام تبئي هب نم ماكحلاا ةيلكلا 
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Artinya: “Tujuan pembah }asan pada Ilmu Us }u >l fiqh ialah dalil-
dalil sha>ra’ yang umum dimana akan menetapkan dari pada 
hukum-hukum yang kulli atau umum”.  
 
Berdasarkan ta’rif atau definisi-definisi yang telah 
dikemukakan di atas akan dapatlah dipahami pengertian-
pengertian Ilmu fiqh dan Ilmu Us }u >l fiqh.  
 
B. Ruang Lingkup Us}u >l Fiqh 
Berdasarkan definisi Us }u >l fiqh yang telah di kemukakan 
sebelumnya, dapat dipahami bahwa objek kajian dalam ilmu Us }u >l 
fiqh terdiri atas dua pembah }asan utama, yaitu : dalil dalil sha>ra’ 
(nas } Al-Qur’an dan Al-sunnah) dan hukum-hukum sha>ra’ (al-
Ah}ka>m). Akan tetapi, jika diperinci lebih jauh, maka kita dapat 
berkata, objek kajian ilmu Us }u >l fiqh terdiri atas beberapa 
pembah}asan, yaitu sebagai berikut. 
1. Sumber dan dalil hukum. Dalam konteks ini, objek kajian Us }u >l 
fiqh tidak hanya berbicara tentang Al-Qur’an dan Al-sunnah dari 
segi kedudukannya sebagai sumber hukum, tetapi juga 
mencakup bentuk-bentuk lafaz}nya tingkat kepastian dan 
ketidakpastian tujuan maknanya (qat}’i al dala >lah dan d}anni al-
dala>lah) dan lain lain. Di samping itu, berkaitan dengan dalil-
dalil hukum, Us }u >l fiqh membahas pula dalil-dalil yang 
disepakati oleh para ulama, seperti : ijma>‘ dan qiya>s, dan dalil-
dalil yang tidak terdapat kesepakatan diantara mereka seperti: 
istih }sa>n, mas}lahah mursalah, istis }h}a>b, ‘urf, dan shar’u man qablana. 
Bahkan dalam membahas sumber dan dalil-dalil shara’ ini, 
berkaitan pula dengan persoalan pertentangan antara dalil 
(ta’arud } al-adillah). 
2. Kaidah kaidah dan cara menerapkan kaidah-kaidah tersebut 
pada sumber dan dalil hukum. 
3. Mujtahid dan ijtiha>d. Untuk menerapkan kaidah-kaidah pada 
dalil hukum secara benar, harus dilakukan oleh orang yang ahli 
itu disebut mujtahid. Karena itu Us }u >l fiqh membahas kriteria dan 
persyaratan mujtahid dan tingkat ijtiha>d yang dihasilkannya. 
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Lebih dari itu dibahas pula tentang orang orang yang tidak 
berwenang melakukan ijtiha>d dan peran yang dimainkannya 
dalam lingkaran hukum sehingga ada pula pembah }asan tentang 
orang awwam dan taqli >d. 
4. Hukum hukum sha>ra’. Hasil akhir dari pembah }asan Us }u >l fiqh 
adalah hukum hukum sha>ra’ yang dihasilkannya. Akan tetapi 
berkaitan dengan hukum ini, ada pula pembah }asan tentang al-
h}akim (yang berhak menetapkan hukum). Mah }ku >m FI>H(macam-
macam hukum takli >fi >), dan mahkum ‘alaih (mukallaf dan 
persyaratannya). 
Dari uraian diatas, maka dapat diketahui, jika diibaratkan 
dalam suatu proses produksi, maka sumber dan dalil hukum 
dapat digambarkan lebih kurang sebagai bahan baku produksi. 
Sedangkan kaidah kaidah Us }u >l fiqh dan cara penerapannya di 
ibaratkan sebagai mesin alat produksi yang mengelolah bahan 
baku menjadi hasil produksi. Sementara itu, mujtahid adalah para 
ahli yang sangat mengerti tentang cara-cara mengelola bahan baku 
menjadi produk yang dihasilkan. Adapun hukum-hukum shara’ 
adalah produk, yaitu hasil akhir dari serangkaian proses produksi. 
Baik juga dijelaskan, untuk membedakan antara objek kajian 
ilmu Us }u >l fiqh dan ilmu fiqh, bahwa pada hakikatnya kedua-
duanya menjadi objek kajian para ulama dan sama-sama berbicara 
tentang hukum. Apabila yang dibahas tentang dalil-dalil hukum 
sha>ra’, atau tentang prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum 
yang berkaitan dengan kemud}aratan, atau tentang macam-macam 
hukum takli >fi >, atau tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan 
bentuk perintah dan larangan sha>ra’, yang semua itu dibahas dari 
berbagai dalil secara umum, maka ia merupakan kajian objek 
kajian Us }u >l fiqh. 
 
C. Sejarah Pertumbuhan Perkembangan Ilmu Us}u >l Fiqh 
Us }u >l Fiqh asal artinya sumber atau dasar. Dasar dari fiqh 
adalah Us }u >l fiqh, berarti Us }u >l fiqh itu asas atau dalil fiqh yang 
diambil dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Us }u >l fiqh ini sebenarnya 
sudah ada semenjak Rasulullah. 
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ملعاما لوصا هقفلا ملف ءاشني ىفلاا نرقلا اثلا ىن ىرجهلا هنلا ىف نرقلا 
ىرجهلا لولاا مل عدت اح ةج هيلا اف لوسرل ناك ىتفي ىضفيو امب وي ىح هب 
هيلا هبر نم نرقلا امب مهلي هب نم ننسلا              
Artinya: “Mengenai Ilmu Us }u >l fiqh, ilmu tersebut lahir sejak 
abad ke-2 H. Ilmu tersebut, pada abad pertama hijriah 
memang tidak diperlukan lantaran keberadaan Rasulullah 
SAW masi bisa mengeluarkan fatwa dan memutuskn suatu 
hukum berdasarkan ajaran Al-Qur’an dan Al-Sunnah yang 
diilhamkan kepada beliau”. 
 
1. Orang yang Mula-mula Menciptakan Ilmu Us }u >l Fiqh 
Orang yang mula-mula menciptakan ilmu Us }u >l fiqh adalah 
Imam Sha>fi’i yang meninggal di mesir pada tahun 204 H. Beliau 
menulis sebuah risalah yang dijadikannya sebagai muqaddimah 
bukunya yang bernama kitab Al-Umm. Jadi dengan demikian 
Imam Sha>fi’i adalah pendiri dan pencipta utama Ilmu Us }u >l fiqh. 
Usahanya itu diikuti oleh tiga orang Ulama yang termashur di 
antaranya:  
a Abul H}asan Muhammad bin ‘Alal Bas }ary Al-Shafi’iy meninggal 
pada tahun 463 H, sedangkan bukunya bernama Al-Mu’tamad. 
b Abu Ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Naisaburiy yang dikenal 
dengan Imam Haromaini, meninggal pada thun 478 H, dengan 
bukunya “Al-Burhana”. 
c Abu Hamid Al-Ghaza >li>y >, meninggal pada tahun 505 H, 
bukunya “Al-Mus }tas }fa>”. 
Sesudah tiga orang tersebut diatas diiringi oeh dua Ulama 
yang terkenal, dia menyimpulkan isi buku-buku para ulama 
terdahulu itu dalam buku mereka masing-masing diantara mereka 
itu adalah: 
a. Imam Raziy, meninggal pada tahun 606 H, bukunya “Al-Mah }su >l 
“dan 
b. Imam Amadi, meninggal pada tahun 631 H, bukunya “Al-
Ah}ka>m”.  
Selanjutnya Ulama-ulama ini diiringi pula oleh Ulama 
lainnya untuk membut karya, sedangkan karya itu bukan bersifat 
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kutipan, tetapi masing-masing mereka mengemukakan pendapat 
mereka yang kadang-kadang tidak sesuai pendapat-pendapat para 
Ulama sebelumnya. Para Ulama-ulama itu adalah: Murid Imam 
Sha>fi’i, mereka buat satu cara terpanjan/tertentu untuk 
menerapkan dalil-dalil hukum yang dibuatnya sendiri tanpa 
mengacuhkan dan mencari persesuaian dengan furu’-furu’ madhhab 
ataupun menyalahinya. 
Dan yang lain, dari murid-murid Imam Ha >nafi, cara mereka 
menyusun adalah dengan mengusahakan untuk menyesuaikan 
furu’-furu’ madhhab, yang mereka susun itu dengan peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan satu undang-undang, maka 
mereka berusaha untuk menyesuaikannya, tapi sungguhpun 
begitu, sekarang kita lihat kenyataannya Us }u >l fiqh dipenuhi 
dengan furu’ (cabang) yang banyak. 
Pada zamma mutaakhirin sekarang ini golongan Al-Shafi’i dan 
yang lain, mereka menulis dalam sebuah kesimpulan buku serta 
dipenuhi dengan pendapat-pendapat, antara pendapat golongan 
Al-Sha>fi’i dan golongan Al-Ha>nafi. Diantara mereka yang 
mengumpulkan itu adalah: 
a. Tajuddin Al Subkiy > dalam bukunya “ Jam’ul Jawa>mi’ “ 
b. Ibnu Al-Himan dalam bukunya “Al-Tahri >r”, sedangkan 
penulisnya tidak menambahkan keterangan-keterangan yang 
berlaluan itu, malahan membahas mengenai kalimat-
kalimatnya. 
Kemudian disusul pula oleh seorang Ulama pengarang Ilmu 
Us {ul fiqh Qad}i Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Shaukaniy 
yang meninggal pada tahun 1255 H, nama bukunya Irshadul Fuhul 
ila Tahaqquqi min Us }u >lil Fiqh isinya yang terpenting dalam bukunya 
itu dalil-dalil (alasan) ahli Us }u >l dengan menyalahi pendapat-
pendapat yang terdahulu, menetapkan hukum terahadap yang 
telah benar dan menguatkan yang telah kuat dalam bentuk 
pemikirannya dengan tidak menyebutkan pendapat si anu dan 
yang lain-lainnya. 
Dengan tiba-tiba datang lagi seorang murid dari Qa >d}i 
Muhammad bin Ali dari Al-Said Muhammad S }adi H}asan yang 
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menghianatinya, kemudian dinyatakannya dalam Hus }u >lul Ma’mul 
min ‘Ilmi Us}u >l. 
2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh dan Us }u >l Fiqh di  
Indonesia 
Sebagaai mana telah disebutkan bahwa, para ulama telah 
berusaha untuk membukukan ilmu Us }u >l fiqh, sedangkan pada 
waktu itu Ulama-ulama di Indonesia sibuk untuk mempelajari 
Ilmu fiqh Madhhab Imam Shafi’i dan mengajarkan Tafs}ir Jalalain, 
juga hal-hal yang berhubungan dengan Ilmu Nah }wu dan S }araf. 
Orang yang bisa mempelajari beberapa ilmu dengan 
menterjamahkannya dari Bahasa Arab kedalam Bahasa Melayu 
pada masa itu mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya 
dari masyarakat. Sedangkan sebagai para Ulama pergi ke Makkah 
untuk menunaikan ibadah Haji dan untuk menambah ilmu-ilmu 
agama, bahkan untuk mencukupkan bermacam-macam ilmu. 
Sesampai mereka di Makkah, mereka berusaha untuk memepelajari 
bermacam-macam ilmu di Masjidil Hara>m.  
Yang pertama kali mempelajari dibidang ilmu pengetahuan 
adalah Alm. Shekh Ahmad Khatib orang Minangkabau (Sumatra 
barat), salah seorang Imam yang tekun sebagai Imam di Masjidil 
Hara>m. Dalam belajar Alm. Shekh Ahmad Khatib mendapat 
penghargaan yang amat tinggi dan keuntungan yang banyak 
dalam bermacam-macam ilmu agama, bahkan dalam ilmu pasti. 
Setelah itu barulah mereka mempelajari Ilmu Us }u >l Fiqh, Tauh }id, 
H }adi >th, Mus }t}alah H }adi >th, Mant }iq, Baya >n, Ma’a >niy, Ba>di’, ‘A >rud, 
qawa>fi >y dan lain-lain. 
Selesainya mereka mempelajari dan menuntut ilmu di 
Mekah, barulah mereka pulang ke negerinya masing-masing dan 
mulailah mereka menebarkan ilmu-ilmu tersebut, diantara mereka 
yang terkenal di Sumatera Barat ialah Shekh Muhammad T}aib Umar, 
Shekh Abdul Karim Amarullah, Shekh Abdul Ahmad, Shekh Abbas 
Abdullah, Syekh Ibrahim Musa, Shekh Sulaiman Al-Rasuli, Shekh Jamil 
Jaho, Shekh Muhammad Jamil Jambek dan Shekh Abdullah Halaban, 
serta beberapa ulama lainnya. 
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Semenjak itu tersiarlah ilmu tersebut di daerah-daerah dan 
pelosok-pelosok, bahkan di waktu mengajarkan ilmu-ilmu 
tersebut kepada orang-orang yang mempunyai minat dan 
keinginan untuk mempelajarinya, ini terjadi pada tahun 1310 H (+ 
1890 M) 
Walaupun ilmu fiqh sudah menjadi berita yang mashhur di 
Indonesia, bahkan Ulama-ulama diwaktu itu bertekun dalam 
mempelajarinya situasi masyarakat, mengharapakan masalah-
masalah fiqh (hukum), sehingga mereka tidak langsung menerima 
apa yang diakatakan oleh Fuqaha>‘ sebelumnya, tetapi dengan 
menyelidiki secara mendalam, bahkan mereka memakai dalil yang 
terkuat dalam undang-undang yang telah ditetapkan didalam 
ilmu Us }u >l Fiqh. Kemudian barulah mengatur pelajaran Us}u >l Fiqh 
dalam bermacam-macam tingkatan, seperti: Tingakat Ibtida>iyah, 
Thanawiyah, ‘A>liyah dan lain-lain. 
Selanjutnya diikuti pula oleh ulama dan pengarang-
pengarang lainnya di bidang Fiqh dan Us }u >l Fiqh diantaranya: 
a Abdul Hamid Hakim, dengan bukunya: 
1) Mubadi Awwa>liyah. 
2) Al-Sullam. 
3) Al-Baya>n. 
4) Mu’inul Mubin (4 Jilid). Seluruhnya berbahasa Arab 
b Mahmud Yunus, dengan bukunya: 
1) Al-Muzakirat (dalam Bahasa Arab). 
2) Fiqh Wad }i’, 4 Jilid (dalam Bahasa arab). 
3) Madha>hibul Arba’ah (dalam Bahasa Arab). 
4) Fiqh Wad }i’ Sauwi (dalam Bahasa Arab). 
c Abdul Kadir Hassan, dengan Bukuya “Us}u >l Fiqh”, dikarang 15 
Juli 1956 (dalam Bahasa Indonesia). 
d A. Hanafie, MA., dengan bukunya “Us }u >l Fiqh” disusun 13 
Januari 1957 di kairo (dalam Bahasa Indonesia). 
e K.H. Sirajuddin Abbas, dengan kitabnya: 
1) 40 Masalah Agama. 
2) Kitab Fiqh Rangkuman, (terjamahan). 
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D. Aliran-Aliran Dalam Us}u >l Fiqh 
Perkembangan Us }u >l fiqh selanjutnya melahirkan dua aliran/ 
T}ariqah yang besar dalam Us }u >l fiqh, yaitu : T}ariqah Al-Sha>fi’iyyah 
atau T}ariqah Mutakallimi >n dan T}ariqah H }ana>fiyyah atau T}ariqah al-
Fuqaha>‘’, berikut ini uraian singkat kedua T}ariqah tersebut. 
1. T}ariqah Al-Shafi’iyyah/Mutakallimi >n 
T}ariqah ini disebut dengan t }ariaqah Al-Shafi’iyyah karena pada 
tokoh t}ariqah ini banyak yang berasal dari ulama madhhab Al-
Sha>fi’i, seperti: Al-Juwaini dan Al-Ghaza>li>. Selanjutnya disebut 
juga t}ariqah Mutakallimi >n, karena pengembangan aliran ini juga 
banyak berasal dari ulama yang dikenai sebagai tokoh dalam ilmu 
kala>m seperti: Abi H }asan Al-Bas}ri dan Al-Qa >di Abdul Jabbar. 
Sebagaimana diketahui Al-Juwaini dan Al-Ghaza >li> yang disebut 
diatas juga dikenal sebagai tokoh dalam ilmu kala >m, lebih jauh lagi 
aliran ini juga dikenal sebagai t }ariqah Al-Jumhu >r dalam us }u >l fiqh, 
karena dalam masalah fiqh, penganut aliran ini bukan saja berasal 
dari ulama Al-Sha>fi’iyyah, tetapi juga dari ulama pengikut madhhab 
Ma>likiy > dan H }anbaliy >, yang pada umumnya adalah ulama aliran 
H }ija>z. Bagaimanapun harus dikatakan, disana sini terdapat 
perbedaan dalam pembah }asan us }u >l fiqh diantara madhhab Ma>likiy >, 
Al-Sha>fi’i, dan H }anbaliy >. Hanya saja dalam banyak hal mereka 
memiliki persamaan-persamaan, sehingga penamaan aliran ini 
dengan t}ariqah Al-jumhu >r masih dapat di benarkan. 
Dalam us }u >l fiqh, aliran Al-Sha>fi’iyyah ditandai dengan 
sistematika pembah }asannya yang murni bersifat us }u >l fiqh. Artinya 
dalam melakukan pembah }asan dan pengembangan kaidah-kaidah 
us }u>l fiqh, mereka tidak terpengaruh pada persoalan-persaolaan 
hukum fiqh yang bersifat parsial (furu >’) yang banyak berbeda 
antara satu madhhab fiqh dan madhab fiqh lainnya. Dengan demikian 
pembah}asan mereka hanya diarahkan pada pengembangan ilmu 
us }u>l fiqh saja. Ilmu us }u>l fiqh yang telah disusun inilah yang 
merekan jadikan sebagai alat untuk menghasilkan hukum-hukum 
fiqh yang baru. Selanjutnya, dengan ilmu ini jugalah merek 
mengukur kebenaran pendapat pendapat hukum fiqh yang bersifat 
parsial (furu >’) yang telah lebih dahulu ada.   
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2. T}ariqah Hana>fi >yyah/Fuqaha>‘ >’ 
Aliran ini disebut dengan t}ariqah Hana>fiyyah karena pada 
umumnya pengembangan aliran ini adalah ulama pengikut 
madhab Hana>fiy >, seperti : Al-Karakhi, Abi Bakr Al-Ra>zi, Al-Dabbu>si, 
Al-Baid }a>wi, dan Al-Sharakhshi. 
Selanjutnya, aliran ini disebut dengan t}ariqah al-fuqaha>‘ >, 
karena dalam mengembangkan pembah }asan us }u>l fiqh, mereka 
terpengaruh dan diarahkan untuk mendukung hasil ijtiha >d para 
ulama pendahulu mereka dalam bidang hukum fiqh yang bersifat 
parsial, dalam hal ini sistematika pembah }asan mereka banyak 
menyertakan uraian contoh-contoh dalam bentuk hukum fiqh. 
Dengan kata lain us }u >l fiqh yang mereka kembangkan berperan 
sebagai alat untuk mempertahankan pendapat-pendapat fiqh yang 
telah lebih dulu ada. Jadi, berbeda dengan us }u>l fiqh t}ariqah Al-
Sha>di’iliyyah yang menjadikan ilmu us }u >l fiqh  sebagai alat untuk 
melahirkan hukum-hukum fiqh, maka pada aliran ini mereka 
menjadikan hukum-hukum fiqh yang telah ada, terutama hukum-
hukum fiqh hasil ijtiha>d Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya 
sebagai pedoman untuk menyusun kaidah kaidah us }u >l fiqh 
mereka. 
Setelah kedua aliran diatas berkembang secara mapan, 
belakangan muncul aliran ketiga yang menggabungkan kedua 
aliran diatas. Dari ulama Sha>fi’iyyah misalnya, tampil Ibnu Al-
Subkiy > yang menulis kitab Jam’ ul-Jawami. Sedangkan dari ulama 
Hana>fi >yyah tampil pula Al-Sa’ati yang menulis kitab Badi’u Al-
Nizam. Kedua penulis ini menggabungkan t}ariqah Al-Shafi’iyyah 
dan t}ariqah Han >fi >yyah. 
Belakangan, pada abad kedelapan, tampil pula Imam Al-
Shat}ibi (w 780 H), ulama Ma >liki >yyah, menulis kitab Al-muwafaqat. 
Berbeda dengan aliran-aliran sebelumnya, ia menulis us }u >l fiqh 
dengan pendekatan mas}lah}ah, suatu pendekatan yang banyak 
didasarkan pada filsafat hukum Islam. Dengan mengacu pada 
prinsip-prinsip dasar dari Shari >at Islam. 
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BAB II 
AL-H}A>KIM, AL-H}UKM, MAH}KU>M FI >H DAN  
MAH}KU >M ‘ALAIH 
 
 
A. Al-Ha >kim 
1. Pengertian Haki >m 
Bila ditinjau dari segi bahasa, haki >m mempunyai dua arti 
yaitu : 
Pertama : 
 ُعِضاَوُُِماَكْحَْلَاُُْث  مَواَه  َردْصَمَواَه ئ شْن  مَواَه تِب  
Artinya : “Pembuat hukum, yang menetapkan, memunculkan 
sumber hukum”. 
 
Kedua : 
ُْيِذََّلاُكِرْد يَُُِماَكَْحْلَا  ُُ ُفِشْك يَواَه فِرْع يَواَه  رِهْظ يَوَُُ اهْنَع  
Artinya : “Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, 
dan menyikapkan”. 
 
Haki >m termasuk persoalan yang cukup penting dalam Us }u >l 
Fiqh, sebab karena berkaitan dengan pembuat hukum dalam 
shariat Islam, atau pembentuk hukum sha>ra’, yang mendatangkan 
pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya. Dalam ilmu 
us }u>l fiqh, haki >m juga disebut shar’i. 
Disepakati bahwa wah }yu > merupakan sumber shari >’at. Adapun 
sebelum datangnya wah }yu >, para ulama memeprselisihkan peranan 
akal dalam menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang 
yang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk 
dikenakan sangsi. 
Dari penegertian pertama tentang haki >m di atas, dapat 
diketahui bahwa haki >m adalah Allah SWT. Dialah pembuat hukum 
dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh 
mukallaf. Dalam Islam, tidak ada shari >’at, kecuali dari Allah SWT. 
Baik yang berkaitan dengan hukum-hukum takli >f (waji >b, sunnah, 
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h}ara>m, makruh, dan muba>h), maupun yang berkaitan dengan wad }i’ 
(sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, azimah, dan rukhs }ah). 
2. Tahsin dan Taqbih 
Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh ulama us }u>l 
fiqh tentang h}asan dan qabih. 
a. Al-Husnu adalah segala perbuatan yang dianggap sesuai 
dengan tabiat manusia, misalnya tentang rasa manis dan 
menolong orang yang celaka sedangkan qabih adalah segala 
sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat tabiat manusia, misalnya 
menyakiti orang lain. 
b. Al-Husnu diartikan sebagai sifat yang sempurna misalnya 
kemuliaan dan pengetahuan, sebaliknya, qabih diartikan sebagai 
sifat jelek yakni kekurangan dalam diri seseorang seperti bodoh, 
kikir. Kedua pengertian tentang h}asan dan qabih tersebut telah 
disepakati oleh para ulama bahwa hal itu hanya bisa dicapai 
oleh akal. 
c. Al-Husnu diartikan sebagai pekerjaan yang bila dikerjakan akan 
mendapat pujian di dunia dan pahala dari Allah SWT kelak di 
akhirat. Sebaliknya qabih adalah perbuatan yang akan mendapat 
cercaan dari manusia bila dikerjakan seperti maksiat, mencuri, 
dan lain-lain. 
3. Kemampuan Akal Mengetahui Shari >’at 
Para ulama terbagi kepada tiga golongan dalam menentukan 
kemampuan akal untuk menentukan hukum sebelum turunnya 
syariat: 
a. Menurut ahlu Al-sunnah wal jama >’ah, akal tidak memiliki 
kemampuan untuk menentukan hukum, sebelum turunnya 
shari >’at. Akal hanya bisa menetapkan baik dan buruk melalui 
perantara Al-Qur’an dan Rasul serta kitab-kitab samawi lainnya. 
b. Mu’tazilah berpendapat bahwa akal bisa menentukan baik 
buruknya suatu pekerjaan sebelum datangnya sha>ra’ meskipun 
tanpa perantara kitab samawi dan rasul. Baik dan buruk itu 
ditentukan oleh dhatNya, sehingga akal bisa menentukan 
shari >’at. 
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c. Golongan Matu >ridi >yyah berusaha menengahi kedua pendapat di 
atas. Mereka berpendapat bahwa perkataan atau perbuatan itu 
adakalanya baik dan buruk pada dhatNya. Sha>ra’ menyuruh 
untuk mengerjakan perbuatan atau perkataan yang baik pada 
dhatNya dan melarang melaksankan perbuatan yang jelek pada 
dhatNya. Adapun terhadap perkataan dan perbuatan yang 
kebaikan dan keburukannya tidak pada dhatNya, sha>ra’. Sha>ra’ 
memiliki wewenang untuk menetapkannya. Mu’tazilah dan 
Syi>’ah Ja’fariyah, berpendapat bahwa akal merupakan sumber 
hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan Al-Sunnah. 
 
B. Al-Hukm 
1. Pengertian Hukum 
Mayoritas ulama us }u >l mendefinisikan hukum sebagai berikut : 
 ُباَطِخُُِهللاُ ُقِ لََعت  مْلاُُِلاَعَْفأِبَُُنْيِفَّلَك  مْلاُُْيِيَْختَْواًءاَضِتْقِااًعْضَوَْوااًر  
Artinya: “Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang 
dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif 
atau menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan 
penghalang”. 
 
Yang dimaksud khit}a>b Allah dalam definisi tersebut adalah 
semua bentuk dalil, baik Al-Qur’an, Al-Sunnah maupun yang 
lainnya, seperti ijma>‘ dan qiya>s. Namun, para ulama us }u>l 
kontemporer, seperti Ali HasbaAllah dan Abd. Wahab Khalaf 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil disini hanya Al-
Qur’an dan Al-Sunnah. Adapun ijma>‘ dan qiya>s hanya sebagai 
metode menyingkapkan hukum dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah 
tersebut. Dengan demikian, sesuatu yang disandarkan pada kedua 
dalil tersebut tidak semestinya disebut sebagai sumber hukum. 
Yang dimaksud dengan yang menyangkut perbuatan 
mukallaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa 
yang berakal sehat meliputi perbuatan hati, seperti niat dan 
perbuatan ucapan, seperti ghi >bah (menggunjing) dan namimah 
(mengadu domba). 
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Yang dimaksud dengan imperative (iqtid}a>‘) adalah tuntunan 
untuk melakukan sesuatu, yakni memerintah atau tuntunan untuk 
meninggalkannya yakni melarang, baik tuntunan itu bersifat 
memaksa maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud takhyi >r 
(fakultatif) adalah kebolehan memilih antara melakukan sesuatu 
atau meninggalkannya dengan posisi yang sama. 
Dan yang dimaksdua wad }’i (mendudukkan sesuatu) adalah 
memposisikan sesuatu sebagai penghubung hukum, baik 
berbentuk sebab, syarat, maupun penghalang. 
Definisi hukum tersebut merupakan definisi hukum sebagai 
kaidah, yakni patokan perilaku manusia. 
2. Pembagian Hukum 
Bertitik tolak pada defisi hukum di atas, maka hukum 
menurut ulama us }u >l  terbagi dalam dua bagian, yaitu hukumtakli >fi > 
dan hukum wad }’i. 
a. Hukum Takli>fi> 
1) Pengertian HukumTakli >fi > 
Hukum takli >fi > adalah firman Allah yang menuntut manusia 
untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih 
antara berbuat dan meninggalkan. 
a) Contoh firman Allah SWT yang menuntut manusia 
untuk melakukan perbuatan : 
َُلْو س َّرلااو عيَِطاََوةوَك َّزلااو َتاََوةوَل َّصلااو  مْيَِقاَوََُُعلُْم كَّلَُُنْو  مَحْر ت  
Artinya :“Dan dirikanlah sholat tunaikan zakat dan 
taatilah Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (QS. An-
Nur : 56) 
 
b) Contoh firman Allah yang bersifat menuntut 
meninggalkan perbuatan : 
ُْم َكلاَوَْمااْو ل ْكَأَتلََوُُْم َكنْيَبَُابْلِابُِلِط  
Artinya : “Janganlah kamu memakan harta diantara 
kamu dengan jalan batil”. (QS. Al-Baqarah : 188) 
c) Contoh firman Allah SWT yang bersifat memilih 
(fakultatif) : 
ىَّتَحاْو بَرْشاَواْو ل كَوَُُنََّيَبَتيُ ُم َكلُ ُطْيََخْلاُ َُضيَْبْلَاَُُنِمُُِطْيَخْلاَُُْلَاَُوْسَُنِمِدُُِِرَْجفْلا  
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Artinya : “Dan makan minumlah hingga terang bagimu 
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar”. (QS : Al-
Baqarah : 187) 
 
2) Bentuk-bentuk HukumTakli >fi > 
Terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-
bentuk hukum takli >fi >: pertama, bentuk-bentuk hukum takli >fi > 
menurut Jumhu>r Ulama Us }u>l Fiqh (Mutakallimin). Menurut 
mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, 
yaitu ija>b, nadb, iba >h}ah, kara >hah, dan tahrim. Kedua, bentuk-
bentuk hukum takli >fi >, seperti iftira>d, ija>b, nabd, iba >h}ah, kara>hah 
tanzhiliyah, kara >hah tah }ri >miyyah dan tah}ri >m. 
 
Bentuk pertama 
a) Ija >b  
Yaitu tuntunan Shar’i bersifat untuk melaksanakan 
sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Menurut para ahli 
Us }u >l Fiqh melahirkan ija>b, yaitu kewajiban mendirikan 
sholat dan membayar zakat. Apabila kewajiban ini 
dikaitkan dengan perbuatan orang mukallaf, maka disebut 
dengan wuju>b, sedangkan perbuatan yang dituntun itu 
(yang mendirikan sholat dan membayar zakat), disebut 
dengan wajib. Khit}a>b (tuntunan) Allah yaitu wuju >b 
merupakan akibat dari khit}a>b tersebut dan wajib adalah 
perbuatan yang dituntun oleh khit}a>b Allah. 
b) Nadb  
Yaitu tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan yang 
tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran, 
sehingga seseorang tidak dilarang untuk 
meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya tidak 
dikenai hukuman yang dituntut untuk dikerjakan itu 
disebut mandu >b, sedangkan akibat dari tuntutan itu 
disebut nadb. 
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c) Iba>h }ah  
Yaitu khit}a>b Allah yang bersifat fakultatif, mengandung 
pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama. 
Akibat dari khit}a >b  Allah ini disebut juga dengan iba>h }ah, 
dan dan perbuatan yang boleh dipilih itu disebut mubah. 
d) Kara >hah 
Yaitu tuntunan meninggalkan suatu perbuatan, tetapi 
tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak 
bersifat memaksa dan seseorang yang mengerjakan 
perbuatan yang dituntun untuk ditinggalkan itu tidak 
dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti ini disebut 
juga kara>hah. Kara>hah ini merupakan kebalikan dari nadb. 
e) Tah}ri>m 
Yaitu tuntunan untuk tidak mengerjakan suatu 
perbuatan dengan tuntunan yang memaksa. Akibat dari 
tuntunan ini disebut h}urmah dan perbuatan yang 
dituntun itu disebut dengan h}aram. 
 
Kedua, bentuk-bentuk hukum takli >fi > menurut ulama 
Hana>fi >yyah: 
a) Iftirad } 
Yaitu tuntunan Allah kepada mukallaf yang bersifat 
memaksa dengan berdasarkan dalil yang qat}’i. misalnya, 
tuntutan untuk melaksankan sholat dan membayar zakat. 
Ayat dan h}adi>th yang mengandung tuntutan mendirikan 
sholat dan membayar zakat sifatnya adalah qat}’i. 
b) Ija >b 
Yaitu tuntutan Allah yang bersifat memaksa kepada 
mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi 
melalui dalil yang bersifat z }anni (ralatif benar). Misalnya, 
kewajiban membayar zakat fitrah, membaca Al-Fa>tihah 
dan sholat, dan ibadah kurban. Perbuatan-perbuatan 
seperti ini menurut ulama Hana>fi >yyah, tuntutannya 
bersifat Ija>b dan wajib dilaksanakan, tetapi kewajibannya 
didasarkan atas tuntutan yang z}anni. 
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c) Nadb  
Maksudnya sama dengan nadb yang dikemukakan 
Jumhu>r ulama Us }u >l Fiqh/mutakallimin. 
d) Ibah}ah 
Juga sama dengan yang dikemukakan Jumhu >r ulama Us }u >l 
Fiqh/mutakallimin. 
e) Kara >hah Tanzi>h }i>yyah 
Yaitu tuntutan Allah kepada mukalaf untuk 
meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutannya tidak 
bersifat memaksa. Misalnya, larangan berpuasa pada hari 
jum’at. Kara>hah Tanzi >h }i >yyah dikalangan Hana>fi >yyah sama 
dengan pengertiannya dengan kara >hah dikalangan 
Jumhu>r ulama Us }u >l Fiqh/mutakallimin 
f) Kara >hah Tah}rimi>yyah 
Yaitu tuntutan kepada mukalaf Allah untuk 
meninggalkan suatu perbuatan dengan cara memaksa, 
tetapi didasarkan kepada dalil yang z}anni. Apabila 
pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan maka ia 
dikenakan hukuman. Hukum ini sama saja dengan 
haram yang dikemukakan Jumhu >r ulama Us }u >l 
Fiqh/mutakallimin. 
g) Tah}ri>m  
Yaitu tuntutan kepada mukalaf untuk meninggalkan 
suatu pekerjaan secara memaksa, tetapi didasarkan 
kepada dalil yang qat }’i. misalnya larangan membunuh 
orang (Q.S. Al-Isra : 23) dan berbuat zina (Q.S.Al-Nur :2). 
Perbedaan pembagian hukum taklif antara Jumhu>r ulama 
Us }u >l Fiqh/mutakallimin dengan ulama hana >fi >yyah tersebut 
tertolak dari sisi kekuatan dalil. 
3) Hukum-hukum Menurut Fuqaha>‘ 
Seperti telah diterangkan di atas, hukum-hukum menurut 
fuqaha>‘ adalah dampak-dampak dari tuntutan khihab tashri’ 
seperti, wajib, haram, makruh, sunah, dan mandu >b. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
22 | Us }u > l  F iqh 
 
a) Wajib 
Para ulama Us }u>l Fiqh mengemukakan bahwa hukum 
wajib itu bisa dibagi dari berbagai segi, yaitu : 
1) Dilihat dari segi waktu, wajib dibagi atas wajib Al-
mut }laq dan wajib Al-mu’aqqat. 
a. Wajib Al-mut}laq adalah sesuatu yang dituntut Shar’i 
untuk dilaksanakan oleh mukallaf tanpa ditentukan 
waktunya. 
b. Wajib Al-mu’aqqat adalah kewajiban yang harus 
dilaksanakan orang mukallaf pada waktu-waktu 
tertentu, seperti shalat dan puasa Ramadhan. Wajib 
Al-mu’aqqat terbagi dalam tiga macam yaitu : 
 Wajib muwassa’ (kewajiban yang mempunyai 
batas waktu yang lapang) Yaitu kewajiban yang 
ditentukan waktunya, tetapi waktunya ini cukup 
lapang, sehingga dalam waktu itu bisa juga 
dikerjakan amalan yang sejenis. Misalnya, waktu-
waktu yang ditentukan untuk melaksanakan 
shalat. 
 Wajib muqayyaq (kewajiban yang mempunyai 
batas waktu yang sempit)Yaitu kewajiban yang 
waktunya secara khusus diperuntukkan pada 
suatu amalan, dan waktunya itu tidak bisa 
digunakan untuk kewajiban lain. Seperti puasa 
Ramadhan 
 Wajib z}u Al-shibhain 
Yaitu kewajiban yang mempunyai waktu lapang, 
tetapi tidak bisa digunakan untuk amalan sejenis 
secara berulang-ulang. 
 
2) Dilihat dari segi ukuran yang diwajibkan, hukum 
wajib terbagi menjadi dua, yaitu wajib Al-muh }addad 
dan wajib ghairu Al-muh }addad. 
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a. Wajib Al-muh }addad adalah suatu kewajiban yang 
ditemukan ukurannya oleh sha>ra’ dengan ukuran 
tertentu. 
b. Wajib ghairu Al-muh }addad adalah kewajiban yang 
tidak ditentukan sha>ra’ ukuran dan jumlahnya, 
tetapi diserahkan kepada para ulama dan 
pemimpin umat untuk menentukannya. 
3) Dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban, 
hukum wajib dibagi kepada wajib Al-‘aini dan wajib al-
kifa’i. 
a. Wajib Al-‘aini adalah kewajiban yang ditukan 
kepada setiap pribadi orang mukallaf. Misalnya, 
kewajiban melaksanakan shalat bagi setiap orang 
mukallaf. 
b. Wajib Al-kifayah adalah kewajiban yang ditunjukkan 
kepada seluruh orang mukallaf, tetapi apabila telah 
dikerjakan oleh sebagian mereka, maka kewajiban 
itu telah terpenuhi dan orang yang tidak 
mengerjakannhya tidak dituntut untuk 
melaksanakannya. 
4) Dilihat dari segi kandungan perintah, para Ulama Us }u >l 
Fiqh membagi wajib wajib Al-mu’ayyan dan wajib Al-
mukhayyar. 
a. Wajib Al-mu’ayyan adalah kewajiban yang terkait 
dengan sesuatu yang diperintahkan, seperti shalat, 
puasa, dan harga barang dalam jual beli. 
b. Wajib Al-mukhayyar adalah suatu kewajiban tertentu 
yang bisa dipilih orang mukallaf. Misalnya firman 
Allah dalam surat Al-Maidah : 89. 
 
b) Mandu>b 
Para Ulama Us}u >l Fiqh membagi mandu >b menjadi tiga 
macam, yaitu : 
1) Sunnah Al-Mu’akkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) 
yaitu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapat 
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pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa, 
tetapi yang meninggalkannya mendapat celaan. 
Diantaranya adalah sholat-sholat sunnah sebelum dan 
sesudah mengerjakan sholat lima waktu (shalat fard }u), 
seperti shalat sunnah dua rakaat sebelum subuh, dua 
rakaat sebelum dan sesudah z }uhur, dan berkumur-
kumur waktu berwud }u, adhan, berjamaah, dan lain-
lain. 
2) Sunnah ghairu Al-Mu’akkadah (sunnah biasa) 
Yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat 
pahala apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak 
pula mendapat celaan dari Shar’i, seperti bersedekah, 
shalat sunnah d}uha dan puasa setiap hari senin dan 
kamis. Pekerjaan seperti ini, menurut para Ulama fiqh, 
dishari >’atkan, tetapi tidak senantiasa dikerjakan 
Rasulullah SAW sunnah seperti ini disebut juga 
dengan istilah mus }tahab atau nafilah. 
3) Sunnah Al-Za’dah (sunnah yang bersifat tambahan) 
Yaitu suatu pekerjaan untuk mengikuti apa yang 
dilakukan Rasulullah SAW sehingga apabila 
dikerjakan diberi pahala dan apabila tidak dikerjakan 
tidak berdosa dan tidak pula dicela. Pekerjaan-
pekerjaan seperti ini adalah berupa sikap dan tindak 
tanduk Rasulullah SAW. Sebagai manusia biasa, 
seperti cara tidur, cara makan, dan cara berpakaian. 
Apabila hal-hal seperti ini dilakukan seorang Muslim 
dengan niat mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah 
SAW maka disebut za’idah. 
c) H }aram 
H }aram dapat dibagi menjadi li dhatihi dan h}aram li ghairihi. 
Apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan 
haram itu sendiri, maka disebut dengan h}aram li dhatihi 
dan apabila terkait dengan suatu yang di luar esensi yang 
diharamkan tetapi berbentuk kemafsadatan, maka disebut 
h}aram li ghairihi. 
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1) H }aram li dhatihi 
Yaitu suatu keharaman langsung dan sejak semula 
ditentukan Shar’i tentang keharamannya. Misalnya, 
memakan bangkai, babi, berjudi, meminum-minuman 
keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak 
yatim. 
2) H }aram li ghairihi 
Yaitu sesuatu yang pada mulanya dishari >’atkan, tetapi 
dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mud }arat bagi 
manusia maka keharamannya adalah disebabkan 
adanya mud}arat tersebut. Misalnya, melaksanakan 
shalat dengan pakaian hasil ghasab (mengambil barang 
orang lain tanpa izin). 
d) Makruh 
Ulama hana>fi >yyah membagi makruh dalam dua bentuk 
yaitu makruh Tanzi >h dan makruh Tah }rim. 
1) Makruh Tanzi >h 
Yaitu sesuatu yang dituntut Shar’i untuk ditinggalkan, 
tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti. Makruh Tanzi >h 
dalam istilah ulama Hana>fi >yyah ini sama dengan 
pengertian makruh dikalangan Jumhu >r ulama. 
Misalnya, memakan daging kuda yang dikemukakan 
di atas. 
2) Makruh Tah }rim 
Yaitu tuntutan Shar’i untuk meninggalkan suatu 
perbuatan dan tuntutan itu melalui cara yang pasti, 
tetapi didasarkan kepada dalil yang z }anni. Seperti 
larangan memakai sutera dan perhiasan emas bagi 
kaum lelaki. 
e) Mubah} 
Pembagian mubah menurut ulama Us }u>l Fiqh dilihat dari 
segi keterkaitannya dengan mud }arat dan manfaat, yaitu : 
1) Mubah } yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan, 
tidak mengandung mudarat, seperti makan, minum, 
berpakaian dan berburu. 
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2) Mubah } yang apabila dilakukan mukallaf tidak ada 
mud }aratnya, sedangkan perbuatan itu sendiri pada 
dasarnya diharamkan. Mubah } seperti ini diantaranya, 
melakukan sesuatu dalam keadaan darurat atau 
terpaksa, seperti makan daging babi, karena tidak 
ada makanan lain yang mesti dimakan dan apabila 
daging babi itu dimakan, maka seseorang bisa 
meninggal dunia. 
f) Hukum Wad }’i 
Hukum wad }’i adalah firman Allah SWT yang menuntut 
untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau 
penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah 
menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum takli >fi >, 
baik bersifat sebagai sebab atau syarat atau penghalang 
maka dia disebut hukum wad }’i. Di dalam ilmu hukum 
dia disebut pertimbangan hukum. 
1) Contoh firman Allah yang menjadikan sesuatu 
sebagai sebab yang lain : 
ُِمَِقاَُُةَول َّصلاُُِكْو ل دِلُُِسْمَّشلا  
Artinya: “Dirikanlah shalat sesudah matahari 
tergelincir”.(QS. Al-Isra : 78) 
 
2) Contoh firman Allah yang menjadikan sesuatu 
sebagai syarat : 
ىَمَاَتيْلااو َلتْباَوُىَّتَحَُُحاَِك نلااو غَلَبَاذِا  
Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka 
cukup umur untuk kawin (dewasa)”.(QS.An-Nisa : 
6) 
3) Contoh khit}ab Allah yang menjdaikan sesuatu sebagai 
penghalang : 
َُسَْيلُُِِلتاَقْلِلُ ُثاَرْيِم  
Artinya : “Pembunuh tidak mendapat waris”. 
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Dari pengertian hukum wad }’i tersebut ditunjukkan 
bahwa macam-macam hukum wad }’i yaitu sebab, 
syarat, mani’ (penghalang). 
1) Sebab 
Menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat 
menyampaikan kepada sesuatu yang lain berarti 
jalan yang dapat menyampaikan kepada suatu 
tujuan. Menurut istilah adalah suatu sifat yang 
dijadikan shari’ sebagai tanda adanya hukum. 
Pengertian ini menunjukkan bahwa sebab sama 
dengan illat, walaupun sebenarnya ada perbedaan 
antara sebab dangan illat tersebut. 
Dengan demikian, terlihat keterkaitan hukum 
wad}’i (dalam hal ini adalah sebab) dengan hukum 
taklif, sekalipun keberadaan hukum wadh’i itu 
tidak menyentuh esensi hukum takli >fi >. Hukum 
wad}’i hanya sebagai petunjuk untuk pelaksanaan 
hukum takli >fi >, akan tetapi para ulama Us }u >l Fiqh 
menetapkan bahwa sebab itu harus muncul dari 
nas }, bukan buatan manusia. 
2) Syarat 
Yaitu sesuatu yang berada di luar hukum sha>ra’ 
tetapi keberadaan hukum sha>ra’ bergantung 
kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukumpun 
tidak ada tetapi adanya syarat tidak 
mengharuskan adanya hukum sha>ra’. Oleh sebab 
itu, suatu hukum takli >fi> tidak dapat diterapkan, 
kecuali bila telah memnuhi syarat yang telah 
ditetapkan shara’. Misalnya wudhu adalah salah 
satu syarat sah sholat. Sholat tidak dapat 
dilaksanakan tanpa wudhu. Akan tetapi apabila 
seseorang berwudhu ia tidak harus melaksanakan 
sholat. 
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3) Mani’ (penghalang) 
Yaitu sifat yang keberadaannya menyebabkan 
tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, 
hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan 
menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan 
(waris mewarisi). 
4) S }ihah 
Yaitu suatu hukum sesuai dengan tuntutan sha>ra’ 
yaitu terpenuhinya sebab, syarat dan tidak ada 
mani’. Misalnya mengerjakan shalat Z }uhur setelah 
tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu 
(syarat) dan tidak ada halangan bagi orang yang 
mengerjakannya (tidak haid, nifas, dan 
sebagainya). 
5) Bat}il 
Yaitu terlepasnya hukum sha>ra’ dari ketentuan 
yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang 
ditimbulkannya. Misalnya, memperjual belikan 
minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena 
minuman keras tidak bernilai harta dalam 
pandangan sha>ra’. 
6) Azimah dan Rukhs }ah 
Azimah adalah hukum-hukum yang dishari >’atkan 
Allah kepada seluruh hambanya sejak semula 
artinya belum ada hukum sebelum hukum itu 
dishari >’atkan Allah, sehingga sejak 
dishari >’atkannya seluruh mukallaf wajib 
mengikutinya. Imam Al-Baid}awi (ahli Us }u >l fiqh 
sha>fi’iyyah), mengatakan bahwa azimah itu adalah 
hukum yang ditetapkan tidak berbeda dengan 
dalil yang ditetapkan karena ada uzur. Misalnya, 
jumlah rakaat shalat z }uhur adalah empat rakaat. 
Jumlah rakaat ini ditetapkan Allah sejak semula, 
sebelumnya tidak ada hukum lain yang 
menetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak 
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ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat 
disebut dengan azimah. Apabila ada dalil lain yang 
menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh 
mengerjakan sholat z }uhur dua rakaat, seperti 
orang musafir, maka hukum itu disebut rukhsah. 
Dengan demikian, para ahli Us }u >l Fiqh 
mendefenisikan rukhsah dengan hukum yang 
ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena 
ada uzur. 
 
C. Mah }ku>m Fi>h 
1. Pengertian Mah }ku >m Fi >h  
Untuk menyebut istilah peristiwa hukum atau objek hukum, 
sebagian ulama menggunakan istilah Mah }ku >m fi >h karena didalam 
perbuatan atau peristiwa itulah ada hukum, baik hukum wajib 
maupun hukum yang haram. Sebagian ulama lainnya 
mengunakan istilah Mah }ku >m bih karena perbuatan mukallaf  itu bisa 
disifati dengan hukum, baik yang bersifat diperintahkan maupun 
yang dilarang. 
Menurut ulama Us }u>l fiqh yang dimaksud dengan Mah}ku >m fi >h 
adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait 
dengan perintah shar’i (Allah dan Rasul-Nya) yang bersifat 
tuntutan mengerjakan, meninggalkan, memilih suatu pekerjaan 
dan yang bersifat syarat, halangan, azimah, rukhsah, sah serta batal.  
Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah shar’i itu ada 
objeknya, yakni perbuatan mukallaf. Dan terhadap perbuatan 
mukallaf  tersebut ditetapkanlah suatu hukum, misalnya : 
a. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah :43 
ولصلاوميقاوُة.... 
Artinya : “ Dirikanlah shalat...” (Qs. al-Baqarah : 43) 
 
Ayat ini berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yakni tuntutan 
untuk mengerjakan shalat, atau berkaitan dengan kewajiban 
mendirikan shalat. 
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b. Sabda Rasulullah 
لَُيڔثُاُاقلُلتُ.... 
Artinya : “Pembunuh tidak mewarisi... “(HR. Abu Daud, 
Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal) 
 
Dari h}adi>th diatas dapat diketahui bahwa salah satu penyebab 
seseorang tidak mendapat harta waris adalah pembunuh. Dengan 
demikian, pembunuh itu merupakan perbuatan mukallaf yang 
menjadi penghalang untuk menerima waris. 
Dengan beberapa contoh diatas, dapat diketahuii bahwa objek 
hukum itu adalah perbuatan mukallaf berdasarkan hal itu, ulama 
us}u>l fiqh menetapkan kaidah: “Tidak ada taklif (pembebanan hukum) 
melainkan terhadap perbuatan”. Kaidah tersebut disepakati oleh 
sebagian besar ulama us}u>l. Diantara mereka ada yang berpendapat 
bahwa apabila dalam shara’ tercakup hukum wajib atau sunnah, 
maka perintahnya pasti jelas yakni perintah wajib itu berkaitan 
dengan keharusan sedangkan sunnah tidak demikian, tetapi 
keduanya sama-sama bisa terlaksana dengan adanya perbuatan. 
2. Syarat-syarat Mah}ku >m fi >h 
Para ulama us }u >l mengemukakan beberapa syarat sahnya suatu 
taklif , yaitu : 
a) Mukallaf mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, 
sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat 
ia laksanakan. 
b) Mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Seseorang harus 
mengetahui bahwa tuntutan itu dari Allah SWT, sehingga dia 
melaksanakannya berdasarkan ketaatan dengan tujuan 
melaksanakan titah Allah semata. 
c) Perbuatan harus mungkin untuk dilaksanankan atau 
ditinggalkan. 
3. Macam-macam Mah}ku >m Fi>h 
Para ulama us}u >l fiqh membagi Mah}ku >m fi >h dari dua segi, yaitu 
dari segi keberadaanya secara material dan shara’ serta dari segi 
hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. 
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Dari segi keberdaanya secara materila dan shara’ terdiri atas : 
a) Perbuatan yang secara material ada tetapi termasuk 
perbuatan yang terkait dengan shara’. Misalnya : makan dan 
minum. Makan dan minum adalah perbuatan mukallaf tetapi 
perbuatan makan itu tidak terkait dengan hukum shara’. 
b) Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab 
adanya hukum shara’. Misalnya : perzinahan, pencurian, dan 
pembunuhan. Perbuatan ini menjadi sebab adanya hukum 
shara’ yaitu : h}udud dan qis }as. 
c) Perbuatan yang secara material dan baru bernilai dalam 
shara’ apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, 
misalnya : sahlat dan zakat. 
d) Perbuatan yang secara material dan diakui shara’ serta 
mengakibatkan adanya hukum shara’, misalnya : nikah, jual-
beli, dan sewa-menyewa. 
Dari segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu, maka 
Mah}ku >m FI>Hdibagi dalam empat bentuk, yaitu : 
a) Semata-mata hak Allah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut 
kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa kecuali. Dalam hak 
ini seseorang tidak dibenarkan melakukan suatu tindakan yang 
mengganggu hak ini. Hak sifatnya semata-mata hak Allah. 
b) Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, 
seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak. 
c) Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak 
Allah didalamya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak 
pidana qadhaf (menuduh orang lain berbuat zina). Dari sisi 
kemaslahatan dan kehormatan, hak ini termasuk hak Allah dan 
dari sisi menghilangkan malu dari orang yang dituduh, hak ini 
termasuk hak pribadi (hamba Allah). Akan tetapi menurut 
ulama us }u >l fiqh, hak Allah lebih dominan dalam masalah ini. 
d) Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak 
hamba didalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qis }as }. 
Hak Allah dalam qis}as } tersebut berkaitan dengan pemeliharaan 
kemananan dan penghormatan terhadap darah seseorang yang 
tidak halal dibunuh, sedangkan hak hamba menjamin 
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kemaslahatan pihak ahli waris yang terbunuh. Akan tetapi, 
karena dalam pelaksanaan qis}as } itu sepenuhnya diserahkan 
kepada ahli waris terbunuh dan mereka berhak menggugurkan 
hukuman tersebut, maka hak hamba dianggap lebih dominan di 
dalam masalah ini. 
 
D.  Mah }ku>m‘Alaih 
1. Pengertian Mah }ku >m‘Alaih 
Ulama us}u >l fiqh telah sepakat bahwa Mah }ku >m‘alaih adalah 
seseorang yang perbuatannya  dikenai khit}a>b Allah SWT yang 
disebut mukallaf. 
Dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang 
dibebani hukum, sedangkan dalam istilah us}u >l fiqh, muakallaf  
disebut juga Mah }ku >m‘alaih (subjek hukum) mukallaf adalah orang 
yang dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berkaitan 
dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua 
tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan diminta 
pertanggung jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia 
akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah 
Allah atau bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa 
atau resiko dosa karena melanggar aturan-Nya disamping tidak 
memenuhi kewajibannya. 
2. Taklif 
a. Dasar Taklif 
Dalam Islam, orang yang terkena takli >f adalah mereka yang 
sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan 
hokum, sebagian besar ulama us }u>l fiqh berpendapat bahwa 
dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal 
dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa 
dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami 
secara baik takli >f yang ditujukan kepadanya. Maka orang 
yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa 
memahami takli >f dari shar’i (Allah dan Rasul-Nya). Seperti 
orang dalam keadaan tidur, mabuk dan lupa. Karena dalam 
keadaan tidak sadar (hilang akal). 
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Rasulullah SAW pun menegaskan dalam h }adi>thtnya : 
زُعفُاُتمیُنعُاُاطخللُءُاوُايسنلُنُوُامُكتساڔهُہلُُ
Artinya : “Umatku tidak dibebani hukum apabila 
mereka lupa, tersalah dan dalam keadaan terpaksa” 
(HR. Ibnu Majah dan Tahbrani) 
 
Dengan demikian, jelaslah bahwa takli >f hanya diperuntukkan 
bagi orang yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan 
tindakan hukum. 
b. Syarat-syarat Takli>f 
Ulama us }u >l fiqh telah sepakat bahwa seorang mukallaf dapat 
dikenai taklif apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu: 
1) Orang ini telah mampu memahami Khit}bah Shar’i (tuntutan 
shar’i) yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah, baik 
secara langsung maupun melalui orang lain. Hal ini, karena 
orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami 
shar’i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif. 
Kemampuan taklif tidak bisa dicapai keculai melalui akal, 
karena hanya akAllah yang bisa mengetahu taklif itu harus 
dilaksanakan atau ditinggalkan. 
2) Seseorang yang mampu dalam bertindak hukum, dalam us }u >l 
fiqh disebut ahliyyah. Dengan demikian, seluruh perbuatan 
orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum maka 
belum tau tidak bisa dipertanggung jawabakan, seperti: anak 
kecil yang belum baligh, orang gila dan orang yang pailit dan 
yang berada dibawah pengampuan. 
 Ahliyyah 
1. Pengertian Ahliyyah 
Secara harfiyah (etimologi), ahliyyah berarti kecakapan 
menangani suatu urusan. Sedangkan secara terminologi 
arti ahliyyah menurut para ahli us }u >l fiqh yaitu “ suatu sifat 
yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh shar’i 
untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntunan 
shara’”. (Al-Bukhari : II : 1357). 
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Dari definisa tersebut, dapat dipahami bahwa Ahliyyah 
adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah 
sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh 
tindakannya dapat dinilai oleh shara’. Orang yang telah 
mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan 
suatu tindakan hukum. 
Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang 
kepada seseorang secara sekaligus, tetapi melalui 
tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan 
jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, para ulama us }u >l fiqh 
telah membagi ahliyyah sesuai dengan tahapan 
pertumubuhan jasmani dan akalnya. 
2. Pembagian Ahliyyah 
Menurut para ulama us }u >l fiqh, ahliyyah terbagi dalam dua 
bentuk yaitu : 
a) Ahliyyah ada 
Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang 
yang telah dianggap sempurna untuk 
mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, 
baik yang bersifat positif maupun negatif. 
Menurut kesepakan ulama us }u >l fiqh, yang menjadi 
ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah 
memiliki ahliyyah ada adalah akal, baligh, dan cerdas. 
b) Ahliyyah Al-wuju >b 
Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-
hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu 
dibebani seluruh kewajiban. Misalnya dia telah berhak 
menerima hibah, dan apabila harta bendanya dirusak 
orang lain diapun dianggap mampu menerima ganti 
rugi. Selain itu, ia juga mampu menerima harta waris 
dari keluarganya.  
Menurut ulama us }u >l fiqh, ukuran yang digunakan dalam 
menentukan ahliyyah Al-wuju >b adalah sifat kemanusiaanya, yang 
tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. 
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Para ulama us }u >l fiqh juga membagi ahliyyah Al-wuju >b menjadi 
dua bagian, yaitu : 
1) Ahliyah Al-wuju >b Al-naqis }ah 
Yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya 
(janin). Janin sudah dianggap memiliki Ahliyah Al-wuju>b tetapi 
belu sempurna. Hak-hak yang ia terima belum menjadi miliknya 
sebelum dia lahir kedunia dengan selamat walaupun untuk sesaat. 
Dan apabila telah lahir, maka hak-hak yang dia terima menjadi 
miliknya. Para ulama us }u>l fiqh sepakat bahwa ada empat hak bagi 
seorang janin, yaitu : 
a.  Hak keturunan dari ayahnya 
b. Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia. Dalam 
kaitan ini, bagian harta yang harus diterima diperkirakan 
sejumlah terbesar yang akan dia terima, karena jika seorang 
laki-laki maka bagiannya lebih besar dari seorang wanita, 
apabial janin itu wanita maka kelebihan warisan yang disisakan 
itu dikembalikan kepada ahli waris lain. 
c. Wasiat yang ditunjukkan kepadanya 
d. Harta wakaf yang ditunjukkan kepadanya  
2) Ahliyah Al-wuju >b Al-kami >lah  
Yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah 
lahir kedunia sampai dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun 
akalnya masih kurang, seperti orang gila. Dalam status ahliyyah Al-
wuju>b (baik yang sempurna ataupun tidak) seseorang tidak 
dibebani tuntutan shara’, baik bersifat ibadah mahd }ah seperti shalat 
dan puasa, maupun yang sifatnya berupa tindaka hukum duniawi 
seperti transksi yang bersifat pemindahan hak milik. 
Namun demikian, menurut kesepakatan ulama us }u >l fiqh, 
apabila mereka telah melakukan tindakan hukum yang bersifat 
merugikan orang lain maka orang yang bersifat status ahliyyah ada 
ataupun ahliyyah Al-wuju>b al-kami >lah  wajib mempertanggung 
jawabkannya. Maka wajib memberikan ganti rugi dari hartanya 
sendiri jika tindakannya berkaitan dengan harta. 
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BAB III 
AL-QUR’AN SEBAGAI SUMBER DAN  
DALIL HUKUM UTAMA 
 
 
 
A. Pengertian Al-Qur’an 
Secara etimologi, Al-Qur’an merupakan bentuk mas}dar dari 
kata Qara’a; timbangan kata (wazan)-nya adalah fu’lan, artinya: 
bacaan. Lebih lanjut, pengertian kebahasaan Al-Qur’an ialah, yang 
dibaca, dilihat, dan ditelaah. 
Adapun definisi Al-Qur’an secara terminologi, menurut 
sebagaian besar ulama Us }u >l Fiqh adalah sebagai berikut: 
 ُمَلََكُ ُهللاُىلاََعتُ ُلّزَن  ملاُىلعُ ُم ُد َّمَحُىَّلَصُُ هللاُ ُهيلَعُوَُُمَّلَسُ ُظفَّللا بُ
ُ ّي بََرعلاُ ُلو قنَملاُاَنَيلإُ ُر تاَوَّتلاُ ُبو تكَملاُ ُف  حاَصَملا بُُ دََّبَعت  ملاُ ُه تَوَلَ ت بُ
 ُءو دبَملاُ ُةَح تاَفلا بُوُ ُمو تخَملاُُ ةَرو س بُُ  ساَّنلا. 
Artinya: “Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. dalam berbahasa Arab yang dinukilkan 
kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya 
merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf dimulai dari surat 
Al-Fatihah dan ditutup sengan surat Al-Na>s.” 
 
Dari definisi diatas, para ulama Us }u >l Fiqh menyimpulkan 
beberapa ciri khas Al-Qur’an, diantaranya sebagai berkut: (Al-
Syaukani : 26-27) 
1. Merupakan wahyu yang difirmankan Allah SWT. baik makna 
maupun lafadhnya. Dengan demikian, wahyu yang disampaikan 
hanya dalam bentuk maknanya saja, sedang lafadhnya berasal 
dari Nabi Muhammad tidak disebut Al-Qur’an, melainkan 
h}adi>th qudsi atau h}adi>th pada umumnya. 
2. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. artinya wahyu 
Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi 
Muhammad seperti : Taurat, Injil, dan Zabur, bukanlah Al-
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
Al-Qur’an Sebagai Sumber dan Dalil  Hukum Utama  | 37 
 
Qur’an. Dalam pada Al-Qur’an banyak menceritakan kembali 
wahyu yang diturunkan Allah SWT. kepada pera Nabi dan 
Rasul terdahulu. 
3. Bahasa Al-Qur’an adalah bahasa Arab Quraish. Seperti 
ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, antara lain: Al-
Shu’arah (26): 192-195; Yusuf (12) : 2; Al-Zumar (39): 28; Al-Nahl 
(16): 103; dan Ibrahim (14) : 4. Maka para ulama sepakat bahwa 
penafsiran dan terjemah Al-Qur’an tidak dinamakan Al-Qur’an 
serta tidak bernilai ibadah membacanya. Dan tidak sah shalat 
dengan hanya membaca tafsir atau terjemahan Al-Qur’an, 
sekalipun ulama Hana >fi >yyah membolehkn sholat dengan bahasa 
Persi, tetapi kebolehan ini hanya bersifat rukhs }ah (keringanan 
hukum). 
4. Al-Qur’an itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya 
secara mutawa>tir (dituturkan oleh orang banyak kepada orang 
banyak sampai sekarang. Mereka itu tidak mungkin sepakat 
untuk berdusta), tanpa perubahan dan penggantian satu kata 
pun. (Al-Bukhari: 24) 
5. Membaca setiap kata dalam Al-Qur’an itu mendapatkan pahala 
dari Allah SWT., baik bacaan itu berasal dari hafalan sendiri 
maupun dibaca langsung dari mus }haf. 
6. Al-Qur’an dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan 
surah Al-Na>s. Tata urutan surat yang terdapat dalam al-Qur’an, 
disusun sesuai dengan petunujuk Allah SWT. melalui malaikat 
Jibril kepada Nabi Muhammad SAW., tidak boleh diubah dan 
diganti letaknya. Dengan demikian, do’a-do’a yang biasanya 
ditambahkan di akhir Al-Qur’an tidak termasuk Al-Qur’an. 
 
Al-Qur’an merupakan sumper pertama dalam Islam dimana 
semua orang dirujuk (bersumber) kepada Al-Qur’an, karena dalam 
Al-Qur’an terdapat berbagai keyakinan kepada Allah (akidah), 
ilmu pengetahuan, nilai-nilai, tolak ukur kebenaran, ibadah, shair, 
akhlak dan sastra, undang-undang dan aturan. Semua itu 
diungkap dalam Al-Qur’an secara dasar, dan Al-Sunnah yang akan 
memperjelas dan memperinci keumuman Al-Qur’an. 
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B. Keistimewaan Al-Qur’an  
Diantara keistimewaan yang dimiliki Al-Qur’an adalah 
sebagai berikut : 
1. Kala>m Allah (Kala>mullah)       
Al-Qur’an adalah murni kalam (firman) Allah tanpa ada 
keraguan sedikit pun. Bukan karya manusia dan tidak dapat 
dibuat oleh manusia. Seluruh isi dalam Al-Qur’an seluruhnya 
bersumber dari Allah SWT. dari mulai huruf alif sampai ya’, bukan 
dari Jibril dan bukan pula dari Muhammad SAW, mereka hanya 
penyampai dan penerima, kemudian disampaikan dan dijelaskan. 
Sebagaimana firman Allah SWT : 
 ُهَّ  نوَإِۥُُ ِ  بَّرُ
 ليِزن
َّتَّلٱَُّنيِمَّلَٰ َّع
ۡ
لُ ُ٢٩١ُُ ِِهبُ
َّل َّزَّنٱ ُحو   رلُٱ ُنيِم
َّ
أ
ۡ
لُ ُ٢٩١ُُ َِّكب
ۡ
لَّقُ َٰىَّل َّع
ُ َّنِمُ َّنو  كَِّتلٱَُّنِيرِذن  م
ۡ
لُُ٢٩١ُُي  ِب َّر
َّعٍُنا َِّسِلبُُُ ينِيب
  م٢٩١ُ
 
Artinya : “Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini benar-benar 
diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turun oleh 
ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar 
kamu menjadi salah seorang diantara orang-orang yang 
memberi peringatan dengan bahasa arab yang jelas.” (QS. Al-
Syuara: 192-195) 
 
Tidak diragukan pula bahwa kabar (berita) dalam al-Qur’an 
adalah benar dan sempurna, hukum-hukumnya (keputusan 
hukumnya) sangat adil sebagaimana firman Allah SWT. yang 
artinya : 
“Telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al-Qur’an) sebagai kalimat 
yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-
kalimat-Nya, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.”  
 
2. Kemudahan untuk mempelajari dan menghafalnya 
Al-Qur’an merupakan kitab yang telah dimudahkan oleh 
Allah SWT., mudah dibaca, dipahami dan diamalkan tentunya 
bagi orang yang berkehendak mengamalkannya. Allah SWT tidak 
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membebani manusia untuk berkesusahan dan kesulitan. Hal ini 
sebgaimana firman Allah SWT: 
َُلَودَقُاَنرَّسَيَُُنآر قلاُ ُرك  ّذل لُلََهفُن  مُ ُر  كَّد ُّم  
Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami mudahkan al-
Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil 
pelajaran?” 
 
3. Kemukjizatan 
Diantara keistimewaan lain dari al-Qur’an adalah mukjizat. 
Mukjizat adalah melemahkan orang-orang yang tidak meyakini 
bahwa al-Qur’an bersumber dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana 
perintah Allah kepada Rasul-Nya, Muhammad, untuk menentang 
kaum musyrik Arab untuk mendatangkan perkataan yang serupa 
dengan al-Qur’an (seluruh al-Qur’an), atau mendatangkan 
sepuluh surat yang serupa al-Qur’an atau satu surat saja. Akhirnya 
mereka pun kalah dan tidak berdaya membuatnya. Hal ini pun 
direkam dan diabadikan dalam al-Qur’an : 
ل قُ ُن ئَّلُ ُتَعََمتجاُ ُسن  لإأَُُوُُُّن  جلاَُىلَعَُنأُاو تأَيُ ُلث  م بَُاذَهُ ُنآر قلاَُُلُ
َُنو تأَيُ ُه لث  م بُوَلَوَُُناَكُم ه ضعَبُُ  ضعَب لُاًري  هَظ.ُ
Artinya : “Katakanlah : Sesungguhnya jika manusia dan jin 
berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur’an 
ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa 
dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu 
bagi sebagian yang lain.” 
 
Al-Qur’an merupakan mukjizat Rasulullah SAW. yang 
sangat agung dan kekal, karena kitab yang dimiliki para Rasul 
sebelum beliau hanya berlaku semusim dan wajib diimani pada 
masanya saja serta orang yang hidup semasanya. 
Al-Qur’an merupakan ayat (ajaran) rasionalitas (diterima 
oleh akal), sastra, dan kekal sepanjang masa. Oleh karena itu, al-
Qur’an mengandung beberapa sisi kemukjizatan, yaitu: 
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a. I’jaz baya>ni, yaitu yang berkaitan dengan balaghatul qur’an, 
nazham (susunan), gaya bahasa (uslub), ‘iba>rah (ungkapan) dan 
lafaz}-lafaz} }nya.  
b. I’jaz maud }u >’i, yaitu bahwa dalam al-Qur’an telah terkumpul 
berbagai hidayah (petunjuk), hikmah (pengetahuan), nasihat 
yang baik, bagi perbakan dan pendidikan individu, keluarga, 
masyarakat dan negara dalam agama dan urusan dunia mereka. 
Seandainya manusia mengambil petunjuk dan mengikuti al-
Qur’an, pastinya mereka akan menjadi hakim umat, pemikir 
dan ilmuwan yang menguasai timur dan barat, karena mereka 
telah memahami kedalaman al-Qur’an. 
c. I’jaz al-‘Ilmi, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan isyarat al-
Qur’an dalam sejumlah ayat-ayat al-Qur’an tentang hakikat 
ilmiah yang diungkap oleh ilmu pengetahuan modern. 
4. Abadi (kekal) 
Al-Qur’an merupakan kitab yang abadi bukan kitab satu 
generasi, bukan pula satu masa, dan pukan pula generasi tertentu, 
tetapi merupakan kitab penutup bagi risalah terakhir. Oleh karena 
itu, Allah bertanggung jawab untuk memeliharanya,  sebagaimana 
firman Allah SWT : 
اَّنإُ ُنَحنُاَنل ََّزنَُُرك  ّذلاَُُوُاَّنإُُ هَلَُُنو ظ فََحل 
Artinya:  “ Sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan 
(Al-Qur’an), dan Kamilah yang memeliharannya.” 
 
5. Mencakup seluruh aspek kehidupan manusia 
Al-Qur’an mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. 
Tidak ada yang terlewatkan dalam al-Qur’an, semuanya dibahas 
dalam al-Qur’an. 
 
C. Kehujjahan  Al-Qur’an 
Al-Qur’an adalah syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia 
merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syariat. Setiap 
peristiwa pasti terdapat hukumnya dalam al-Qur’an. seperti 
dikatakan oleh Ibnu Hazim bahwa setiap bab dalam fiqh pasti 
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mempunyai landasan dalam al-Qur’an yang dijelaskan oleh al-
Sunnah, sebagaimana firman Allah SWT : 
اًمُاَنط ََّرفُى فُ َُبت  كلاُن  مُ ُءيَش 
Artinya : “Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam al-
kitab.” 
 
Tidak ada perselisihan pendapat di antara kamu muslimin 
tentang al-Qur’an sebagai hujjah yang kuat dan sebagai sumber 
hukum pertama, karena al-Qur’an bersumber dan datang dari sisi 
Allah SWT. Sebagai beukti bahwa tidak ada makhluk yang 
mampu  membuat sesuatu yang serupa dengan al-Qur’an. Allah 
SWT. berfirman: 
ل قُ ُن ئَّلَُُتجا ُتَعَمُ ُسن  لإأَُُوُُُّن  جلاَُىلَعَُنأُاو تأَيُ ُلث  م بَُاذَهُ ُنآر قلاَُُلُ
َُنو تأَيُ ُه لث  م بُوَلَوَُُناَكُم ه ضعَبُُ  ضعَب لُاًري  هَظ 
Artinya : “Katakanlah : Sesungguhnya jika manusia dan jin 
berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur’an 
ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa 
dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu 
bagi sebagian yang lain.” 
  
Hal ini terbukti dari keindahan dalam segala sisinya, lafaz }-
lafaz}nya tersusun dengan bagus, dan isi kandungannya mampu 
menyentuh hati para pendengarnya. Keindahan dan keagungan 
al-Qur’an ini dapat dibuktikan melalui ilmu-ilmu bahasa 
(balaghatul qu’an), dan kandungannya mampu dibuktikan oleh 
ilmu pengetahuan modern. Tidak sedikit ulama-ulama kita yang 
paham ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan tegnologi karena 
pemahaman mereka terhadap al-Qur’an. 
 
D.  Petunjuk (Dala >lah) Al-Qur’an 
Kaum muslimin sepakat bahwa Al-qur’an merupakan 
sumber hukum syara’. Mereka pun sepakat bahwa semua ayat Al-
Qur’an dari segi wuru >d (kedatangan) dan thubu >t (penetapannya) 
adalah qat}’i >y. Hal ini karena semua ayatnya sampai pada kita 
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dengan jalan mutawatir. Kalaupun ada sebagian sahabat yang 
mencantumkan beberapa kata pada mushaf-Nya, yang tidak ada 
para qira’ah mutawatir, hal itu hanya merupakan penjelasan dan 
penafsiran terhadap Al-Qur’an yang di dengar dari Nabi SAW. 
Atau hasil ijtiha >d mereka dengan jalan membawa nas }mutlaq  pada 
muqayyad dan hanya untuk dirinya sendiri. Hanya saja para 
pembahas berikutnya menduga bahwa hal tersebut termasuk 
qira’at gair mutawa>tir yang periwayatannya tersendiri. Diantara 
para sahabat yang mencantumkan beberapa kata pada mushaf-
Nya itu adalah Abdullah Ibnu Mas’ud, ia mencantumkan kata 
mutatabi’atin pada ayat 89 surat Al-maidah sehingga ayat tersebut 
pada mushafnya tertulis :  
 ُنََمفُ ُمَلُ ُد  جَيُ ُماَي  صَفُ َُةثََلَثُ ُماََّياُ ُتاَع بَاَتت  م 
Dan kata dzi ar-rahmi Al-muharrami pada ayat 233, surat 
Al-Baqarah sehingga ayat itu tertulis : 
َىلَعَوُ ُث  راَولاُى  ذُ ُم  ح َّرلاُ ُم َّرَح  م لا 
Ubay Ibnu Ka’ab mencantumkan kata min al-ummi pada 
ayat 12 surat an-Nisa’, sehingga ayat tersebut tertulis pada 
mushaf-nya: 
 ُن اَوَُُناَكُ ُل  جَرُ ُث  ر  و يًُُةَلَلََكُُ َةأَر  ما  َواُُ هَلَوَُُأ ُخُ ُت  خ أ  َوأَُُن  مُ ُّم لأُ
(Muhammad Al-Makdur, 1976: 104) 
 
Namun, perlu ditegaskan bahwa hal tersebut tidak di dapati 
dalam mushaf Utsmani yang kita pakai sekarang ini. 
Dengan demikian, penambahan kata pada sebagian ayat al-
Qur’an seperti di atas tidak dapat dikatakan sebagai al-Qur’an, 
dan orang yang mengingkarinya pun tidak dihukumi sebagai 
orang kufur. Demikian pula kata-kata yang merupakan penambah 
itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk istinba>t} hukum, kecuali 
menurut golongan Hanifiyah. Hal ini berakibat pada perbedaan 
pendapat antara jumhu >r ulama dengan ulama Hanafiyah dalam 
beberapa masalah yang antara lain sebagai berikut: 
a. Hanafiyah mensyaratkan puasa kifarat sumpah dilakukan 
terus-menerus, karena mereka berpegang kepada qira’ah Ibnu 
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Mas’ud, sedangkan selain ulama Hanafiyah tidak 
mensyaratkannya (Al-Ghaza>li>, 1968: 229) 
b. Hanafiyah melarang memotong tangan kiri pencuri yang 
mencuri untuk ketiga kalinya, karena yang dimaksudkan 
dengan pemotongan tangan pada ayat 38 surah al-Maidah 
adalah tangan kanan pencuri. Pendapat mereka bersumber 
pada qira’ah Ibnu Mas’ud, sedangkan menurut para ulama 
selain Hanafiyah, pencuri yang mencuri ketiga kalinya itu harus 
dipotong tangan kirinya. 
c. Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah 
kepada kerabat dhawil Arh}am itu hanyalah kepada dhawil Arh }am 
yang muhrim, sedangkan menurut jumhu >r ulama, dhawil Arh }am  
yang wajib diberi nafkah tidak terikat dengan muhrimnya saja, 
baik muhrim ataupun bukan, mereka tetap diberi nafkah. (Ali 
HasabAllah, 1968: 259) 
Adapun ditinjau dari segi dala >lah-nya ayat-ayat al-Qur’an itu 
dapat dibagi dalam dua bagian: 
1. Nas} yang qat}’i >y  dala>lah-nya 
Yaitu nas }yang tegas dan jelas maknanya, tidak bisa di 
takwil, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung 
pada hal-hal lain diluar nas }itu sendiri. Contoh yang dapat 
dikemukakan disini, adalah ayat yang menetapkan kadar 
pembagian waris, pengharaman riba, pengharaman daging babi, 
hukuman had zina sebanyak seratus kali dera, dan sebagainya. 
Ayat-ayat yang menyangkut hal-hal tersebut, maknanya jelas dan 
tegas dan menunjukkan arti dan maksud tertentu, dan dalam 
memahaminya tidak memerlukan ijtiha >d. (Abdul Wahab Khallaf. 
1972: 35) 
Contoh dari dalil qat}’i >y : 
1) او  مي قأُةَول َّصلا  
Artinya : “ Dirikanlah Shalat” 
 
Jika perhatian hanya ditunjukkan kepada nas }Al-Qur’an yang 
berbunyi Aqimu Al-Shalah, maka nas}ini tidak pasti menunjuk 
kepada wajibnya shalat, walaupun redaksinya berbentuk perintah, 
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sebab banyak ayat Al-Qur’an yang menggunakan redaksi perintah 
tapi dinilai bukan sebagai perintah wajib. kepastian tersebut 
datang dari pemahaman  terrhadap nash-nas}lain (yang walaupun 
dengan redaksi atau konteks berbeda-beda, disepakati bahwa 
kesemuanya mengandung makna yang sama. Dalam contoh 
diatas, ditemukan selaan banyak ayat atau h }adi>th yang 
menjelaskan antara lain hal-hal berikut : 
a) Pujian kepada orang-orang yang shalat 
b) Celaan dan ancaman bagi yang meremehkan atau 
meninggalkannya. 
c) Perintah kepada  mukallaf untuk melaksanakannya dalam 
keadaan sehat atau sakit, damai atau perang dalam keadaan 
berdiri atau –bila udzur– duduk atau berbaring atau bahkan 
dengan isyarat. 
d) Pengalaman-pengalaman yang telah diketahui secara turun 
temurun dari Rasulullah saw, sahabat beliau, dan generasi 
sesudahnya, yang tidak pernah meninggalkannya. 
Kumpulan nas } yang memberikan makna-makna tersebut, 
yang kemudian disepakati oleh umat melahirkan pendapat bahwa 
penggalan ayat aqi>mu> al-s }ala>h secara pasti atau qat}’i >y  mengandung 
makna wajibnya shalat. juga disepakati bahwa tidak ada 
kemungkinan arti lain yang dapat ditarik darinya. Di sini, 
kewajiban shalat yang ditarik dari aqi>mu > al-s }ala>h , menjadi 
aksioma. Di sini  berlaku ma’lu>m min al-di >n al-d}aru >rah. Biasanya, 
ulama-ulama Us }u>l Fiqh menunjuk kepada ijma >‘ untuk 
menetapkan sesuatu yang bersifat qat }’i >y . Sebab jika mereka 
menunjuk kepad nas}(dalil naqli) secara berdiri sendiri, maka akan 
dapat terbuka peluang  –bagi mereka yang tidak mengetahui ijma >‘ 
itu-  untuk mengalihkan makna yang dimaksud dan telah 
disepakati itu ke makna yang lain. Maka, guna menghindari hal 
inilah mereka langsung menunjuk kepada ijma >‘. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
Al-Qur’an Sebagai Sumber dan Dalil  Hukum Utama  | 45 
 
2) QS. An-Nisa’ : 12 
 ُم َكلَوُ ُف  ص نُاَمَُُكََرتُ ُم ك  جاَو  َزأُ ُن إُ ُمَلُ ُن كَيَُُّن َهلُُ دَلَو 
Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta 
yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak 
mempunyai anak”.  
 
Ayat ini adalah qat}’i >y dala >lahnya bahwa bagian suami (bila 
ditinggal mati istri) adalah seperdua atau separuh, tidak bisa 
lainnya. (yakni yang lain dari seperdua) atau dipahami dengan 
versi lain. 
3) QS. An-Nisa’ : 11 
 ُم كي  صو يُُ هللاُى فُ ُم ك  دل  َوأُ ُرَكَّذل لُ ُل ث  مُ ُّظَحََُُيث ن لآا ُن يُن اَفَُُّن كًُُءاَس نَُُق  َوفُ
 ُن َيتَن ث اَُُّن َهلَفَُاث ل ثُاَمَُُكاََرتُن اَوُ ُتَناَكًَُُةد  حاّوُاََهلَفُ ُف  ص ّنلا 
Artinya : “ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu yaitu, bagian seorang anak 
lelaki sama dengan dua bagian anak perempuan dan jika 
anak itu semuannya perempuan lebih dari dua orang, maka 
bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; dan 
jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh 
separuh harta”. 
 
Menurut ulama’ us}u>l fiqh ayat diatas mengandung hukum 
yang qat}’i >y  dan tidak bisa dipahami dengan pengertian lain. 
4) QS. An-Nur : 2 
ُ ةَي نا َّزلاُى ن َّزلاَوُاو د ل  جاَفَُُّل كُ ُد  حاَوُاَم  ه ن  مًَُُةئ ا  مُُ َةد لَج 
Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang 
berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduannya seratus 
kali dera”. 
 
Kata “seratus kali” tidak mengandung kemungkinan ta’wil 
atau pemahaman lain. Dengan demikian ayat ini bersifat qat}’i >y  al-
dala>lah maksudnya bahwa had zina itu seratus kali dera, tidak 
lebih, dan tidak kurang.  
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5) Dalam kafarat sumpah. Allah berfirman dalam QS. Al-
Maidah:89 
 ُماَي  صَفُ َُةَثَلثُ ُماََّيأ 
Artinya : “ Maka berpuasalah selama tiga hari “. 
 
Puasa tiga hari untuk kafarat sumpah, menurut para ulama’ 
us}u>l fiqh mengandung hukum yang qat}’i >y  dan tidak bisa 
dipahami dengan pengertian lain 
6) QS. An Nur : 4 
َُن ي  ذَّلاَوَُُن  و  م  َريُ ُتاَنَص  ح  م لاَُُّم ثُ ُمَلُُ اَوت أَيُ ُةََعب  َرأ بَُُءَادَه ش  ُِ ُجاَف ُم هو د لُ
َُن ي نَمثًَُُةد لَجَُُلَوُاو لَب  َقتُ ُمهلًُُةداَهَشًُادََبأَُُك ئلو أَوُ ُم هَُُنو ق  ساَفلا 
Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita 
yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi,maka deralah mereka 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah 
kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan 
mereka Itulah orang-orang yang fasik.” 
 
Bahwa seorang yang menuduh wanita baik-baik berbuat 
zina, sedangkan ia tidak memiliki 4 orang saksi maka ia didera 
sebanayak 80 kali deraan sebagai hukuman telah menuduh. 
Kata “delapan puluh” merupakan kata yang sudah jelas dan tidak 
mungkin kata tersebut dita’wil menjadi kalimat lain, dengan 
demikian ayat ini bersifat qat}’i >y  al-dala>lah. 
2. Nas }yang z}anni >y al-dala>lah-nya 
Yaitu nas}yang menunjukkan suatu makna yang dapat di 
takwil atau nas }yang mempunyai makna lebih dari satu, baik 
karena lafaz }hnya mustarak (homonim) ataupun karena susunan 
kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti dala >lah 
isyarat-nya, i’tikad-nya, dan sebagainya. 
Para ulama selain berbeda pendapat tentang nas}al-Qur’an mengenai 
penetapan yang qat}’i>y  dan z}anni>y dala>lah, juga berbeda pendapat mengenai 
jumlah ayat yang termasuk qat}’i>y  atau z}anni>y dala>lah. 
Imam Al-sha >t }ibi>menegaskan bahwa wujud dalil syara yang 
dengan sendirinya dapat menunjukkan dala>lah yang qat}’i >y  itu 
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tidak ada atau sangat jarang. Dalil syara’ yang qat}’i >y  tsubut pun 
untuk menghasilkan dala>lah yang qat}’i >y  masih bergantung pada 
premis-premis yang seluruh atau sebagiannya z}anni. Dalil-dalil 
syara’ yang bergantung pada dalil yang z }anni>menjadi z }anni>pula. 
(Asy-Syatibi, 1975, 1: 35) 
 
Premis-premis yang dimaksud Al-Sha>t }ibi> adalah: 
a. Proses penggunaan bahasa dan berbagai persoalan ilmu nahwu. 
b. Keterbatasan dari ishtira >k. 
c. Keterbatasan dari majaz. 
d. Proses penggunaan secara syara’ atau tradisi. 
e. Persoalan penggunaan dhamir adanya tahsis terhadap lafaz } ‘a>m. 
f. Adanya taqyi >d terhadap lafaz } mut}laq. 
g. Keterbebasan dari nasikh. 
h. Kejelasan taqdi >m dan takhi >r. 
i. Ketiadaan pertentangan dengan pemikiran yang logis. 
Mengingat dalil syara’ yang dapat menunjukkan dala>lah yang 
qat}’i >y hanya terwujud dengan sepuluh premis diatas, maka 
menemukan dalil yang seperti itu hampir tidak mungkin. Andai 
kata ada, jumlahnya pun sangat sedikit. Pandangan seperti ini juga 
dikemukakan oleh Al-Asnawi dalam kitabnya Nihaya As-Sul. Ia 
menyatakan bahwa redaksi as-Sunnah al-Mutawatira, seperti 
halnya al-Qur’an adalah qat}’i >y , sedangkan dala>lahnya z }anni >karena 
berkaitan dengan al-ikhtimalat al-asyrah (Al-Asnawi, t.t: 125). 
Selanjutnya, Al-sha>t }ibi >mengajukan suatu pandangan tentang 
upaya mencari qat}’i >y  dala>lah, yaitu melalui istiqara>’. Menurutnya, 
dalil-dalil syar’i yang diandalkan qat}’i >y dala>lah-nya adalah yang 
dihasilkan melalui proses istiqara’ dari seluruh nas }syara’. Dalil 
yang dihadilkan melalui proses ini disebut shabi >hu bi al-mutawa>tiri 
al-ma’nawi >, karena ditunjang oleh makna berbagai nas } yang 
menunjuk pada satu pengertian atau keputusan. 
Konsep Al-sha>t }ibi >tentang maqasid as-Syari’ah 
dirumuskannya berdasarkan metode istiqara’ ini, sehingga 
mempunyai landasan yang qat}’i >y . Oleh sebab itu, di tempat lain ia 
menjelaskan bahwa dalil z}anni > dala>lah bisa menjadi qat}’i >y  dala >lah 
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apabila maknanya sesuai dengan maakna yang terkandung pada 
dalil yang qat}’i >y  dala>lah-nya. 
 
Contoh nas} yang Z}anni>dala>lahnya : 
1) QS. Al Baqarah : 228 
 ُتاَقَّلَط  م لاَو َرتَي  َنْصب   نِهُِسفَْنِأب  ََةثََلث  ُق  ءْوُر 
Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan 
diri (menunggu) tiga kali quru”. 
 
Lafaz} quru }’ dalam bahasa arab adalah musytarak (satu kata 
dua artinya atau lebih).  Di dalam ayat tersebut bisa berarti bersih 
(suci) dan kotor (masa haidh) pada nas }tersebut memberitahukan 
bahwa wanita-wanita yang ditalak harus menunggu tiga kali 
quru’. dengan demikian, akan timbul dua pengertian yaitu tiga 
kali bersih atau tiga kali kotor. jadi adanya kemungkinan itu, maka 
ayat tersebut tidak dikatakan qat}’i >y karena itu dalam hal ini para 
imam mujtahid berbeda pendapat tentang masa 
menunggu  (‘iddah) bagi wanita yang dicerai, ada yang 
mengatakan tiga kali bersih dan ada yang mengatakan tiga kali 
haidh. 
2) Q.S. Al Maidah : 3 
 ْتَم ِ رُحُ ُم ك يَلَعُُ َةت يَملاُ ُمَّدلاَو 
Artinya : “ Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan 
darah”. 
 
Lafaz} Al-Maitatu di dalam ayat tersebut ‘Am, yang 
mempunyai kemungkinan mengharamkan setiap bangkai atau 
keharaman itu dikecualikan selain bangkai binatang laut/air. 
karenanya nas}yang dimaksud ganda atau lafaz } ‘Am mutlak dan 
yang seperti itu maka disebut z }anni>dala>lahnya. hal ini disebabkan 
karena lafaz} tersebut mempunyai suatu arti tetapi juga mungkin 
berarti lain. 
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3) Q.S. Al Maidah : 38 
َُوُُ َةق  راَّسلاُاو عَط قَافُاَم َهي  د يأَُُءاَزَجُاَم بَُابَسَكًَُُلاَكنَُُن  مُ ُهللاُُ هللاَوُ ُز ي  زَعُ ُم ي  كَح 
Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan 
bagi apa yang mereka kerjakan”.  
 
Kata tangan dalam ayat ini mengandung kemungkinan yang 
dimaksudkan adalah tangan kanan atau kiri, disamping juga 
mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan 
saja atau sampai siku. 
Penjelasan untuk yang dimaksud tangan ini ditentukan 
dalam h}adi>th Rasulullah saw. kekuatan hukum kata-kata yang 
seperti ini menurut para ulama’ usul fiqh bersifat z}anni>(relatif 
benar) oleh sebab itu para mujtahid boleh memilih pengertian 
yang terkuat menurut pandangannya serta yang didukung oleh 
dalil lain. 
 
E. Karakteristik dan Bentuk-Bentuk Penjelasan Hukum Al-Qur’an 
Perlu segera ditehaskan bahwa al-Qur’an bukanlah kitab 
hukum, apalagi kitab undang-undang yang menampilkan diri 
sebagai kumpulan peraturan yang sifatnya sistematis dan 
terperinci pasal demi pasal dan barsifat spesifik. 
Sebagaimana ditegaskan al-Qur’an sendiri, sebagai kitab 
wahyu, fungsi al-Qur’an, antara lain : 
1. Sebagai al-Huda (petunjuk) bagi manusia yang bertakwa untuk 
keselamatan dan kebahagiaannya didunia dan di akhirat. 
2. Sebagai rahmat yang mengantarkan manusia untuk hidup 
dengan penuh kasih sayang, dan sebagai bukti bahwa Tuhan 
Maha Pengasih dan Penyayang. 
3. Sebagai maw’izhah (bimbingan dan pengajaran) bagi manusia 
untuk mencapai keluhuran dan kesucian fitrahnya; sebagai 
tibya>n (penjelas) dan tafs }i >l (terperinci) atas segala sesuatu yang 
perlu diketahui manusia untuk kepentingan kemaslahatannya 
di dunia dan akhirat. 
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4. Sebagai furqan (pembeda antara yang baik dan yang buruk, 
yang benar dan yang salah, yang berada dalam jalan yang benar 
atau yang sesat). 
5. Sebagai nur (cahaya) yang menerangi kalbu manusia untuk 
melihat kebenaran dan menjadi benar dalam hidupnya. 
Akan tetapi, meskipun al-Qur’an bukan kitab undang-
undang, namun didalam fungsinya sebagai furqa>n, tafs }i >l dan tibyan, 
al-Qur’an mengandung ayat-ayat yang berisi ketentuan-ketentuan 
hukum Islam. Sesuai dengan kedudukannya sebagai sumber 
hukum utama dan pertama dari hukum negara, aturan dan 
ketentuan hukum yang terdapat didalamnya, pada umumnya 
mengatur hal-hal yang bersifat umum dan pokok. Penjabaran lebih 
lanjut dari ketentuan-ketentuan tersebut dija >barkan oleh sunnah 
Nabi SAW. 
Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam al-
Qur’an ada yang bersifat perintah, bersifat larangan, ada pula yang 
bersifat pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. 
Untuk menggambarkan suatu perintah, al-Qur’an 
menggunakan bentuk-bentuk ungkapan kalimat yang berbeda-
beda. Terkadang al-Qur’an menggunakan kalimat perintah secara 
langsung dalam bentuk fi’il amr. Misalnya, dalam surat al-Nisa’ : 
77, yang berbunyi : 
َُوُاو  مي َقأَُُةَول َّصلاُاو تاَءَوَُُةوَك َّزلاُ
Artinya : “Dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat.” 
 
Pada ayat yang lain, al-Qur’an bentuk kata fi’il mad }i li al-
majhu >l. Misalnya, perintah puasa yang terdapat dalam surat al-
Baqarah : 183, yang berbunyi : 
 ا َّه   ي
َّ
أ ََٰٰٓ َّيُٱَُّنيِذ
َّ 
لُُ  م  كۡيَّل َّعُ َِّبت  كُ
ْ
او ن َّماَّءٱ ُماَّي ِ  صلُُ ى
َّل َّعُ َِّبت  كُ ا َّم َّكٱَُّنيِذ
َّ 
لُ
ُُ َّنو  قَّ تَّتُۡم  ك
َّ 
ل َّعَّلُۡم  ِكلۡب َّقُنِم٢٨١ُ
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas 
kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kamu agar kamu bertakwa.” 
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Sementara pada ayat yang lain, bentuk perintah al-Qur’an 
menggunakan cara menjanjikan kebaikan, pahala, dan pujian 
kepada orang yang melakukan suatu perbuatan. Misalnya, dalam 
surah al-Nur : 52, yang berbunyi : 
ن َّم َّوُُِعِط يٱَُّ َّ  للُ ُهَّلو  سَّر َّوۥُُ َّشۡخَّي َّوٱَُّ َّ  للُُ  م  هُ َِّكئ ََٰٰٓ َّلْو
 
أَّفُِهۡقَّ تَّي َّوٱَُّنو  ِزئَٰٓ ا َّف
ۡ
لُُ١١ُ
Artinya : “Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-
Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat 
kemenangan.” 
 
Selain menggunakan bentuk perintah yang berbeda-beda, 
bentuk perintah al-Qur’an itu sendiri ada yang menunjukkan 
pengertian mesti dilaksanakan (wajib), dimana pelaksanaannya 
bersifat suatu kemestian, ada pula yang menunjukkan anjuran 
(sunnah, mustah }ab). 
Selanjutnya, sebagaimana bentuk-bentuk perintah, bentuk 
larangan al-Qur’an juga digambarkan dalam bentuk yang berbeda-
beda. Terkadang al-Qur’an mengemukakan larangannya dalam 
bentuk kalimat larangan sacara langsung, misalnya dalam surah 
al-Baqarah : 42: 
اَّل َّوُُ
ْ
او  ِسب
ۡ
لَّتٱَُّ  ق َّح
ۡ
لُُِ بٱُِلِطَٰ َّب
ۡ
لُُ
ْ
او  م تۡكَّت َّوٱَُّ ق َّح
ۡ
لُُُ َّنو  مَّلۡع َّتُۡم تن
َّ
أ َّو١١ُ
Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak 
dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang 
hak itu, sedang kamu mengetahuinya.” 
 
Terkadang al-Qur’an mengemukakan larangannya dalam 
bentuk ancaman bagi pelaku perbuatan yang dilarangnya. 
Misalnya, pada surah al-Nisa’: 10 : َُّ  ِنإُٱَُّنيِذ
َّ 
لُُ َّلَٰ َّوۡم
َّ
أُ َّنو ل  ك
ۡ
أَّيٱَُٰى َّمَٰ َّتَّي
ۡ
لُو ل  ك
ۡ
أَّيُ ا َّمَّ ِنإُ اًم
ۡ
ل  ظُۡمِِهنو  ط بُ ِىفُ َّن
ُُاٗريِع َّسُ َّنۡو
َّلۡصَّي َّسَّو ُۖاٗراَّن٢١ُ
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta 
anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api 
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sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api 
yang menyala-nyala (neraka).” 
 
Pada bagian yang lain, al-Qur’an terkadang menggambarkan 
larangan dalam bentuk kalimat berita, tetapi dengan membacanya 
diketahui bahwa kalimat berita tersebut berisi larangan. Misalnya, 
wanita ditalak suaminya tidak boleh melakukan perkawinan 
sebelum menjalani masa ‘iddah selama tiga quru>’, sebagaimana 
disebutkan dalam surah al-Baqarah : 228 : 
َُّوٱُ  تَٰ َّق
َّ 
ل َّط  م
ۡ
لُُٖۚ يءَٰٓو  ر قُ َّةَّثَٰ
َّلَّثُ َّ نِهِس  فن
َّ
ِأبُ َّنۡصَّ ب َّرَّت َّي١١٨ُ
Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak suaminya hendaklah 
menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.” 
 
Terkadang al-Qur’an menyampaikan larangannya dengan 
menyebutkan hukum perbuatan yang dilarang. Misalnya, dalam 
surah al-Maidah : 3 : 
ُۡت َِّم  ر  حُُ  م  كۡيَّل َّعٱ ُةَّتۡي َّم
ۡ
لَُُّوٱ ُم َّ دلُُ  مۡحَّل َّوٱُِريِزنِخ
ۡ
لَُُّم َّوُِرۡي
َِّغلُ
َّ ِله
 
أ َُٰٓ اٱُِ َّ  للُُِِهبۦُ 
Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama 
selain Allah.” 
 
Sebagaimana perintah, larangan al-Qur’an juga ada yang 
bersifat mutlak dan mesti ditinggalkan (haram), tetapi ada juga 
yang bersifat anjuran untuk meninggalkannya (makruh). 
 Selanjutnya, berbeda dengan perintah dan larangan, ada 
pula bentuk penjelasan al-Qur’an yang ketiga, yaitu yang 
berkaitan dengan perbuatan yang dibolehkan (mubah). Untuk 
menjelaskan ketentuan hukum perbuatan yang bersifat mubah ini, 
terkadang al-Qur’an menjelaskannya dengan menyatakan 
perbuatan tersebut halal. Misalnya, ketika menjelaskan kehalalan 
jual beli dan keharaman riba dalam surah al-Baqarah : 275 : 
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ُا َّمَّ ِنإُ
ْ
آَٰو لاَّقُۡم  هَّ ن
َّ
ِأبُ َِّكلَٰ َّذٱ ُعۡيَّب
ۡ
لُُ  لۡثِمٱ ُ
ْ
ا َٰوَّبِ  رلُُ
Artinya: “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya 
jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 
 
Demikian juga, terkadang al-Qur’an menggunakan 
penjelasan suatu perbuatan tanpa mengiringinya dengan janji 
pahala atau pujian, atau dengan menegasikan dosa (nafy al-junah }) 
melakukan suatu perbuatan. Misalnya, dalam surah al-Nisa’: 101 : 
اَّذوَإُُِ ِىفُ ۡم تۡب َّر َّضٱُِضرۡ
َّ
أ
ۡ
لُُ َّنِمُ
ْ
او  ر  صۡقَّتُ ن
َّ
أُ ٌحاَّن  جُ ۡم  كۡيَّل َّعُ َّسۡيَّلَّف
ٱُِ ة َٰوَّل َّ صلُُۡف َّيُ ن
َّ
أُ ۡم تۡفِخُ ِۡنإُ  م  كَِّنتٱَُّنيِذ
َّ 
لُُ َّ ِنإُ ْۚ
ْ
ا َٰٓو  ر َّف َّكٱَُّنيِرِفَٰ
َّك
ۡ
لُُ
ْ
او نا َّك
ُُاٗنِيب   مُا ٗ و  د َّعُۡم  كَّل٢١٢ُ
Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka 
tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu, jika kamu 
takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang 
kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 
  
Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian tentang sifat qat}’i >y  
dan z}anni > dari tunjukan makna ayat-ayat al-Qur’an, maka dalam 
memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, tidak  
terlepas dari dua kategori tersebut. Artinya, ada perintah-perintah 
dan larangan-larangan al-Qur’an yang bersifat jelas maknanya 
(qat}’i >y al-dala>lah), tetapi ada pula yang bersifat tidak jelas 
maknanya (z}anni > al-dala>lah). Untuk memahami bentuk ayat-ayat al-
Qur’an dalam bentuk z}anni > al-dala>lah diperlukan penjelasan dari 
h}adi>th-h}adi>th Nabi SAW, ataupun melalui penelitian-penelitian 
ilmiah yang berdasarkan metodologi dan pendekatan yang benar. 
 
F. Hukum-Hukum Yang Terkandung Dalam Islam 
Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup secara umum 
mengandung tiga ajaran pokok, yaitu : 
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1. Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan kaidah (keimanan), 
yang membicarakan tentang hal-hal yang wajib diyakini, seperti 
masalah tauhid, masalah kenabian, mengenai kitab-Nya, 
Malaikat, hari kemudian dan sebagainya yang berhubungan 
dengan doktrin akidah. 
2. Ajaran-ajaran yang berhubungan dengan akhlak, yaitu hal-hal 
yang harus dijadikan perhiasan diri oleh setiap mukallaf berupa 
sifat-sifat keutaman dan menghindarkan diri dari hal-hal yang 
membawa kepada kehinaan (doktrin akhlak). 
3. Hukum-hukum amaliyah, yaitu ketentuan-ketentuan yang 
berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf (doktrim 
syari’ah/fiqh). Dari hukum-hukum amaliyah inilah timbul dan 
berkembangnya ilmu fiqh. Hukum-hukum amaliyah dalam Al-
Qur’an terdiri dari dua cabang, yaitu hukum-hukum ibadah 
yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan hukum-
hukum mu’amalat yang mengatur hubungan manusia dengan 
sesamanya. 
Abdul Wahab Khallaf memerinci macam hukum-hukum 
bidang muamalat dan jumlah ayatnya sebagai berikut: 
1. Hukum keluarga, mulai dari terbentuknya pernikahan, sampai 
masalah talak, rujuk, idah, dan sampai ke masalah warisan. 
Ayat-ayat yang mengatur masalah ini tercatat sekitar 70 ayat. 
2. Hukum muamalat (perdata), yaitu hukum-hukum yang 
mengatur hubungan seseorang dengan yang sejenisnya, seperti 
jual beli, sewa-menyewa, gadai-menggadai, syirkah (kongsi 
dagang), hutang-piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-
hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, 
hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan 
memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Ayat-ayat yang 
mengatur hal ini terdiri dari 70 ayat. 
3. Hukum jinayat (pidana), Yitu hukum-hukum yang mengatur 
dengan tindakan kejahatan. Hukum-hukum seperti ini 
bermaksud untuk memelihara stabilitas masyarakat, seperti 
larangan membunuh serta sanksi hukumnya, larangan 
menganiaya orang lain, berzina, mencuri, larangan merampok, 
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serta ancaman hukuman atas pelakunya. Ayat-ayat yang 
mengatur hal ini sekitar 30 ayat. 
4. Hukum al-Murafa’at (acara), yaitu hukum-hukum yang 
berkaitan dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum-
hukum seperti ini dimaksudkan agar putusan hakim dapak 
subjektif mungkin, dan untuk itu diatur hal-hal yang 
memungkinkan untuk menyingkap mana pihak yang benar dan 
mana yang salah. Ayat-ayat yang mengatur hal ini berjumlah 
sekitar 13 ayat. 
5. Hukum ketatanegaraan, yaitu ketentuan-ketentuan yang 
berhubungan dengan pemerintahan. Hukum-hukum seperti ini 
dimaksudkan untuk mengatur hubungan penguasa dengan 
rakyat, dan mengatur hak-hak pribadi dan masyarakat. Ayat-
ayat yang berhubungan dengan masalah ini sekitar 10 ayat. 
6. Hukum antara bangsa (internasional), yaitu hukum-hukum 
yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan non-
Islam, dan tata cara pergaulan dengan non-muslim yang berada 
di negara Islam. Ayat-ayat yang mengatur hal ini sekitar 25 
ayat. 
7. Hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum-hukum yang 
mengatur hak-hak fakir miskin dari harta orang-orang kaya, 
hukum-hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur 
hubungan keuangan antara orang yang berpunya dan orang-
orang yang tidak berpunya, dan antara negara dan perorangan. 
Ayat-ayat yang mengatur bidang ini sekitar 10 ayat. 
Dari segi rinci atau tidaknya, ayat-ayat hukum dalam al-
Qur’an, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut: 
1. Ibadah, ayat-ayat hukum mengenai ibadah dikemukakan dalam 
al-Qur’an dalam bentuk mujmal (global) tanpa merinci kaifiyat-
nya seperti perintah shalat, zakat, haji, puasa. Kewajiban shalat 
ditegaskan, namun syarat dan rukunnya tidak disinggung sama 
sekali. Demikian pula halnya dengan haji, zakat, dan puasa. 
Dalam hal ini untuk menjelaskannya dilimpahkan oleh Allah 
kepada Nabi Muhammad SAW dengan sunnah-nya. 
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2. Kaffarat (denda). Kaffarat adalah semacam denda yang bermakna 
ibadah, karena merupakan penghapus bagi sebagian dosa. Ada 
tiga bentuk kaffarat yang disinggung dalam al-Qur’an, yaitu: 
a. Kaffarat zihar. Zihar adalah bahwa seorang suami 
mengatakan kepada istrinya “Engkau bagiku bagaikan 
punggung ibuku”. Istri yang sudah di zihar tidak boleh digauli 
oleh suaminya itu kecuali setelah membayar kaffarat yaitu 
memerdekakan seorang hamba sahaya, dan jika tidak 
didapati, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut, dan jika 
tidak mampu, maka dengan memberi makan 60 orang miskin 
sebagaimana disebutkan dalam surah al-Mujadilah 58: 3-4 
yang artinya : 
“orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudia mereka 
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib 
atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami 
istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, 
dan Allah yang Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak) maka wajib 
atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya 
bercampur. Maka siapa yang tidak puasa wajiblah atasnya 
memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulaah hukum-
hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang 
sangat pedih. (Qs. Al-Mujadilah, 58: 3-4). 
b. Kaffarat karena melanggar sumpah, yaitu memberi makan 10 
orang fakir miskin atau pakaian mereka, atau memerdekakan 
seorang hamba sahaya dan jika tidak didapati maka puasa 3 
hari, seperti dalam surah al-Maidah/5: 89, yang artinya: 
 “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi 
Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 
sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi 
makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu 
berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada 
mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsaiapa yang 
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tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya 
puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kaffarat 
sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). 
Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan 
kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur kepada-
Nya. (Qs. Al-Maidah 5: 89). 
 
c. Kaffarat karena membunuh orang mukmin secara tersalah, 
yang disamping kewajiban membayar diat (denda), juga 
membayar kaffarat dengan memerdekakan seorang hamba 
sahaya, dan jika tidak didapati, maka puasa dua bulan 
berturut-turut sebagaimana disebut dalam surah an-Nisa 3: 
92, yang artinya : 
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan 
barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah 
hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang 
beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si pembunuh) dari kaum yang 
memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si 
pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan 
jika ia (si terbunuh) dari kaum kafir yang ada perjanjian damai 
antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh 
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si 
terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si 
pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara 
taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa 3: 92). 
 
Tiga bentuk kaffarat di atas secara rinci dijelaskan dalam al-
Qur’an, dan kemungkinan adanya ijtiha>d hanya pada segi-segi 
yang belum dijelaskan dan belum dirinci dalam al-Qur’an dan 
sunnah Rasulullah. 
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3. Hukum muamalat. Dalam bidang ini al-Qur’an hanya 
memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan 
harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya rela 
sama rela, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah an-
Nisa 3: 29. Larangan untuk bertindak secara zalim dijelaskan 
dalam surah al-Baqarah, 2:79 dan larangan memakan riba 
dijelaskan dalam surah al-Baqarah 2: 275. Al-Qur’an tidak 
merinci tentang hal-hal ini, dan untuk itu sunnah Rasulullah 
berperan merincinya, dan dalam hal-hal yang tidak dirinci oleh 
sunnah Rasulullah, ijtiha >d ulama-ulama mujtahid berperan 
mengembangkan dan merincinya dengan menggunakan 
metode istinba >t } dalam ilmu us }u>l fiqh. 
4. Hukum keluarga. Hukum bidang ini mencakup bidang-bidang 
rumah tangga dan mawaris. Dalam bidang ini al-Qur’an 
berbicara reletif lebih rinci dibandingkan dengan bidang-bidang 
yang lain. Secara rinci al-Qur’an menjelaskan hukum 
pernikahan, dari masalah wanita-wanita yang haram dinikahi 
seperti dalam firman Allah surah an-Nisa ayat 23sampai ke 
masalah talak yssng dijelaskan oleh firman Allah dalam surah 
at-Thalaq ayat 1. Juga dalam persoalan rujuk yang dijelaskan 
dalam surah al-Baqarah ayat 228. Dan iddah, baik iddah karena 
meninggal suami yang disebutkan dalam firman Allah surah al-
Baqarah ayat 234. Atau iddah karena terjadi perceraian, 
sebagaimana dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 228. 
Demikian pula dalam masalah warisan, dirinci sedemikian rupa 
pembagian masing-masing pihak yang menjadi ahli waris. 
Masalah nikah, talak, rujuk, dan mawaris mendapat perhatian 
khusus dalam al-Qur’an karena masalah ini sering 
menimbulkan pertikaian di rumah tangga/keluarga sehingga 
bisa mengguncangkan bangunan masyarakat luas. Nsmun 
bukan berarti sama sekali tidak ada peluang untuk dimasuki 
ijtiha >d. Selain yang telah dijelaskan dan dirinci dalam sunnah 
Rasulullah, ijtiha >d para ahlinya berperan dalam 
menjelaskannya. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
Al-Qur’an Sebagai Sumber dan Dalil  Hukum Utama  | 59 
 
5. Hukum pidana. Disamping ada larangan melakukan kejahatan 
secara umum, bidang ini juga secara khusus menjelaskan 
hukum berbagai tindakan kejahatan yang bisa mengguncang 
bangunan masyarakat. Misalnya mengenai larangan 
pembunuhan seperti yang dijelskan oleh Allah dalam surah al-
An’anayat 151. Dan mengeai larangan minum khamar 
dijelaskan dalam surah al-Maidah ayat 90. Dan larangan berzina 
dijelaskan dalam suroh an-Nur ayat 2. Dan larangan-larangan 
lainnya yang di jelaskan dalam firman-firman Allah SWT. 
6. Hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyat 
jelata. Seperti kewajiban untuk menegakkan keadilan 
sebagaimana dalam firman Allah yang artinya : 
“sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memeberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. (Qs. 
An;Nahl : 90). 
 
Mengenai anjuran bermusyawarah dalam mengambil 
keputusan untuk kepentingan bersama sebagaimana di jelaskan 
dalam suroh ali-Imran ayat 159. Kemudian tentang larangan 
melakukan kerusakan terdapat dalam suroh al-Baqarah ayat 
205. Dan mengenai anjuran bersama-sama dalam mewujudkan 
kebaikan, di jelaskan dalam suroh al-Maidah : 2. 
7. Hukum yang mengatur hubungan orang-orang Islam dengan 
non-Muslim. Seperti hormat menghormati baik dalam perang 
atau dalam suasana damai sebagai sesama manusia. 
Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya: 
 “ hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan 
besuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui Lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-hujurat:13).  
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Mengenai petunujuk bahwa tidak boleh memerangi orang-
orang kafir kecuali jika mereka menyerang orang-orang Islam, 
terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 194. Dan tentang petunjuk 
untuk tetap bersikap adil meskipun dalam peperangan, 
sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah suroh al-Maidah :8. 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan-
ketentuan hukum dalam Al-Qur’an sebagian besarnya di 
sampaikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip 
umum dan bersifat global, kecuali dalan beberapa hal, seperti 
dalam masalah kaffarat dan hukum keluarga serta dan beberapa 
hal dalam hukum pidana. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
 
 
BAB IV 
AS-SUNNAH 
 
 
A. Pengertian Dan Pembagian As-Sunnah 
1. Pengertian As-Sunnah 
Kata “sunnah” dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, 
adat istiadat.  
Secara etimologi, makna kata sunnah adalah perbuatan yang 
semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti orang lain, baik 
perbuatan tersebut terpuji maupun tercela. Dalam konteks makna 
ini Rasulullah Saw bersabda: 
 ْنَعِْْر يِرَجِْْن بِّْْهللاِد بَعَْْلاَقْ ْسَر ْلوِْْهَّللاْىَّلَصْْ ّهللاِْْه يَلَعَْْمَّلَسَوْ ْنَمَّْْنَسْىِفْ
َِْملا سِلإاْْ ةَّن سْْ ةَنَسَحَْْلِم عَفْاَِهبْْ َهد َعبَِْْبت كْْ هَلْ ْل ثِمْ ْنَمِر  َجاَْْلِمَعَْْلَواَِهبْ
 ْص ق نَيْ ْنِمْ ْمِهِر  و  ج أْ ْئ يَشْ ْنَمَوَّْْنَسْىِفَِْْملا سِلإاْْ ةَّن سْْ َةئِّيَسَْْلِم َعفْاَِهبْْ َهد َعبْ
َِْبت كِْْه يَلَعْ ْل ثِمِْْر  زِوْ ْنَمْلِمَعَْْلَواَِهبْ ْص ق نَيْ ْنِمْ ْمِهِراَز  َوأْ ْئ يَش 
Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Saw bersabda: 
“Barang siapa yang melakukan sesuatu sunnah baik di dalam 
Islam, kemudian sunnah itu diikuti orang-orang sesudahnya, 
maka diberikan kepadanya seperti orang mengikuti sunnah 
itu tanpa sedikit pun dikurangi dari pahala mereka. Dan 
barang siapa yang melakukan sunnah buruk didalam Islam, 
kemudian sunnah itu diikuti orang-orang sesudahnya, maka 
dipikulkan seperti dosa orang-orang yang mengikuti sunnah 
itu, tanpa  sedikit pun dikurangi dari dosa mereka.” 
 
Secara terminologi, pengertian sunnah dapat dilihat dari tiga 
disiplin ilmu sebagai berikut : 
a. Ilmu H}adi>th, para ahli h }adi>th mengidentikkan sunnah dengan 
h}adi>th, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun 
ketetapannya.  
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b. Ilmu Us }u>l Fiqh, menurut ulama ahli us }u >l fiqh, sunnah ialah segala 
yang diriwayatkan dari Nabi Saw, berupa perbuatan, perkataan, 
dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.  
c. Ilmu Fiqh, pengertian sunnah menurut ahli fiqh hampir sama 
dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli us }u >l fiqh. 
Akan tetapi, istilah sunnah dalam fiqh juga dimaksudkan 
sebagai salah satu hukum takli >fi>, yang berarti suatu perbuatan 
yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak 
berdosa apabila ditinggalkan. 
Dengan demikian apa yang datang dari Nabi berupa 
perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi terhadap suatu 
peristiwa dapat dikatakan sunnah. 
Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-
Qur’an, sebagai penjelas dan memperinci ayat Al-Qur’an yang 
mujmal. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : 
اَمَوْ َْنأاَن  لَزَْْك َيلَعَْْبَاتِك لاْْ َِّلإَْْنَِّيب تِلْ ْم  َهلْيِذَّلاْاو فََلت  خاِْْهِيفْى د هَوْ
ْ ةَم  حَرَوْ ْم  وَقِلَْْنو نِم  ؤ ي 
Artinya: “Dan tidaklah Kami turunkan Al-Qur’an kepadamu 
kecuali untuk kamu jelaskan kepada mereka tentang apa 
yang mereka perselisihkan, petunjuk dan rahmat bagi umat 
yang beriman” 
 
2. Pembagian As-Sunnah 
As-Sunnah dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi 
sebagai berikut : 
a. Ditinjau dari segi bentuknya sunnah terbagi menjadi : 
1) Sunnah Qauliyyah 
Adalah sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah Saw melalui 
lisan beliau yang didengar dan dipahami oleh para sahabat 
beliau, kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada 
sahabat yang lain, dan periwayatan itu dilanjutkan dari satu 
generasi kepada generasi lainnya. Contohnya sahabat 
mendengar bahwasannya Nabi berkata:  
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َْراَرَِضلَوَرَرََضل 
Artinya: “Tidak boleh membuat kesusahan dan tidak 
boleh membalas dengan kesusahan juga” 
 
Dalam periwayatan sunnah qauliyah, di antara para 
sahabat yang mendengar sabda Rasulullah Saw, ada yang 
mengutip dan menyampaikan dan meriwayatkannya kepada 
orang lain persis sebagaimana yang didengarkan dari 
Rasulullah Saw. Akan tetapi ada pula perawi yang 
menyampaikan dan meriwayatkan sabda beliau itu kepada 
orang lain hanya dari segi maknanya saja, sesuai dengan 
pemahamannya ketika mendengar sabda tersebut. Oleh 
karena itu, periwayatan yang dilakukan terhadap ucapan 
Nabi Saw di atas, dapat dibagi dua, yaitu: riwayah bi al-lafz 
(periwayatan h }adi>th yang redaksinya persis sesuai dengan 
yang diucapkan Nabi Saw), dan riwayah bi al-ma’na 
(periwayatan h }adi>th yang redaksinya berasal dari perawi, 
tetapi  maknanya  sama).  
2) Sunnah Fi’liyah 
Ialah semua gerak gerik, perbuatan, dan tingkah laku 
Rasulullah Saw yang dilihat dan diperhatikan oleh para 
sahabat beliau, yang kemudian diberitakan dan diriwayatkan 
kepada para sahabat lainnya secara berkelanjutan dari satu 
generasi kepada generasi lainnya. Perbuatan Nabi dapat 
beraneka ragam bentuknya, diantaranya : 
a) Perbuatan dan tingkah laku Rasulullah Saw sebagai 
manusia biasa. Misalnya, cara makan dan minum, cara 
berpakaian, berdiri, duduk, berjalan, cara dan gaya 
berbicara beliau dan hal-hal lain yang biasa beliau lakukan 
sebagai manusia biasa, dan yang sesuai dengan adat 
kebiasaan yang berlaku pada masa itu.   
b) Perbuatan yang hanya wajib dilakukan oleh Nabi tetapi 
tidak wajib bagi umatnya. Misalnya beristri lebih dari 
empat orang, wajib melaksanakan shalat tahajjud, shalat 
dhuha dan berkurban, di mana terdapat petunjuk yang 
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menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut hanya 
merupakan khushushiyyah bagi Rasulullah, maka 
perbuatan tersebut tidak berlaku bagi umat beliau. 
Berkaitan dengan contoh-contoh ibadah di atas, bagi 
beliau hukum melaksanakannya adalah wajib, sedangkan 
bagi umatnya hanya sunnah saja. Bahkan tentang beristri 
lebih dari empat bagi umatnya adalah tidak boleh. 
c) Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan hukum yang 
terkandung dalam Al-Qur’an. Misalnya tata cara shalat, 
puasa, haji, transaksi dagang, dan lain lain yang berkaitan 
dengan masalah ibadah dan muamalah pada umumnya. 
Maka semua perbuatan itu berdampak kepada 
pembentukan hukum bukan hanya bagi Nabi, tetapi juga 
bagi umatnya. Hal ini dapat diperkuat oleh beberapa 
h}adi>th Nabi : 
َْمَكا  وُّلَصيِن  و  م ت َيأَراِّْْىلَص أْ(هاورْيراخبلا)  
Artinya: “Shalatlah kamu semua sebagaimana kamu 
melihatku shalat”. (HR. Bukhari) 
ِّْينَعا  و ذ  خْ ْم كَكِساَنَمْ(هاورْملسم)  
Artinya: “Ambillah dariku tentang cara-caraku dalam 
beribadah haji” 
3) Sunnah Taqririyah 
Adalah sikap Nabi mengenai suatu kejadian yang dilihatnya 
berupa perbuatan dan ucapan sahabat. Sikap Nabi itu 
adakalanya dengan cara mendiamkannya, tidak 
menunjukkan tanda-tanda mengingkari atau menyetujuinya 
atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu 
sehingga dengan adanya ikrar Nabi perbuatan itu dianggap 
sebagai perbuatan Nabi yang hukumnya boleh dilakukan. 
 Contoh, ketika Nabi mendiamkan orang yang memakan 
binatang dhab (sebangsa biawak). Dengan sikap diam Nabi 
itu berarti boleh hukumnya memakan daging tersebut. 
Karena seandainya haram niscaya Nabi tidak diam, pasti 
beliau melarangnya.  
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Contoh lainnya, pada suatu hari Rasulullah saw 
memerintahkan para sahabat beliau menuju suatu daerah 
yang bernama Bani Quraizah, dan kemudian bersabda: 
“kamu jangan melaksanakan shalat ashar kecuali telah 
sampai di daerah Bani Quraizah”. Sebagian sahabat 
memahami sabda beliau itu sesuai dengan makna lahirnya, 
sehingga mereka melaksanakan shalat ashar setelah waktu 
maghrib (karena mereka baru sampai setelah waktu 
maghrib). Sementara sahabat yang lain memahami sabda 
beliau itu dengan pengertian agar mereka segera sampai di 
sana, sehingga mereka melaksanakan shalat ashar pada 
waktunya, meskipun belum tiba di Bani Quraizah. Ketika 
informasi tentang ijtiha >d dua kelompok sahabat yang 
berbeda itu sampai kepada Rasulullah saw, beliau 
menyetujui keduanya, tanpa menyalahkan salah satu dari 
keduanya. Bunyi h }adi>th tersebut adalah sebagai berikut ْ:   
 ْنَعِْْن بِدِلاَخَْْلاَقِد يِلَو لاَِْْيت أُِّْْيبَّنلاْىَّلَصْْ ّهللاِْْه َيلَعَّْْلَسَوَْمْ ّْبَضِبْْ ّيِو  شَمْ
ىَو َهأَفِْْه يَلِإَْْل ك َأيِلَْْل يِقَفْْ هَلْْ هَّنِإْ ْبَضَْْكَس  َمأَفْْ َهَديَْْلاَقَفْْ دِلاَخْ ْماَر  َحأَْْو هَْْلاَقْ
ْ هَّنِكلََولْ ْن  و َكَيلِْْض  َرأِبْيِم  وَقْيِن  و دَِجأَفْْ ه فاََعأَْْلََكأَفْ ْل  و سَرَو دِلاَخِْْهَللاْ
ىَّلَصْْ ّهللاْ َْيلَعِْهَْْمَّلَسَوْ ْر ظ نَيْ
Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata:” Ketika kembali dari 
peperangan al-Ahzab, Rasulullah Saw bersabda: “Jangan ada 
seorang pun yang shalat ashar kecuali Bani Quraizah” 
sebagian sahabat kemudian shalat diperjalanan, makan 
sebagian yang lain berkomentar: “Kita jangan shalat ashar 
sebelum kita sampai disana (di Bani Quraizah)”, sedang 
sebagian yang lain berkomentar: “Justru kita harus shalat, 
karena bukan seperti maksud ucapan beliau Saw”. Peristiwa 
tersebut kemudian disampaikan kepada rasulullah Saw, 
tetapi beliau tidak menyalahkan seorang pun dari mereka”. 
 
b. Pembagian sunnah dari segi kualitasnya 
Meskipun semua sunnah, baik qauliyyah, fi’liyyah, maupun 
taqririyyah, dinisbahkan kepada Nabi Saw, namun tidak semua 
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periwayatan sunnah/h }adi>th/khabar memiliki tingkat kualitas yang 
sama, melainkan berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 
pada faktor jumlah orang yang meriwayatkan suatu 
sunnah/khabar, keterpercayaan pada masing-masing perawi, baik 
dari segi kekuatan ingatan, kejujuran dan keadilan, dan segi 
ketersambungan periwayatan suatu sunnah/h }adi>th sejak dari 
Rasulullah sampai kepada orang yang terakhir meriwayatkannya.  
Oleh karena itu, kualitas suatu h }adi>th dapat dinilai dari berbagi 
segi.  
Ditinjau dari segi jumlah perawi yang meriwayatkan suatu 
sunnah, maka sunnah dapat dibedakan menjadi tiga : 
1) Sunnah Mutawa >tir, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh 
sekelompok perawi dan diantara mereka tidak mungkin 
sepakat untuk mengadakan pendustaan dikarenakan jumlah 
mereka yang banyak, memiliki sifat jujur, dan berbeda tempat. 
Dari kelompok inilah kemudian diceritakan lagi oleh kelompok 
perawi selanjutnya yang sepadan hingga kepada kita tanpa ada 
kebohongan. Sunnah mutawa >tir banyak berisi tentang 
perbuatan Nabi seperti shalat, puasa, haji, dan adzan. Contoh 
h}adi>th mutawa >tir : 
 ْنَمَْْبَّذَكَّْْيَلَعْا د َِّمَعت  مْْ
 أ ََّوَبتَي  لَفْْ ه َدع قَمَْْنِمِْْراَّنلا  
Artinya: “Siapa yang berdusta kepadaku maka silahkan 
mengambil tempat dineraka”. 
 
2) Sunnah Masyhur, yaitu sunnah yang diriwayatkan dari satu 
generasi ke generasi lainnya secara berkesinambungan, dimana 
pada generasi awalnya, jumlah perawinya hanya beberapa 
orang saja yang tidak mencapai tingkat mutawa >tir, tetapi pada 
generasi berikutnya, jumlah perawinya sedemikian banyak 
sehingga mencapai tingkat perawi mutawa>tir. Seperti h }adi>th 
dibawah ini : 
اَمَّنِإْ ْلاَم  َعلأاِْْتاَيِّنلاِبِّْْل كِلاَمَِّنإَوْ ْئِر  ماْىَوَناَمْ(قفتمْيلعه)  
Artinya: “Amal-amal itu sahnya hanyalah dengan niat dan 
setiap orang itu hanya akan memperoleh apa yang ia 
niatkan...” (HR. Bukhari-Muslim) 
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3) Sunnah A >h }a>d, yaitu sunah yang diriwayatkan secara 
berkesinambungan dari generasi awal kepada generasi 
selanjutnya sampai generasi terakhir, tetapi sejak generasi awal, 
jumlah perawinya hanya beberapa orang saja, sehingga tidak 
mencapai tingkat mashhu >r, apalagi mutawa>tir.  
c. Ditinjau dari segi kepercayaan para perawinya, kualitas suatu 
sunnah dapat dibedakan menjadi empat tingkatan, diantaranya: 
1) H}adi>th S }ah}i >h}, yaitu h }adi>th yang sanadnya bersambung, 
diriwayatkan oleh orang yang adil dan memiliki ingatan 
yang kuat, tidak terdapat didalamnya kejanggalan dan illat 
(penyakit).  
2) H}adi>th H }asan, yaitu sunnah yang bersambung sanadnya, 
diriwayatkan oleh perawi yang adil namun lemah ingatannya, 
tidak terdapat kejanggalan didalamnya, dan tidak ber-illat. 
Jadi perbedaan keduanya terletak pada rendah dan tingginya 
kekuatan ingatan perawinya. Tingkatan sunnah ini dapat 
meningkat kepada sunnah S}ah}i >h} lighairiha >, apabila terdapat 
periwayatan dari jalur lain yang sama kedudukannya, yang 
bersifat menguatkan kedudukannya. Dengan demikian 
sunnah ini tidak dengan sendirinya berubah menjadi sunnah 
s }ah}i >h}ah, tetapi karena ditopang oleh jalur periwayatan dari 
perawi lainnya. 
3) H}adi>th D }a’i >f, yaitu sunnah/khabar yang diriwayatkan oleh 
perawi yang tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi sunnah 
yang s }ah}i >h} dan h }asan. Apabila diperinci lebih jauh, sunnah 
d}a’i >fah adalah sunnah yang tidak memenuhi salah satu dari 
lima shurut } al- qabu >l (syarat-syarat untuk diterima). Dengan 
demikian sebuah sunnah/khabar dinilai sebagai 
sunnah/khabar yang d}a’i >f  disebabkan kerena tidak 
terpenuhinya syarat ittis }a>l (sanadnya tidak bersambung), 
atau karena perawinya tidak d}a>bit},  atau karena ia aneh (asy-
shudhudh) dibandingkan dengan sunnah yang s }ah}i >h} lainnya, 
dan atau  karena bercacat (mu’allil). 
4) Maud }u >’ (palsu), yaitu khabar yang direkayasa dan dipalsukan 
oleh pemalsu sunnah, sehingga seolah-olah berasal dari 
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Rasulullah baik dengan i’tikad baik maupun karena sengaja 
hendak merusak ajaran Islam dari dalam. Mengigat bahaya 
yang ditimbulkannya dalam Islam, sebagian ulama tidak 
mengelompokkannya kedalam tingkatan sunnah/h}adi>th/khabar. 
 
B. Fungsi Sunnah Terhadap Al-Qur’an 
As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah 
al-Qur’an. Kedudukan As-Sunnah adalah menafsirkan Al-Qur’an 
dan menjadi pedoman pelaksanaan yang autentik terhadap Al-
Qur’an. Sebagaimana kita ketahui, bahwa didalam Al-Qur’an 
terdapat ayat-ayat yang masih mujmal (umum) maksudnya, maka 
ayat-ayat yang seperti ini masih memerlukan penjelasan yang 
diberikan oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Karena secara 
umum fungsi sunnah adalah sebagai baya>n (penjelas) atau tabyi >n 
(menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an), seperti firman 
Allah SWT : 
اَن لَز َنأَوَْْك َيلِإَْْر  ك ِّذلاَْْنِّيَب تِلِْْساَّنلِلْاَمَْْل ِّز نْ ْمِه َيلِإْ ْم  هَّلََعلَوَْْتَيَْنو  رََّكف  
Artinya: “Kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur’an agar 
kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan 
kepada mereka, dan supaya kamu memikirkannya” 
 
Sunnah memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qur’an. 
Sunnah menempati urutan setelah Al-Qur’an sebagai sumber 
hukum. Konsekuensinya seorang mujtahid tidak boleh merujuk 
kepada h}adi>th terlebih dahulu kecuali jika ia tidak mendapatkan 
hukumnya dalam Al-Qur’an, karena Al-Qur’an adalah sumber 
hukum yang pertama. Jika ia tidak mendapatkan hukumnya 
dalam Al-Qur’an barulah ia merujuk kepada sunnah, dan hukum 
dalam sunnah itulah yang harus diikuti. Melihat adanya 
hubungan yang erat antara kedudukan sunnah dan Al-Qur’an, 
maka para ulama us}u>l merumuskan tiga fungsi sunnah sebagai 
berikut : 
1. Sunnah sebagai ta’ki >d (penguat) al-Qur’an 
Para ulama’ menyebut fungsi ini dengan istilah ta’ki>d wa 
taqri>r. Misalnya, Al-Qur’an memerintahkan kaum muslimin untuk 
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berpuasa dan menunaikan zakat, maka sunnah mengukuhkannya 
(menguatkannya) dengan penegasan Rasulullah : 
 ْنَعِْْن باَْْيِضَرَرَم عْْ ّهللاْاَم  ه نَعَْْلاَقَْْلاَقْ ْل  و سَرِْْهّللاْىَّلَصْْ ّهللاِْْه يَلَعَْْمَّلَسَوْ
َْيِن بْ َْملا سِلإاْىَلَعْْ  س  مَخْْ َةداَهَشْ َْنأَْْهلَِإلْْ ّهللاَّلِإََّْْنأَوْا د َّمَح  مْ ْل  و سَرْهّللاْ
ِْماَِقإَوَّْْجَحلاَوِةاَك َّزلاِءَات يِإَوَِةلاَّصلاِْْم  وَصَوَْْناَضَمَر 
Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah Saw 
bersabda: “Islam dibangun diatas lima” landasan ; kesaksian 
bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan 
puasa dibulan Ramadhan”. 
 
2. Sunnah dapat memerinci, menafsirkan kata-kata yang masih 
global, membatasi dan mentakhsi >s (mengkhususkan) hal-hal 
yang bersifat umum dalam Al-Qur’an. Contoh memerinci 
waktu shalat, karena Al-Qur’an hanya mengatakan bahwa : 
َّْنِإَْْةَلا َّصلاْ ْتَناَكَْىلَعَْْنِينِم  ؤ  م لاْا بَاتِكْا تو ق  وَم  
Artinya: “...shalat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan 
waktunya atas orang-orang yang beriman” 
 
Kapan waktu pelaksanaannya? Hal ini dijelaskan oleh h }adi>th 
Nabi bahwa waktu dhuhur ialah apabila matahari telah condong 
dan baya >ng-baya >ng orang sudah sama dengan panjang aslinya 
sementara waktu ashar belum tiba. Waktu ashar adalah selama 
matahari belum menguning, waktu maghrib adalah selama mega 
belum hilang, waktu isya adalah sampai pertengahan malam dan 
waktu subuh adalah sejak terbitnya fajar sampai sebelum matahari 
terbit. 
Contoh menafsirkan (menerangkan) kata-kata yang 
maknanya masih belum spesifik dalam Al-Qur’an adalah, 
misalnya Al-Qur’an menggunakan kata s}alah. Kata ini dalam 
bahasa Arab mengandung arti doa sebagaimana dipahami oleh 
masyarakat umum pada waktu turunnya ayat. Sunnah kemudian 
menerangkan makna kata s }ala>hdalam bentuk ucapan dan 
perbuatan tertentu yang kemudian dikenal sebagai shalat. 
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Contoh mantakhsis ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum 
adalah ayat Al-Qur’an menyebutkan secara umum bahwa warisan 
anak laki-laki dan perempuan adalah 1 banding 2, sebagaimana 
disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11 : 
 ْم كيِصو يْْ هَّللاِْيفْ ْم كِدَل  َوأْْ ِْْۖرَكَّذلِلْ ْل ثِمِّْْظَحِْْن يََيث ن  لأا  
Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 
warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bahgian seorang anak 
lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. 
 
3. Sunnah dapat menetapkan dan membentuk hukum baru yang 
tidak ada dalam Al-Qur’an. Contohnya, h }adi>th secara tegas 
mengharamkan memadu wanita dengan bibinya (saudara ayah 
atau ibu) bersama-sama dijadikan isteri, haram memakan 
binatang buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam, dan 
memakai cincin emas bagi laki-laki. Semua ini hukumnya tidak 
ada dalam Al-Qur’an, hanya ditemukan dalam sunnah Nabi. 
 
C. Petunjuk (Dala >lah) Sunnah 
Dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum atau 
dala>lahnya, sunnah terbagi menjadi dua : 
1. Penunjukan yang pasti atau qat}’i >y, yaitu sunnah yang 
memberikan penjelasan terhadap hukum dalam al-Qur’an 
secara tegas, jelas, dan terinci sehingga tidak mungkin dipahami 
dengan maksud lain dan tidak ada alternatif pemahaman lain. 
Contoh, penjelasan Nabi tentang zakat perak sebagaimana 
dijelaskan dalam h }adi>th dari Ali bin Abi Thalib menurut 
riwayat Abu Daud. 
 ْتَناَكَاذِإَْْكَلْ ْمَه  رِدَاَتئاِمَْْلاَحَوِْْه َيلَعْ ْل  وَح لاْْ ةَس  مَخاَه يِفَفْيِهاََردَْم  
Artinya: “Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah 
berlalu satu tahun, maka diwajibkan zakatnya sebesar lima 
dirham. 
 
H}adi>th ini merupakan penjelasan terhadap kewajiban zakat 
yang terdapat dalam al-Qur’an. Dari penjelasan yang terinci itu 
jelas sekali bahwa perak wajib dizakatkan, nisabnya 200 dirham 
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dan kadar yang dizakatkan adalah 5 dirham atau 2,5 %. Hukum 
yang timbul dari h }adi>th ini adalah pasti, sehingga tidak ada 
perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal kewajiban, 
nisab, dan kadar wajib zakat dari perak. 
2. Penunjukan yang tidak pasti atau zhanni, yaitu sunnah atau 
h}adi>th yang memberikan penjelasan terhadap hukum dalam al-
Qur’an secara tidak tegas dan terinci, sehingga dapat dapat 
menimbulkan beberapa kemungkinan dalam memahaminya 
dan karenanya menimbulkan perbedaan pendapat. Contoh, 
dalam hal ini umpamanya sabda Nabi yang menjelaskan 
kebaikan orang yang bersedekah, dalam h }adi>th Nabi dari 
Hakim ibn Hazam melalui riwayat muttafaq ‘alaih. 
َْنِم  ريَخاَي ل ع لا دَي َلاَْىل فُّسلاِدَي لا...  
Artinya: “Tangan diatas (yang memberi) lebih baik dari 
tangan yang dibawah (yang meminta). 
 
H}adi>th tersebut mengandung maksud yang tidak pasti. 
Dapat berarti menurut arti sebenarnya yaitu tangan diatas lebih 
baik dari tangan yang dibawah. Dapat pula berarti bukan dalam 
arti sebenarnya, yaitu orang yang memberi itu lebih baik dari 
orang yang meminta. 
Sunnah yang mempunyai martabat tertinggi dalam 
kedudukannya sebagai sumber atau dalil hukum adalah sunnah 
yang qat}’i >y dari segi wuru >d atau sanad-nya, yaitu kebenaran 
materinya datang dari Nabi dan qat}’i >y dari segi dala >lah atau 
penunjukannya terhadap hukum. Namun jumlah sunnah yang 
qat}’i >y ini sangat terbatas. Adapun yang banyak jumlahnya adalah 
sunnah yang dzanni dari segi materinya atau dari segi dala >lah 
(penunjukan)-nya atau dari segi keduanya. Meskipun demikian 
yang dzanni pun dapat dijadikan dalil bila ada hal lain yang 
mendukungnya seperti dijelaskan diatas. 
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BAB V 
IJMA>‘ 
 
 
 
A. Pengertian Ijma >‘ 
Secara etimologi Ijma >‘ mengandung dua arti : 
1. Ijma>‘ dengan arti مزعلا يلع ئشلا  atau ketetapan hati untuk 
melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma >‘ 
dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam 
firman Allah, pada surat Yunus (10): 71 
اُْوعِمَْجأَف  ْمُكَرَْمأ  ْمُكَءاَكَرُشَو  
Artinya: “karena itu bulatkanlah keputusanmu dan 
(kumpulkanlah) sekutu-sekutumu untuk membinasakan ku” 
 
2. Ijma>‘ dengan arti “sepakat”. Ijma >‘ dalam arti ini dapat dilihat 
dalam al-Qur’an surat Yusuf (12):15  
ا ََّملَف اُْوبََهذ  ِهِب اُْوعَمَْجأَو  َْنأ  ُهُْولَعْجَي  ْيِف  ِةَباَيَغ  ِ بُجْلا  
Artinya: “maka tatkala mereka membawanya dan sepakat 
memasukkannya kedalam sumur.” 
 
Adapun pengertian Ijma >‘ dalam istilah teknis hukum atau 
istilah syar’i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak 
pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. 
Definisi yang berbeda secara subtantial adalah apa yang 
dikemukakan ulama’ Syi’ah. Mereka tidak menitik beratkan pada 
kata “semua”. Tetapi cukup pada kelompok atau beberapa orang 
asalkan kelompok itu mempunyai wewenang dalam menetapkan 
hukum. Untuk tujuan ini ulama’ Syi’ah merumuskan definisi ijma >‘ 
sebagai berikut :  
  ُقاَفِ ِتإ   ةَعاَمَج  ْمِِهقاَفِ ت ِِلِ  ْيِف  ِتاَْبِثإ  ِمْكُحْلا  ِعْرَّشلاي   
Artinya: “Kesepakatan suatu komunitas karena kesepakatan 
mereka dalam menetapkan hukum syara.” 
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Dari rumusan itu jelaslah bahwa Ijma >‘ itu adalah kesepakatan 
dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku 
dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya nabi. Disini 
ditekankan sesudah masa nabi, karena selama Nabi masih hidup, 
al-Qur’anlah yang menjawab persoalan hukum karena ayat al-
Qur’an kemungkinan masih turun dan Nabi sendiri sebagai 
tempat bertanya tentang hukum syara’, sehingga tidak diperlukan 
adanya ijma >‘. Ijma >‘ itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh 
mujtahid yang ada pada masa itu, dan bukan berarti kesepakatan 
mujtahid semua masa sampai hari kiamat. 
Ijma>‘ menurut syara’ adalah suatu kesepakatan bagi orang-
orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama 
(mujtahid) di anatara ummat Nabi Muhammad Saw, sesudah 
beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau 
suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan 
(yang belum ada ketetapannya dalam kitab dan sunnah).  
Ijma>‘ memnurut istilah ulama’ us }u>l. Para ulama’ us }u >l 
berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijma >‘ menurut istilah, 
diantaranya :  
1) Pengarang kitab Fus }u>lul Bada’i berpendapat bahwa ijma >‘ itu 
adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma >‘ umat 
Muhammad saw, dalam suatu masa setelah beliau wafat 
terhadap hukum syara’. 
2) Pengarang kitab Tah }ri>r, Al-kamal bin Hamam berpendapat 
bahwa ijma >‘ adalah kesepakatan mujtahid suatu masa dari ijma >‘ 
Muhammad saw terhadap masalah syara’.  
Dilihat dari bentuknya Ijma >‘ dapat dibedakan kepada dua 
bagian : 
a. Ijma>‘ qat}’i >y , yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam 
menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada bantahan diantara 
mereka. Ijma >‘ qat}’i >y  ini dapat dijadikan dalil (alasan) dalam 
menetapkan hukum suatu masalah. 
b. Ijma Suku>tiy, yaitu suatu kesepakatan para ulama dalam 
menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan mana 
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mendapat tantangan (hambatan) di anatara mereka dalam 
mengambil suatu keputusan masalah itu. 
 
B. Unsur – Unsur Ijma >‘   
Adapun unsur-unsur Ijma >‘ terdapat beberapa macam, yakni :  
1. Kesepakatan semua Mujtahid dari Ummat Nabi Muhammad 
SAW.  
Para ulama berbeda pendapat tentang arti ummat Muhammad 
SAW. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ummat 
Muhammad adalah orang-orang mukallaf dari golongan ahl Al-
halli wa Al-aqdi, ada juga yang berpendapat bahwa mereka 
adalah orang-orang mukallaf dari golongan Muhammad. 
Namun yang jelas, arti Mukallaf adalah muslim, berakal, dan 
telah baligh. Kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama’ 
selain ummat Muhammad tidak bisa dikatakan ijma >‘.  
2. Suatu kesepakatan yang dilakukan harus jelas (Sharih). Dan jika 
kesepaktan itu tidak jelas maka tidak bisa dikatakan sebagai 
Ijma>‘.  
3. Yang melakukan kesepakatan harus Mujtahid kalau bukan 
Mujtahid maka tidak boleh.   
4. Kesepakatan itu terjadi setelah Rasulullah wafat.  
Ijma>‘ itu tidak terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, 
karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para 
sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syari’at.  
5. Yang di sepakati harus hukum syara’, maksutnya kesepakatan 
mereka haruslah kesepakatan yang ada kaitannya dengan 
syari’at, seperti tentang wajib, sunnah, makruh, haram dan lain-
lain. 
 
C. Kedudukan Ijma >‘ Sebagai Hujjah  
Jumhu >r Ulama us}u>l fiqih berpendapat apabila rukun-rukun 
ijma >‘ telah terpenuhi, maka ijma >‘ tersebut menjadi hujjah yang 
qat}’i >y  (pasti), wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya, 
bahkan orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping 
itu permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma >‘, 
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menurut para ahli us }u>l fiqih tidak boleh lagi menjadi pembah }asan 
ulama generasi berikutnya, karena hukum yang ditetapkan 
melalui ijma >‘ merupakan hukum syara’ yang qat}’i >y  dan 
menenmpati urutan ketiga sebagai dalil syara’ setelah al-Qur’an 
dan as-Sunnah. 
Alasan Jumhu>r Ulama Us }u>l Fiqih yang mengatakan bahwa 
ijma >‘ merupakan hujjah yang qat}’i >y  dan menempati urutan ketiga 
sebagai dalil syara’ adalah :  
1. Firman Allah surat an-Nisa’ ayat 59  
َٰٓ    يَٰٓ ا  ه ُّ  ي
 
أٱَٰٓ و ُّن  ما  ء َٰٓ  ن يِذ
  
لَٰٓ
ْ
او ُّع ي ِط
 
أَٰٓ
ْ
اٱَٰٓ
ْ
او ُّعيِط
 
أ  وَٰٓ    للّٱَِٰٓلِ ْو
ُّ
أ  وَٰٓ  لو ُّس  ر لٱَٰٓ
 
لَٰٓ م
 
أَٰٓ  م ُّك نِمَٰٓ ِرَٰٓ٩ ٥َٰٓ
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan 
taatilah Rasul dan uli al-amri di antara kamu.” 
 
Menurut Jumhu>r Ulama us}u>l fiqih, lafal uli al-amri dalam 
ayat itu bersifat umum, mencakup para pemimpin di bidang 
agama (para mujtahid dan pemberi fatwa) dan dunia (pemimpin 
masyarakat, negara, dan perangkatnya). Ibn ‘Abbas menafsirkan 
uli al-amri ini dengan para ulama. 
Diantaranya bukti dari ijma >‘ sebagai hujjah terdapat pada 
firman Allah : 
2. Al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 115 :  
َٰٓ ِِقق ا  شُّ يَٰٓ ن  م  وٱَٰٓ ن ِمَٰٓ  ل و ُّس  رلََٰٰٓٓ ع  بَٰٓ ن   ي ب ت َٰٓ ا  م َٰٓ ِدََٰٰٓٓ ُّه لٱَٰٓ
 
لَٰٓ ى  د ُّهََٰٰٓٓ ِعب  ت  ي  وََٰٰٓٓ ي  غَٰٓ ِل ِيب  سَٰٓ  ر
ٱَٰٓ
 
لَٰٓ ؤ ُّمَِٰٓ ِه
 
ل  وُّ ن َٰٓ  ن ِينِمۦََٰٰٓٓ 
  
لِ  و تَٰٓ ا  مََٰٰٓٓ  صُّ ن  وَِٰٓ ِهلۦََٰٰٓٓ  م   ن  ه  جََٰٰٓٓ
 ا  س وَٰٓ  ت  ءََٰٰٓٓ َٰٓاًري ِص  م١١٩َٰٓ
Artinya : “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas 
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-
orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang 
telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, 
dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. “ 
 
Ayat di atas menjelaskan orang-orang yang menentang Rasul 
setelah jelas kebenaran baginya, kebenaran yang dibawa Rasul 
telah disepakati oleh umat Islam, artinya sudah ijma >‘. Ayat itupun 
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menjelaskan orang-orang yang menentang jalannya orang 
mukmin, sama dengan menentang ijma >‘.  
Pendapat tersebut ditolak oleh para pengikut ijma >‘. Menurut 
pendapat mereka, yang dimaksud dengan ayat di atas adalah 
penentang Rasul yang tidak mengikuti jalannya orang-orang 
mukmin. Haramnya mengikuti jalan orang-orang non mukmin 
terkait dengan keadaan mereka yang telah memperoleh petunjuk. 
Dengan demikian, bagi mereka tidak diperlukan ijma >‘, jalannya 
orang-orang mukmin yang wajib diikuti adalah jalan yang menjadi 
jembatan sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin, sebab 
ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan orang-orang murtad. 
Ulama yang menyatakan bahwa ijma >‘ benar-benar dapat menjadi 
hujjah syar’iyyah beralasan bahwa ayat di atas menyatakan 
keharaman menentang Rasul dan mengikuti jalan orang kafir. 
Dengan demikian, mengikuti jalan Rasul dan jalannya orang-orang 
mukmin hukumnya wajib. Menentang Rasul berkaitan langsung 
dengan keimanan dan akidah umat Islam, sedangkan menentang 
jalannya orang-orang mukmin atau mengikuti jalannya orang-
orang murtad berkaitan dengan hukum. Salah satu jalan yang 
digunakan orang mukmin dalam mengamalkan hukum islam 
adalah didasarkan ijma >‘. Jika demikian, umat islam harus tunduk 
kepada ijma >‘. 
 
D. Rukun dan Macam-Macam Ijma >‘ 
1. Rukun Ijma >‘ terbagi menjadi empat bagian, yaitu : 
a. Pada terjadinya peristiwa itu, mujtahid itu jumlahnya lebih 
dari seseorang. Karena kesepakatan itu tidak akan terwujud 
kalau pemikiran yang dikeluarkan itu jumlahnya tidak lebih 
dari seseorang.  
b. Sepakat atas hukum syar’i, tentang suatu peristiwa. Seluruh 
mujtahid muslimin itu pada waktu terjadinya itu 
mengalihkan pandangan dari negrinya, atau bangsanya, atau 
golongannya. Kalau yang disepakati atas hukum syar’i dalam 
bukan atas suatu golongan.  
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c. Adanya kesepakatan itu dimulai. Tiap-tiap mereka itu 
mengeluarkan pendapat terang-terangan tentang suatu 
peristiwa. Sama saja, apakah dimulai oleh salah seorang dari 
mereka itu, berupa perkataan dalam berfatwa, atau dengan 
perbuatan diwaktu mengadili suatu peristiwa.  
d. Menetapkan kesempatan dari semua mujtahid terhadap 
suatu hukum. Kalau kebanyakan mereka itu sepakat tidak 
akan mengadakan sidang, dengan kesepakatan secara ijma >‘, 
hal ini boleh dijalankan. Di sini jumlah mujtahid itu kurang, 
atau sebaliknya, jumlahnya itu banyak dan menyetujui itu 
lebih banyak jumlahnya. 
2. Macam-macam Ijma >‘ terbagi menjadi dua macam, yakni:  
a. Ijma>‘ Sharih (bersih atau murni). Yaitu kesepakatan mujtahid 
terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Masing-masing 
bebas mengeluarkan pendapat. Jelas terlihat dalam fatwa, 
dan dalam memutus suatu perkara. Tiap-tiap mujtahid itu 
merupakan sumber hukum. Jelas terlihat dari pendapat 
mereka.  
Hal itu bisa terjadi bila semua mujtahid berkumpul disuatu 
tempat kemudian masing-masing mengeluarkan pendapat 
terhadap masalah yang ingin diketahui ketetapan hukumnya. 
Setelah itu mereka menyepakati salah satu dari berbagai 
pendapat yang mereka keluarkan tersebut. 
Selain itu bisa juga pada suatu masa timbul suatu kejadian, 
kemudian seorang mujtahid kedua berfatwa seperti fatwanya 
mujtahid pertama. Dan mujtahid ketiga mengamalkan apa 
yang telah difatwakan tersebut, begitu seterusna sehingga 
semua mujtahid menepakati pendapat tersebut. 
b. Ijma>‘ Sukuti, sebagian mujtahid itu terang-terangan 
menyatakan pendapatnya itu dengan fatwa, atau memutuskan 
suatu perkara. Dan sebagian lagi hanya berdiam diri. Hal ini 
berarti dia menyetujui, atau berbeda pendapat terhadap yang 
dikemukakan itu dalam mengupas suatu masalah. 
Ijma>‘ sukuti dikatakan sah bila memenuhi beberapa kriteria 
dibawah ini: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
78 | Us }u > l  F iqh 
 
1) Diamnya para mujtahid itu betul-betul tidak menunjukkan 
adana kesepakatan atau penolakan. Bila terdapat tanda-
tanda yang menunjukka adanya kesepakatan yang 
dilakukan oleh sebagian mujtahid, maka tidak dikatakan 
ijma >‘ sukuti, melainkan ijma >‘ sharih. Begitu pula bila 
terdapat tanda-tanda penolakan yang dikemukakan oleh 
sebagian mujtahid, itupun bukan ijma >‘. 
2) Keadaan diamnya para mujtahid itu cukup lama, yang 
bisa dipakai untuk memikirkan permasalahannya, dan 
biasanya dipandang cukup untuk mengemukakan 
pendapatnya. Namun perlu diingat bahwa tidak mungkin 
menentukan lamanya waktu bagi seorang mujtahid untuk 
mengeluarkan fatwanya, karna setiap mujtahid 
memerlukan waktu yang berbeda, cepat atau lambat, 
dalam mengeluarkan fatwanya. 
3) Permasalahan yang dipermasalahkan oleh mujtahid 
tersebut adalah permasalahan ijtiha >di, yang bersumberkan 
dalil-dalil yang bersifat zhanni. Adapun tentang 
permasalahan yang tidak boleh diijtiha >di atau yang 
bersumberkan dalil-dalil qat}’i >y apabila seorang mujtahid 
mengeluarkan pendapat tanpa didasari dalil yang kuat, 
sedangkan ang lainnya diam, hal itu tidak bisa disebut 
ijma >‘. Karna diamnya mereka tidak bisa dikatakan 
menyepakati, melainkan meremehkan pemberi fatwa 
tersebut karna ilmunya masih dangkal. 
 
E. Ijma>‘ di lihat Dari Segi Pembentukannya  
Di tinjau dari segi terbentuknya, ijma >‘ dapat dibagi menjadi 
dua macam, yaitu :  
1. Ijma>‘ Sharih / Nuthqi (ijma >‘ secara jelas / melalui penuturan) 
Ijma>‘ sharih ialah adanya kesepakatan pendapat para mujtahid, 
dimana kesepakatan tersebut dinyatakan dalam bentuk 
pernyataan lisan atau perbuatan, mengenai hukum dari suatu 
masalah tertentu.  
2. Ijma>‘ Sukuti (diam dan tidak membantah pendapat yang ada)  
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Ijma>‘ Sukuti ialah adanya sebagian ulama yang menyatakan 
pendapat mereka mengenai suatu masalah tertentu dan pada 
waktu tertentu pula, sementara sebagian ulama lainnya, setelah 
mengetahui pendapat ulama tersebut, mengambil sikap diam 
dan tidak menyatakan penolakan atas pendapat tersebut.  
 
Para ulama sepakat bahwa bentuk ijma>‘ yang pertama, yaitu 
ijma >‘ sharih sebagai ijma >‘ dan merupakan hujjah. Tetapi mereka 
berbeda pendapat mengenai ijma >‘ bentuk kedua (ijma >‘ sukuti).  
Madzhab asy-Syafi’i, Isa bin Aban dan Malikiyyah 
berpendapat, ijma >‘ sukuti bukanlah ijma >‘ dan tidak dapat menjadi 
hujjah. Sementara mayoritas ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad 
bin Hanbal berpendapat, ijma >‘ sukuti merupakan ijma >‘ dan 
menjadi hujjah.  
Untuk menerima ijma >‘ sukuti sebagai ijma >‘ yang menjadi 
hujjah, Hanfiyyah dan Malikiyyah mengemukakan lima syarat 
sebagai berikut :  
a) Diamnya para ulama itu tidak diiringi dengan tanda-tanda 
setuju atau tidak setuju.  
b) Pendapat yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek 
ijma >‘ tersebar sedemikian rupa, sehingga diketahui oleh semua 
ulama mujtahid.  
c) Terdapat waktu yang cukup bagi ulama yang diam itu untuk 
melakukan penelitian dan pembah }asan terhadap masalah 
tersebut.  
d) Masalah yang menjadi objek ijma >‘ adalah masalah yang bersifat 
ijtiha >diyyah.  
e) Tidak terdapat halangan atau tekanan dan ancaman bagi 
mereka yang diam untuk menyatakan pendapat mereka secara 
bebas. 
 
F. Kedudukan Ijma >‘ Sebagai Dalil Hukum 
Jumhu >r ulama’ berpendapat bahwa kedudukan ijma >‘ 
menempati salah satu atau sumber dalil hukum sesudah al-quran 
dan sunnah ini berarti ijma >‘ dapat menetapkan hukum yang 
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mengikat dan wajib dipatuhi umat islam bila tidak ada ketetapan 
hukumnya dalam al-quran maupun sunnah. Untuk menuatkan 
pendapatnya ini jumhu >r mengemukakan beberapa ayat al-qur’an 
dan h}adi>th nabi. Diantara dalil al-qur’an adalah :  
Qs. Al-Nisa’ (4):115 
ن  م  وََٰٰٓٓ ِِقق ا  شُّ يٱَٰٓ  لو ُّس  ر لََٰٰٓٓ ُّه  ل َٰٓ  ن   ي ب تَٰٓ ا  مَٰٓ ِد  ع  ب َٰٓ  ن ِمٱَٰٓ ى  د ُّه
 
لََٰٰٓٓ ِل ِيب  س َٰٓ  ر  ي  غ َٰٓ  ِعب  ت  ي  و
ٱَٰٓ ن ِينِم  ؤ ُّم
 
لََِٰٰٓٓ ِه
 
ل  وُّ نۦََِٰٰٓٓ ِهل  صُّ ن  وَٰٓ  
  
لِ  و تَٰٓ ا  مۦََٰٰٓٓ َٰٓاًري ِص  مَٰٓ  ت  ء ا  س و َٰٓ  م   ن  ه  ج١١٩َٰٓ
Artinya: “dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah 
jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan 
jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa 
terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami 
masukkan ia kedalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-
buruk tempat kembali.”  
 
Dalam ayat ini, “jalan-jalan orang Mukmin” diartikan sebagai 
apa-apa yang telah disepakati untuk dilakukan orang Mukmin. 
Inilah yang disebut Ijma>‘ kaum Mu’minin. Orang yang tidak 
mengikuti jalan orang Mukmin mendapat ancaman neraka 
jahannam. Hal ini berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang 
diikuti kaum Mukminin, dan ini berarti disuruh mengikuti Ijma >‘.    
Qs.Al-imran (3):103 
َٰٓ وٱَٰٓ
ْ
او ُّمِص  ت  عََِٰٰٓٓل  ب  ِحبٱَِٰٓ   للََّٰٰٓٓ ْۚ
ْ
او ُّق   ر  ف  ت َٰٓا ل  وَٰٓ اٗعيِم  ج١٠١َٰٓ
Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 
(agama) Allah, dan jaganlah kamu bercerai berai.  
 
Dalam ayat ini Allah melarang umat berpecah belah. Usaha 
menantang ijma >‘ berarti berpecah belah hal itu adalah terlarang. 
Tidak ada arti kedudukan ijma >‘ sebagai hujjah kecuali larangan 
untuk menyalahinya.” 
 
Qs. An-Nisa’(4):59 
ا  ه ُّ  ي
 
أ    يَٰٓٱَٰٓ ن يِذ
  
لََٰٰٓٓ
ْ
او ُّع ي ِط
 
أَٰٓ
ْ
ا  و ُّن  ما  ءٱَٰٓ   للََّٰٰٓٓ
ْ
او ُّعيِط
 
أ  وٱَٰٓ  لو ُّس  ر لََِٰٰٓٓلِ ْو
ُّ
أ  وٱَِٰٓر
 م
 
أ
 
لََٰٰٓٓ  م ُّك نِمَٰٓ
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Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu.  
 
Perintah menaati Ulil Amri sesudah mematuhi Allah dan 
Rasul berarti perintah mematuhu ijma >‘, karna Ulil Amri itu berarti 
orang-orang yang mengurus kehidupan ummat, baik dalam 
urusan dunia maupun agama, dalam hal ini adalah ulama’ 
kepatuhan akan ulama’ adalah bila mereka sepakat tentang suatu 
hukum. Inilah yang disebut ijma >‘.” 
 
Adapun dari dalil sunnah sabda Rasulullah yang berbunyi : 
 ِْيت َُّمأ  ِعَِمتَْجتَلَ َيلَع  ِةَلَلَِض    
Artinya: “Umatku tidak akan bersepakat atas suatu 
kesesatan.” 
 
Dalam h }adi>th ini dijelaskan bahwa umat dalam 
kedudukanya sebagai umat yang sama-sama sepakat tentang 
sesuatu tidak mungkin slah. Ini berarti ijma >‘ itu terpelihara dari 
kesalahan, sehingga putusannya merupakan hukum yang 
mengikat umat islam. Dilihat dari segala dala >lah atau tunjukan 
maknanya, h }adi>th tersebut juga mencapai derajat qat}’i >y  (pasti 
benar) dalam menunjuk pengertian wajib mengikuti ijma >‘. Dengan 
demikian baik ditinjau dari segi jalur periwayatan (sanad) maupun 
susunan redaksi (matan) nya, h }adi>th tersebut merupakan nashsh 
al-qat}’i >y  (nas}yang bersifat pasti keberadaan dan kebenarannya) 
dalam menunjuk kewajiban mengikuti ijma >‘. 
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BAB VI 
QIYA>S SEBAGAI SUMBER  
HUKUM ISLAM 
 
 
 
A. Pengertian Qiya >s 
Qiya >s menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan 
lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Ulama 
us}u>l fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda. Bergantung 
pada padangan mereka terhadap kedudukan qiya >s dalam istinba >t } 
hukum. dalam hal ini, mereka terbagi dalam dua golongan. 
Golongan pertama menyatakan bahwa qiya >s merupakan 
ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahid. sebaliknya menurut 
golongan kedua, qiya >s merupakan ciptaan syari’, yakni merupakan 
dalil hukum yang berdiri sendiri ataupun merupakan hujjat ilahiya 
yang dibuat syari’ sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum. 
Qiya >s ini tetap ada, baik dirancang oleh para mujtahid atapun 
tidak. 
Bertitik tolak pada pandangan masing-masing ulama tersebut 
maka mereka memberikan definisi qiya>s sebagai berikut : 
1. Shard Asy-Syari’at menyatakan bahwa qiya>s adalah 
pemindahan hukum yang terdapat pada ashl kepada furu’ atas 
dasar illat tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. 
2. Al-Human menyatakan bahwa qiya>s adalah persamaan hukum 
suatu kasus dengan kasus yang lainnya karena kesamaan illat 
hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman 
secara murni. 
Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi qiya>s 
yang dirumuskan ulama : tiga definisi diantaranya sebagai beikut : 
Menurut Ibnu as-Subki,  qiya>s ialah : 
ُلْمَح ٍمْوُلْعَم ىَلَء  ٍمْوُلْعَم اَسُمِل ِهِتَو ىِف ِة َلِع ْكُحِهِم َدْنِع ِلِماَحْلا 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
Qiya >S Sebagai Sumber Hukum Islam  | 83 
 
Artinya: “Menyamakan hukum sesuatu dengan hukum 
sesuatu yang lain karena adanya kesamaan ‘illah hukum 
menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya.” 
 
Menurut al-Amidi, qiya>s ialah : 
ُهاَبِتْشإ ٍعْرَفْلا  ِلْصَالاَو ْيِف ِة َلِع  ِمْكُح ِلْصَالا ْيِف ِرْظَن ِدِهَتْجُمْلا ىَلَع  ِهْجَو 
َزْلَتْسَي ُم  ُلْيِصْحَت ِمْكُحْنا  ْيِف  ِعْرَفْلا 
Artinya: “Keserupaan antara cabang dan asal pada ‘illah 
hukum asal menurut pandangan mujtahid dari segi 
kemestian terdapatnya hukum (asa’) ttersebut pada cabang.” 
 
Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhali,  qiya>s ialah : 
ُقاَحْلِإ رْمَأ ُرْيَغ ِثْوُصْنَم ىَلَع ِهِمْكُح ىِعْر َشلا ِرْمَأِب ِصوُصْنَم ىَلَع  ِهِمْكُح 
اَمَهِكاَرِتْشاِل ىِف ِة َلِع  ِمْكُحلا 
Artinya: “Menghubungkan suatu masalah yang tidak 
terdapat nashs syara tentang hukumnya dengan suatu 
masalah yang terdapat nashsh hukumnya, karena adanya 
persekutuan keduanya dari segi illah hukum.” 
 
Sebenarnya, masih banyak definisi lainnya yang dibuat oleh 
para ulama, namun secara umum qiya >s adalah suatu proses 
penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak 
disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang 
disebutkan dalam nas }karena adanya kesamaan dalam ‘illat-nya. 
Apabila ada nas}yang menunjukkan hukum pada suatu 
peristiwa dan dapat diketahui ‘illah hukumnya dengan cara-cara 
yang digunakan untuk mengetahui ‘illah hukumnya, kemudian 
terjadi peristiwa lain yang sama ‘illah hukumnya, maka hukum 
kedua masalah itu disamakan sebab memiliki kesamaan dalam hal 
‘illah hukum. Karena hukum dapat ditemukan ketika ‘illah hukum 
itu sudah ditemukan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
84 | Us }u > l  F iqh 
 
B. Kehujjahan Qiya >s 
Jumhu >r ulama berpendapat bahwa qiya >s itu adalah menjadi 
hujjah syariah (sumber hukum syari’at) bagi hukum-hukum amal 
perbuatan manusia, dan berada di tingkatan keempat dari dalil-
dalil syari’at. Yang demikian itu apabila pada suatu peristiwa itu 
tidak ada ketetapan hukumnya dari suatu nas }atau ijma >‘ dan 
mempunyai persamaan illat dengan peristiwa yang mempunyai 
nash. Golongan ini, oleh para ahli ushl, dinamai Mutsbitul Qiya >s 
(golongan yang menetapkan kehujjahan Qiya >s). 
Ulama Nizhamiyah, Zhahiriyah dan sebagian ulama aliran 
Syi’ah berpendapat bahwa Qiya >s itu bukan menjadi hujjah syariah 
yang dapat untuk menetpkan hukum. Mereka ini kemudian 
terkenal dengan nama Nafatul Qiya >s (golongan yang mengingkari 
atau menafikkan kehujjahan Qiya >s). 
Alasan yang dikemukakan oleh jumhu >r ulama dalam 
menetapkan kehujjahan qiya >s terdiri atas al-Qur’an, as-Sunnah, 
pendapat dan perbuatan para sahabat dan logika. 
1. Dalil al-Qur’an 
Dalil-dalil dari al-Qur’an yang mereka kemukakan sebagai 
alasan menetapkan kehujjahan qiya >s, ialah pada firman Allah. 
اَي َهُّ يَأا  َنيِذ َلا اوُنَمآ اوُعيِطَأ َه َللا اوُعيِطَأَو َلوُس َرلا يِلوُأَو ِرْمَأْلا  ْمُكْنِم   ۖ  ْنِإَف 
ْمُتْعَزاَنَت يِف ٍءْيَش ُهوُّ دُرَف ىَلِإ  ِه َللا ِلوُس َرلاَو  ْنِإ  ْمُتْنُك َنوُنِمْؤُت ِه َللاِب  ِمْوَيْلاَو 
 ِرِخآْلا   ۖ َٰذ َكِل  رْيَخ  ُنَسْحَأَو اًليِوْأَت 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah 
dan taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (Pemegang 
kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu bereda 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 
(Al- Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” 
 
Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang-
orang mukmin, bila terjadi perselisihan pendapat perihal hukum 
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suatu peristiwa yang di dalam al-Qur’an, as-Sunnah dan putusan 
dari orang-orang yang diserahi kekuasaan tidak ada, maka 
hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ragu 
lagi bahwa menyamakan hukum suatu peristiwa yang tiada 
nashnya, lantaran adanya persamaan illat hukumnya adalah 
termasuk mengembalikan suatu peristiwa yang tidak ada nashnya, 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab yang demikian itu berarti 
mengikuti kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. 
2. Dalil Sunnah 
Dalil-dalil as-Sunnah itu antara lain adala sabda Rasulullah 
SAW dalam membai’at Muadz bin Jabal sebagai walikota di 
Yaman, katanya: 
 َفْيَك ىِضْقَت اَذِا  َضِرُع  َكَل اَضَق ٌء  َلَق ىِضْقَأ ِباَتِكِب ِهللا ,َلاَق ْنِءاَف  ْمَل 
ِىف دِجَت  ِباَتِك ا ِهلل ,َلاَق ِلْوُسَرِة َنُسِبَف ِهللا ,َلَق ْنِءاَف ْمَل  دِجَت ِفى 
 ُلْوُسَرِة َنُس ِهللا ىَلَص ُهللا ِهيَلَع م َلَسَو  ُهَرْدَص َلَقَو  دْمَحلَا ِهلِل ِذ َلا ى  َق َفَو 
َلْوُسَر ِلْوُسَر ِهللا اَمِل ىِضْرَي ُهللا َهلْوُسَرَو (هار دوادوبا) 
Artinya: “Bagaimanakah kamu memutusi perkara bila 
dikemukakan masalah kepadamu? Jawab Muadz, aku 
memutuskan dengan Kitabullah. Maka jika masalah itu tidak 
terdapat di dalam kitab Allah? Tanya Rasul selanjutnya. 
Maka dengan Sunnah Rasulullah SAW, jawabannya. 
Kemudian Rasul menanyakannya lebih lanjut. Jika masalah 
itu tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah? Aku berijtiha >d 
dengan pendapatku dan berusaha dengan segenap tenaga, 
katanya. Lalu Muadz meneruskan ceritanya, ujarnya: 
Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya dan seraya bersabda: 
Segala puji milik Allah yang telah membimbing utusan 
Rasulullah karena telah membuat keridhoan Allah dan 
Rasul-Nya.” 
 
H}adi>th ini menerangkan pengakuan Rasulullah SAW 
terhadap bolehnya berijtiha >d, bila tidak dapat nas }dari al-Qur’an 
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maupun dari al-H}adi>th, ijtiha >d itu tidak lain dari usaha yang 
sungguh-sungguh untuk mencapai suatu ketetapan hukum. 
Sedangkan usaha-usaha itu dapat juga dijalankan dengan 
menganalogikan peristiwa yang tidak ada nashnya kepada 
peristiwa yang ada nashnya dengan memperhatikan persamaan 
illatnya (ini disebut mengqiya >skan). 
3. Perbuatan dan Perkataan Sahabat 
Para sahabat sering kali berijtiha >d terhadap peristiwa-
peristiwa yang tidak ada nashnya itu dengan peristiwa-peristiwa 
yang sudah ada nashnya. Umpamanya mereka mengqiya >skan 
kekhilafan dengan imamah shalat. Dalam peristiwa pembai’atan 
mereka terhadap Abu Bakar r.a untuk menjadi khalifah di 
qiya >skan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyuruh Abu 
Bakar r.a mengimami shalat, sebagai ganti pada waktu beliau 
sakit. Mereka berkata: Rasulullah SAW telah meridhoi untuk 
urusan agama, maka kenapa kita tidak meridhoi urusan 
keduniaan kita? Umar bin Khatab r.a pernah berkata kepada Abu 
Musa al-Asyiari, ujarnya: 
 َمُث  َمْهَفْلا َمْهَفْلا اَمْيِف ىَلْدَأ َكْيَلِا ا َمِم  َدَرَو َكْيَلَع ا َمِم َسْيَل ْيِفِه ٌنآْرُق َالَو  ٌة َنُس 
 َمُث ْسِياَق َنْيَب ِروُمُالا ذَدْنِع َكِل ِفِرْعاَو اَثْمَاْلا َل  َمُث ْدِمْعا اَمْيِف ىَرَت ىَلِا 
اِه َبَحَا ىَلِا ِهللا اَهِهَبْشَأَو  ِقَحْلاِب 
Artinya: “Kemudian pahamilah hal-hal yang dikemukakan 
kepadamu yang tidak ada nashnya dari Al-Qur’an dan tidak 
pula dari as-Sunnah. Kemudian qiya >skanlah antara perkara-
perkara yang terdapat pada saat itu dan ketahulah di 
antaranya mana yang memadai illatnya lalu pegangilah apa 
yang saudara lihat lebih disukai oleh Allah dan mendekati 
kebenaran.” 
 
4. Dalil Logika 
Analisa-analisa yang logis yang mereka pergunakan untuk 
menetapkan kehujjahan qiya >s adalah sebagai berikut: 
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a) Allah Ta’ala tidaklah menetapkan hukum bagi hambanya 
sekiranya tidak untuk kemaslahatan hamba itu. Kemaslahatan 
hamba inilah yang menjadi tujuan akhir diciptakan suatu 
perundang-undangan. Karena itu apabila ada suatu peristiwa 
yang tidak ada nashnya, akan tetapi illatnya sesuai benar 
dengan illat suatu peristiwa yang sudah ada nashnya dan 
diduga keras pula dapat memberikan kemaslahatan kepada 
hamba, maka adillah kiranya jika ia disamakan hukumnya 
dengan peristiwa yang sudah ada nashnya itu demi merealisir 
kemaslahatan yang dicita-citakan oleh undang-undang. 
b) Nash-nas}al-Qur’an dan as-Sunnah itu adalah terbatas. Sedang 
kejadian-kejadian pada manusia itu tidak terbatas dan tidak 
berakhir. Oleh karena itu tidak mungkin nash-nas}yang 
terbatas itu dijadikan sebagai sumber terhadap kejadian-
kejadian tidak terbatas. Dengan demikian qiya >s merupakan 
sumber perundang-undangan yang dapat mengikuti kejadian-
kejadian baru dan dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan. 
Alasan Ulama yang menolak qiya >s, yaitu: 
1. Di antara alasan yang paling kuat adalah pendapat mereka 
bahwa qiya >s itu didasarkan pada dugaan, yakni ‘illah hukum 
nas}itu begini. Padahal sesuatu yang didasarkan pada dugaan, 
hasilnya adalah dugaan. Allah SWT mencegah kepada orang-
orang yang mengikuti dugaan dengan firman-Nya:  
اَلَو  ُفْقَت اَم  َسْيَل َكَل ِهِب  مْلِع   ۖ 
Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu 
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” 
 
Maka hukum dengan qiya >s adalah tidak sah, karena mengikuti 
dugaan. Ini adalah alasan yang lemah, karena yang dilarang 
adalah mengikuti dugaan dalam hal akidah, sedangkan dalam 
hal hukum yang sebangsa perbuatan, kebanyakan petunjuk 
hukumnya adalah dugaan. Jika alasan tersebut dibenarkan, 
maka nas}yang petunjuk hukumnya dugaan tidak boleh 
diamalkan, karena mengikuti dugaan. Sehingga, ‘illah tersebut 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
88 | Us }u > l  F iqh 
 
secara mufakat adalah batal, karena kebanyakan nas }itu 
memiliki petunjuk hukum dugaan. 
2. Pendapat mereka bahwa qiya >s didasarkan pada perbedaan 
pandangan dalam menemukan ‘illah hukum, dan hal itu adalah 
sumber perbedaan dan pertentangan hukum. Sedangkan di 
antara hukum-hukum syara’ yang bijaksana ini tidak ada 
pertentangan. 
Alasan ini lebih lemah daripada ‘;illah sebelumnya, karena 
perselisihan akibat qiya >s bukanlah perselisihan dalam hal 
akidah atau pokok-pokok agama. Tetapi perselisihan pada 
masalah hukum rinci sebangsa perbuatan yang tidak 
mendatangkan kerusakan bahkan mungkin mengandung 
rahmat bagi manusia da nada kemaslahatan untuk mereka. 
3. Ungkapan yang mereka terima dari sebagian sahabat yang 
mencela pendapat pribadi dan penetapan hukum dengan 
pendapat pribadi. Seperti pendapat Umar: 
Jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang memiliki pendapat 
pribadi (dalam hukum), karena mereka adalah musuh as-Sunnah. 
Mereka kepayahan (tidak mampu) menghafalkan h }adi >th-h}adi >th, 
sehingga mereka melontarkan pendapat pribadinya, maka mereka 
itu sesat lagi menyesatkan. 
 
Pendapat sahabat tersebut, dimaksud bukanlah menolak 
qiya >s atau menjadikannya sebagai hujjah. Tapi yang dimaksud 
adalah larangan mengikuti hawa nafsu dan pendapat hukum yang 
tidak memiliki rujukan nas }sama sekali. 
 
C. Rukun dan Syarat Qiya >s 
Qiya >s baru dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. 
Para ulama Us }u>l Fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiya >s 
ada empat : 
1. Ashal (Pokok tempat mengqiya >skan sesuatu), yaitu Peristiwa 
yang sudah ada nash-nya yang djadikan tempat mengqiya >skan. 
ini berdasarkan pengertian ashl menurut fuqaha >‘. sedangkan 
ashl menurut teolog adalah suatu nas }syara’ yang menunujukan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
Qiya >S Sebagai Sumber Hukum Islam  | 89 
 
ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu nas }yang menjadi 
dasar hukum. Ashl itu disebut juga maqis alaih (yang dijadikan 
tempat mengqiya >skan), mahmul alaih (tempat membandingkan, 
atau musyabbah bih (tempat menyerupakan). 
Mengenai rukun pertama ini, beberapa ulama menetapkan 
pula beberapa persyaratan sebagai berikut : 
a. Al-ashl tidak Mansukh artinya, hukum syara’ yang akan menjadi 
sumber pengqiya >san itu masih tetap berlaku pada masa hidup 
Rasulullah. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, 
maka ia tidak dapat menjadi al-Ashl. 
b. Hukum syara’ persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab 
yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui qiya>s 
adalah hukum syara, bukan ketentuan hukum yang lain. Oleh 
karena itu, ia mestilah yang berupa hukum syara. 
c. Bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-ashl tersebut 
merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah 
qiya>s. Misalnya, ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa 
tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi ashl al-qiya>s untuk 
menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa 
karena terpaksa 
2. Far’u (cabang) yaitu peristwa yang tidak ada nash-nya. Far’u 
itulah yang dikhendaki untuk disamakan hukumnya dengan 
ashl. Ia disebut juga maqis (yang dianalogikan) dan musyabbah 
(yang diserupakan). 
Terhadap rukun ini, para uluma menyebutkan beberapa syarat 
sebagai berikut:  
a. Sebelum diqiya >skan tidak pernah ada nashs lain yang 
menentukan hukumnya. Jika lebih dahulu telah ada nashsh 
yang menentukan hukumnya, tentu tidak perlu dan tidak 
boleh dilakukan qiya>s terhadpnya. 
b. Adanya kesamaan antara illat yang terdapat dalam al-ashl 
dan yang terdapat dalam al-far’u. 
c. Tidak terdapat dalil qat}’i >y yang kandungannya bahwa 
dengan al-far’u. 
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d. Hukum yang terdapat dalam al-ashl bersifat sama dengan 
hukum yang terdapat dalam al-far’u. 
3. Hukum Ashl, yaitu hukum yang terdapat dalam masalah yang 
ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh nashsh tertentu, baik 
dari al-Qur’an maupun sunnah. Terdapat rukun ketiga ini, para 
ulama mengatakan, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut : 
a. Hukum tersebut adalah hukum syara’, bukan yang berkaitan 
dengan hukum aqliyyat atau ‘adiyyat dan atau lughawiyyat. 
Syarat sebenarnya hamper tidak perlu disebutkan, karena 
yang hendak diketahui hukumnya adalah hukum syara’. 
b. ‘Illah hukum tersebut dapat ditemukan; bukan hukum yang 
tidak dapat dipahami’illah-nya (ghair ma‘qu >lah al-ma’na). 
c. hukum as }l  tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi 
khushushiyyah Rasulullah. 
d. Hukum as }l tetap berlaku setelah wafatnya Rasulullah; bukan 
ketentuan hukum yang sudah dibatalkan (mansukh). contoh 
unsure ketiga ini, dikaitkan dengan unsur pertama dan 
kedua ialah, hukum haramnya khamr. 
4. ‘Illah, yaitu suatu sifat yang terdapat pada as }l. Dengan adanya 
sifat itulah, ashl mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu 
pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan 
dengan hukum as }l. Para ulama memetapkan beberapa syarat 
terhadap suatu ‘illah hukum, agar dipandang sah sebagai ‘illah, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Zhahir, yaitu ‘illah mestilah suatu sifat yang jelas dan nyata; 
dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta 
keadaan yang lain. suatu sifat yang tidak nyata (bathin) tidak 
dapat dijadikan sebagai ‘illah hukum. sifat ‘illah yang nyata 
itu, misalnya: sifat memabukkan pada khamr, perbuatan 
membunuh pada tercegahnya hak mewarisi harta korban 
bagi pembunuhnya, sifat cerdas (ar-rusyd) pada penentuan 
kecerdasan untuk menyerahkan harta dari wali kepada orang 
yang di bawah perwaliannya. 
b. ‘Illah harus mengandung hikmah yang sesuai dengan kaitan 
hukum dan tujuan hukum. Dalam hal ini, tujuan hukum 
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adalah jelas, yaitu kemaslahatan mukallaf di dunia dan 
akhirat (mashlahah ad-darain), yaitu melahirkan manfaat 
atau menghindarkan kemudharatan. 
c. Mund }a>bit}ah, yaitu ‘illah mestilah sesuatu yang dapat diukur 
dan jelas batasnya. Apabila ia tidak terukur dan dapat 
dikacaukan dengan sifat yang lain, maka ia tidak sah menjadi 
‘illah. 
d. Mula’im wa muna >sib, yaitu suatu ‘illah harus memiliki 
kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara 
hukum dan sifat yang dipandang sebagai ‘illah. Jika antara 
hukum dan sifat yang dipandang sebagai ‘illah tidak 
memiliki kepantasan dan tidak berhubungan, maka tidak 
dapat ditetapkan sebagai ‘illah. 
e. Muta’addiyah, yaitu suatu sifat yang terdapat bukan hanya 
pada peristiwa yang ada nas }hukumnya, tetapi juga terdapat 
pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan 
hukumnya. Apabila suatu ‘illah bersifat terbatas hanya pada 
al-ashl (peristiwa hukum yang ada ketentuan nash-nya, dan 
tidak terdapat pada peristiwa hukum yang tidak ada nash-
nya, (‘illah qashirah), maka ia tidak sah sebagai ‘illah. 
 
Contoh rukun keempat ini, jika dikaitkan dengan unsur-
unsur qiya >s sebelumnya ialah, sifat memabukkan yang terdapat 
pada khamr. Sifat ini bersifat nyata, dapat diukur, pantas sebagai 
sifat yang menjadi hikmah dilarangnya meminum khamr, dan 
terdapat pada minuman memabukkan lainnya. 
Persoalan yang paling banyak dibicarakan dan mengundang 
perdebatan dalam qiya >s, adalah unsur qiya >s yang keempat, yaitu 
illah. Dengan kata lain, persoalan ‘illah merupakan masalah yang 
paling menentukan untuk menilai keabsahan suatu qiya >s. Di 
bawah ini dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan cara 
menentukan ‘illah. 
Untuk menemukan ‘illah terkadang ditemukan petunjuk 
yang jelas, tetapi terkadang petunjuk tersebut tidak jelas. Pada 
kasus yang lain, ada petunjuk yang bersifat langsung untuk 
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menemukannya, tetapi ada pula yang tidak langsung. Cara 
menentukan dan menemukan ‘illah itu sendiri dalam us }u>l fiqh 
disebut dengan istilah masalik al-‘illah. Setidaknya ada sepuluh cara 
untuk menemukan adanya ‘illah dalam suatu hukum, yaitu nash, 
ijma>‘, ima’ wa tanbih, sabr wa taqsim, takhrij al-manath, tanqih al-
manath, thardh, syabh, dawran, dan ilga’ al-fariq. Uraian pada 
masing-masing ‘illah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Petunjuk Nash 
Karena qiya >s pada hakikatnya adalah menyerupakan hukum 
suatu masalah yang tidak ada nash-nya kepada hukum yang ada 
nash-nya, maka dapat dipahami, cara yang paling utama 
menemukan ‘illah suatu hukum adalah melalui nash. Akan tetapi, 
nas}itu sendiri, baik dalam bentuk al-Qur’an maupun sunnah, 
biasanya tidak secara langsung menyebutkan ‘illah suatu hukum 
yang terdapat di dalamnya dalam hal ini, ada lafal yang secara 
jelas (sharih) menunjuk pada suatu ‘illah, tetapi sebaliknya, ada 
yang dari segi lahirnya (zhahir) menunjuk adanya ‘illah, namun 
dapat juga dipahami bahwa ia tidak menunjuk pada ‘illah. Bentuk 
lafal sharih tersebut antara lain, lafaz yang menunjuk pengertian 
sebab penetapan suatu hukum, misalnya firman Allah  
ْنِم  ِلْجَأ َٰذ َكِل اَنْبَتَك  َٰىَلَع يِنَب َليِئاَرْسِإ ُه َنَأ  ْنَم  َلَتَق اًسْفَن َغِب ِرْي ٍسْفَن  ْوَأ 
ٍداَسَف يِف  ِضْرَأْلا اَم َنَأَكَف  َلَتَق  َسا َنلا اًعيِمَج…. 
Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi 
Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang 
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, 
atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. 
 
Adapun bentuk lafal yang zhahir, yang keliatannya untuk 
‘illah, tetapi juga dapat dimaksudkan untuk yang lain, misalnya 
firman Allah  
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ٍمْلُظِبَف  َنِم  َنيِذ َلا اوُداَه اَنْم َرَح ْمِهْيَلَع ٍتاَب ِيَط  ْت َلِحُأ ْمُهَل ْمِه ِدَصِبَو  ْنَع 
ِليِبَس ِه َللا اًريِثَك 
Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, 
Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-
baik (yang dahulunya) dihalal-kan bagi mereka, dan karena 
mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.” 
 
2. Berdasarkan ketentuan ijma >‘ (kesepakatan) 
Ijma>‘ menjadi salah satu metode menemukan ‘illah. Akan 
tetapi, sebagaimana telah disebutkan, ijma >‘ tidak berdiri sendiri 
dalam menetapkan suatu ketentuan, melainkan memiliki 
mustanad (sandaran) nash. Dalam kasus ini, para ulama sepakat, 
vonis hakim tidak sah, jika vonis tersebut dijatuhkan ketika hakim 
dalam keadaan marah. Mustanad ijma >‘ tersebut adalah sunnah, 
yaitu sabda Rasulullah: 
ْمُكْحَياَل  دَحَأ َنْيَب ِنْيَنْثا َوُهَو ُناَبْضَغ 
Artinya: “Janganlah seseorang mengadili dua orang yang 
berpekara, sedang ia dalam keadaan marah.” 
 
Dengan demikian, ‘illah tidak sahnya vonis seorang hakim 
adalah keadaan yang sedang marah. Sedangkan ‘illah marah yang 
menyebabkan tidak sahnya vonis hakim tersebut ditetapkan 
berdasarkan ijma >‘. 
3. Berdasarkan ima’ (isyarat) 
Sebagian ulama menyebutkan tanbih (penegasan). Yang 
dimaksud ialah, adanya suatu isyarat atau penegasan dari suatu 
nas}yang menunjukkan bahwa isyarat tersebut merupakan ‘illah 
hukum. Misalnya sabda Rasulullah: 
ْنَع يِبَأ َةُرْيَرُه  َنَأ َلُسَر ِهَللا ى َلَص ُهََّللا ِهْيَلَع  َم َلَسَو  َلاَق ُلِتاَقْلا اَل  ُثِرَي 
Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda: 
“Pembunuh tidak mewarisi”. 
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Dengan demikian, sabda Rasulullah di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan ‘illah 
seseorang tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya. 
4. As-Sabr wa at-Taqsim (penelitian dan pengklarifikasian) 
Adapun yang dimaksud dengan sabr wa at-Taqsim (penelitian 
dan pengklarifikasian) ialah, melakukan penelitian dan pemilahan 
di antara beberapa sifat yang terdapat dalam suatu nas }yang 
mungkin dijadikan sebagai ‘illah, kemudian memilih sifat yang 
paling kuat untuk ditetapkan sebagai ‘illah. Misalnya, sabda 
Rasulullah: 
ْنَع َةِداَبُع  َنْب  ِتِماَصلا َلاَق  ُلوُسَر ِه َللا  َلَص ُه َللا َهيَلَع َم َلَسَو  ُبَه َذلا 
ِبَه ِذلاِب ُة َضِفْلَو  ِة َضِفْلاِب  ُّرُبْلاَو  ِرُبْلاِب  ُريِعَشلاَو ِريِع َشلااِب ُرْم َتلاَو  ِرْم َتلاِب 
ُحْلِمْلاَو  ِحْلِملاِب ألْثِم ِلْثِماِب  َءاَوَس ٍءاَوَسِب اًدَي ٍدَيِب اَذِإَف ْتَفَلَتْخا  ِهِذَه 
ُفاَنْصَأْلا اوُعْيِبَف  َفْيَك  ْمُتُعِش اَذِإ َناَك اَدَي  ٍدَيِب 
Artinya: “Dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah 
bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum 
dengan gandum, jali> dengan jali>, kurma dengan kurma, 
garam dengan garam; sama jenis dan ukurannya, dan secara 
tunai. Jika jenisnya berbeda (antara satu dengan lainnya), 
maka silakan melakukan transaksi sesuai dengan 
kesepakatan kamu, jika dilakukan secara tunai.” 
 
H}adi>th di atas menggambarkan larangan melakukan 
pertukaran (barter) antara barang-barang tertentu yang sejenis, 
kecuali jika bersifat kontan dan sama jumlahnya. Akan tetapi tidak 
disebutkan, apa ‘illah yang menyebabkan larangan tersebut. Oleh 
karena itu, untuk mengetahui ;illah larangan tersebut dilakukan 
penelitian dan pemilahan, dengan cara mengemukakan beberapa 
kemungkinan sifat barang-barang tersebut yang dapat menjadi 
‘illah. Dari jenis-jenis barang-barang tersebut yang memiliki 
kemungkinan menjadi ‘illah ialah: karena ia bahan makanan, 
karena ditakar, atau karena ditimbang. Dari ketiga kemungkinan 
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itu, dipilih dan dipilah salah satu yang paling tepat diyakini 
sebagai ‘illah-nya. Kemudian dikesampingkan kemungkinan yang 
lain, karena tidak ditemukan alasan yang menguatkannya sebagai 
‘illah. Dalam hal ini, ulama mashab asy-Syafi’i berpendapat, yang 
menjadi ‘illah larangan tersebut, sehingga ia dipandang sebagai 
riba al-fadhl, ialah karena sifatnya sebagai jenis makanan. 
5. Tanqih al-Manath (menyeleksi hubungan/gantungan) 
Adapun yang dimaksud dengan tanqih al-Manath ialah, 
upaya sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk 
menentukan suatu ‘illah dari antara beberapa sifat yang 
digantungkan/dikaitkan oleh asy-Syari’ (Allah) kepada hukum 
tertentu, dengan syarat, sifat tersebut bersumber dari nas }atau 
ijma >‘. Cara yang ditempuh ialah, membuang atau 
mengesampingkan sifat-sifat hukum yang tidad ada 
gantungan/kaitannya dengan hukum tersebut. Sebagai coontoh 
h}adi>th riwayat al-Bukhari: 
ْنَع يِبَأ  َةَرْيَرُه  َيِضَر  ُه َللا ُهْنَع  َلاَق ىَتَأ  َيِب َنلا  َلَص  ُه للا ِهْيَلَع  َم َلَسَو  ٌلُجَر  َلاَقَف 
ُتْكَلَه َلاَق َمِلَو ُتْعَقَو ىَلَع يِلْهَأ يِف َناَضَمَر َلاَق ْقِتْعَأَف ًةَبَقَر َلاَق  َسْيَل 
ْنِعيِد  َلاَق ْمُصَف  ِنْيَرْهَش اَتَتُم ِنْيَعِب َلاَق اَل ُعيِطَتْسَأ  َلاَق ْمِعْطَأَف َني ِتِس اَنيِكْسِم 
َلاَق  ُدِجَأ  َيِتُأَف ُّ يِب َنلا  َلَص ُه َللا ِهْيَلَع َم َلَسَو  ٍقَرَعِب ِهيِف  رُمَت َلاَقَف َنْيَأ ُلِئا َسلا  َلاَق 
اَه اَنَأ اَذ  َلاَق  ْق َدَصَت ِباَذَه َلاَق ىَلَع َجَوْحَأ ا َنِم اَي َلوُسَر ِه للا يِذ َلاَوَف  َكَثَعَب 
 ِقَحْلاِب اَم َنْيَب اَل اَهْيَتَب  ُلْهَأ  ٍتْيَب  ُجَوْحَأ ا َنِم  َكِهَضَف ُّ يِب َنلا ى َلَص ُه للا  ِهْيَلَع 
َم َلَسَو ى َتَح ْتَدَب ُهُباَيْنَأ َلاَق ْمُتْنَأَف اَذِإ     
Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata. Seseorang menemui 
Rasulullah, kemudian berkata: “Celaka saya”, Rasulllah 
bertanya: “Apa sebabnya?” Jawabnya: ”Saya berhubungan 
dengan istri saya pada siang Ramadhan” Rasulullah 
bersabda: “Merdekakanlah seorang hamba”, Jawabnya: 
“Saya tidak punya”, sabda Rasulullah: “Maka puasalah dua 
bulan berturut-turut”, jawabnya: “Saya tidak sanggup”, 
sabda Rasulullah: “Maka beri makan enam puluh orang 
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miskin”, jawabnya: “Saya tidak memiliki harta untuk itu”. 
Kemudian kepada Rasulullah dibawakan sekarung tamar. 
Rasulullah bersabda: “Mana orang yang bertanya tadi?”, 
orang tersebut menjawab: “Saya, di sini, wahai Rasulullah”, 
sabda Rasululklah: “Sedekahkanlah ini”. Orang tersebut 
berkata lagi:”Kepada orang yang paling membutuhkan 
wahai Rasulullah?, Demi Allah yang telah mengutus engkau, 
di daerah pegunungan batu itu tidak ada satu rumah 
tanggapun yang paling membutuhkan kecuali saya”. 
Rasulullah kemudian tertawa, sampai kelihatan gigi 
gerahamnya, kemudian bersabda: “Kalau begitu, kamulah 
yang berhak”. 
 
Dari segi isyaratnya, h }adi>th ini menggambarkan bahwa ‘illah 
lahirnya kewajiban membayar kifarat terhadap orang tersebut 
adalah ijma >‘ yang dilakukannya. Ketika seorang mujtahid 
mengkaji ‘illah kewajiban membayar kifarat tersebut, ia 
menemukan beberapa sifat lain dari perbuatan tersebut, tetapi 
sifat-sifat itu tidak pantas menjadi ‘illah adanya kewajiban 
tersebut. Misalnya, karena ia seorang Arab Badui; sifat ini tidak 
tepat menjadi ‘illah karena penetapan hukum bersifat umum, 
tanpa membedakan antara satu orang dengan orang lain karena 
suku atau ras atau status sosialnya, kecuali ada dalil lain yang 
menentukannya.  
 
D.  Macam-Macam Qiya >s 
Macam-macam qiya >s dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu 
dari segi kejelasan, kekuatan, penyebutan, keserasian ‘illah, dan 
dari segi metode penemuan ‘illah-nya. 
Seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, dari segi 
perbandingan antara ‘illat yang terdapat pada ashal (pokok tempat 
meng-qiya >s-kan) dan yang terdapat pada cabang, qiya >s dibagi 
menjadi tiga macam: 
1. Qiya>s Awla, yaitu bahwa ‘illat yang terdapat pada far’u (cabang) 
lebih utama daripada ‘illat yang terdapat pada ashal (pokok). 
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Maksudnya, ialah qiya >s yang ‘illah-nya pada al-far’u lebih kuat 
dibandingkan dengan al-ashl, sehingga penerapan hukum yang 
terdapat pada al-ashl lebih utama diterapkan pada al-far’u. 
Misalnya, meng-qiya >s-kan hukum haram memukul kedua 
orang tua kepada hukum haram mengatakan “Ah” yang 
terdapat dalam firman Allah : 
…اَلَف  ْلُقَت اَمُهَل  ٍفُأ….. 
Artinya: “maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 
kepada keduanya perkataan “ah”.  
 
‘Illah larangan mengatakan “Ah” kepada kedua orang tua 
yang terdapat pada ayat diatas, yang kedudukannya sebagai al-
ashl adalah menyakiti. Namun, tindakan memukul yang dalam hal 
ini adalah cabang (far’u) lebih menyakiti orang tua sehingga 
hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan 
“Ah” yang ada pada ashal. 
2. Qiya>s Musawi, yaitu qiya >s dimana ‘illat yang terdapat pada 
cabang (far’u) sama bobotnya dengan bobot ‘illat yang terdapat 
pada ashal (pokok), sehingga hukumnya juga sama pada al-ash 
dan al-far’u. Misalnya, ‘illat hukum haram membakar cabang 
sama bobot ‘illat haramnya dengan tindakan memakan harta 
anak yatim yang diharamkan dalam ayat: 
 َنِإ  َنيِذ َلا َنوُلُكْأَي  َلاَوْمَأ َٰىَماَتَيْلا اًمْلُظ اَم َنِإ  َنوُلُكْأَي يِف  ْمِهِنوُطُب اًراَن   ۖ 
َنْوَلْصَيَسَو اًريِعَس 
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta 
anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api 
sepenuh perutnya dan mereka akan masukke dalam api yang 
menyala-nyala (neraka).”  
 
Karena tindakan tersebut sama-sama melenyapkan harta 
anak yatim. 
3. Qiya >s al-Adna, yaitu qiya >s dimana ‘illat yang terdapat pada 
far’u (cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ‘illat 
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yang terdapat dalam ashal (pokok). Meskipun ‘illah hukumnya 
lebih lemah, namun ketentuan hukumnya yang terdapat pada 
al-ashl tetap memenuhi syarat untuk diterapkan pada al-far’u. 
Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman 
keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang 
terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam 
ayat: 
اَي اَهُّ يَأ َنيِذ َلا اوُنَمآ اَم َنِإ ُرْمَخْلا ُرِسْيَمْلاَو ُباَصْنَأْلاَو ُماَلْزَأْلاَو  سْجِر  ْنِم 
ِلَمَع ِناَطْي َشلا ُهوُبِنَتْجاَف ْمُك َلَعَل  َنوُحِلْفُت 
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 
termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”  
 
Meskipun pada ashal dan cabang sama-sama terdapat sifat 
memabukkan sehingga dapat diberlakukan qiya >s. Contoh lainnya, 
menahan harta anak yatim secara ketat, sehingga mereka 
menderita kelaparan ketika masih kecil, meskipun tidak dengan 
tujuan memilikinya, melainkan akan menyerahkannya ketika 
mereka telah dewasa, adalah merugikan anak yatim, meskipun 
‘illah-nya lebih lemah dibandingkan dengan ‘illah larangan 
memakan atau memiliki harta anak yatim secara penuh yang 
terdapat pada al-ashl, sebagaimana pada contoh tingkatan kedua 
di atas. 
Sedangkan dilihat dari segi jelas atau tidak jelasnya ‘illat 
sebagai landasan hukum, seperti dikemukakan Wahbah az-
Zuhaili, qiya >s dapat dibagi dua: 
1. Qiya>s Jali ><, yaitu qiya >s yang didasarkan atas ‘illat yang 
ditegaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, atau tidak 
disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi 
berdasarkan penelitian, kuat dugaan bahwa tidak ada ‘illat-nya. 
Misalnya, menqiya >skan memukul dua orang tua kepada 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
Qiya >S Sebagai Sumber Hukum Islam  | 99 
 
larangan mengatakan “Ah” seperti dalam contoh qiya >s awla 
dan qiya >s musawi dalam pembagian pertama di atas tadi. 
2. Qiya>s Khafi >, yaitu qiya >s yang didasarkan atas ‘illat yang 
diistinba>t }kan (ditarik) dari hukum ashal. Misalnya, 
menqiya >skan pembunuhan dengan memakai benda tumpul 
kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya 
persamaan ‘illat yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan 
pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat 
pada pembunuhan dengan benda tajam. 
Selanjutnya tingkatan ‘illah ditinjau dari segi disebutkannya 
atau tidak disebutkannya, ‘illah tersebut dalam al-ashl, dapat 
dibagi pada dua tingkatan, yaitu: 
1. Qiya >s al-‘illah, yaitu qiya >s yang ‘illah-nya disebutkan secara 
jelas dalam al-ashl. Berdasarkan al-as }l yang ‘illah-nya jelas inilah 
diterapkan hukumnya kepada al-far’u yang juga memiliki ‘illah 
yang sama yang terdapat di dalamnya. Misalnya: ‘illah 
memabukkan pada khamr disebutkan secara jelas dalam al-ashl. 
Berdasarkan hal ini maka perahan kurma yang juga 
memabukkan disamakan hukumnya dengan khamr. 
2. Qiya>s al-Ma’na, yaitu qiya >s yang tidak disebutkan secara jelas 
‘illah-nya dalam al-ashl, tetapi dapat dipahami dengan jelas 
adanya sesuatu yang menurut logika hukum bahwa ia adalah 
‘illah hukum tersebut. ‘illah ini kemudian menjadi dasar untuk 
menetapkan hukum pada al-far’u yang memiliki persamaan dari 
segi ‘illah. Misalnya: larangan memakan harta anak yatim pada 
contoh sebelumnya, meskipun ‘illah-nya tidak disebutkan 
secara jelas, namun dengan mudah dapat dipahami bahwa 
‘illah-nya adalah merugikan anak yatim. Oleh karena itu, 
merusak atau menguasai harta anak yatim juga dilarang, karena 
perbuatan tersebut juga merugikan anak yatim. 
3. Qiya>s asy-Shabh / Kemiripan ( سايق هبشلا ) 
Di antara Qiya >s ada yang dinamakan dengan "Qiya>s asy-Syabh" 
yaitu suatu cabang diragukan antara dua ashl yang berbeda 
hukumnya, dan pada cabang tersebut terdapat kemiripan 
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dengan masing-masing dari kedua ashl tersebut, maka cabang 
tersebut digabungkan dengan salah satu dari kedua ashl 
tersebut yang lebih banyak kemiripannya. 
Contohnya : apakah seorang budak bisa memiliki dalam 
keadaan ia dimiliki dengan diqiya >skan kepada orang merdeka? 
atau dia tidak bisa memiliki dengan diqiya >skan kepada 
binatang ternak?  
Jika kita memperhatikan dua ashl ini, orang yang merdeka 
dan binatang ternak, kita dapati bahwa budak diragukan antara 
keduanya. Dari sisi bahwa ia adalah seorang manusia yang 
berakal, ia diberi ganjaran, diberi siksaan, menikah dan 
menceraikan, yang ini mirip dengan orang merdeka. Dari sisi 
bahwa ia diperjual belikan, digadaikan, diwaqafkan, dihadiahkan, 
dijadikan sebagai warisan, tidak ditinggalkan begitu saja, 
dijaminkan dengan harga dan bisa digunakan, yang hal ini mirip 
dengan binatang ternak. Dan kami telah mendapatkan bahwa 
budak dari sisi penggunaan harta lebih mirip dengan binatang 
ternak maka hukumnya digabungkan dengannya. 
Jenis qiya >s ini adalah lemah jika tidak ada antara cabang dan 
ashl-nya 'illah yang sesuai, hanya saja ia memiliki kemiripan 
dengan ashl-nya dalam kebanyakan hukumnya dengan keadaan 
diselisihi oleh ashl yang lain. 
4. Qiya>s al-'aks/ kebalikan ( سايق سكعلا ) 
Di antara qiya >s ada yang dinamakan dengan "Qiya>s al-'Aks", 
yaitu : penetapan lawan hukum ashl untuk cabangnya, karena 
adanya lawan dari 'illah hukum ashl pada cabang tersebut. Dan 
mereka (para ulama ahli us }u>l, pent) memberi contoh dengan sabda 
Rasululloh shollallohu alaihi wa sallam : 
"يفو عضب مكدحأ ةقدص ". اولاق: اي لوسر هللا ! يتأيأ اندحأ هتوهش 
نوكيو هل اهيف ؟رجأ لاق : "متيأرأ ول اهعضو يف مارح ناكأ هيلع زو؟ر 
كلذكف اذإ اهعضو يف لالحلا ناك هل رجأ" 
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Artinya: "Dan pada persetubuhan salah seorang di antara 
kalian bernilai shodaqoh." Para sahabat berkata : "Wahai 
Rasululloh, apakah salah seorang dari kami menyalurkan 
syahwatnya lalu ia mendapat pahala karenanya?" 
 
Rasululloh bersabda : "Bagaimana menurut kalian jika ia 
menyalurkannya kepada yang haram, bukankah ia akan mendapat 
dosa? Demikian pula jika ia menyalurkannya kepada yang halal, 
maka ia akan mendapat pahala."  
Nabi shollallohu alaihi wa sallam menetapkan untuk cabang 
yaitu persetubuhan yang halal sebagai pembatal hukum ashl yaitu 
persetubuhan yang haram, karena adanya pembatal 'illah hukum 
ashl pada cabang tersebut, ditetapkan pahala untuk cabangnya 
karena ia adalah persetubuhan yang halal, sebagaimana pada ashl-
nya ditetapkan dosa karena ia adalah persetubuhan yang haram. 
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BAB VII 
ISTIH}SA>N 
 
 
 
 
A. Pengertian Istih }sa>n 
Menurut pengertian bahasa Arab, Istih }sa>n adalah menjadikan 
/ menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik 
secara hissy (lahir) dan ma’nawy. Dalam pengertian yang hampir 
sama, al-Sarakhsi memaknai Istih }sa>n sebagai:  
بلط لأا ناسح عابتلال يذلا هبرومأموه  
Artinya: “Berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti 
bagi sesuatu masalah yang diperhitungkan untuk 
dilaksanakan” 
 
Sedangkan menurut istilah diartikan: 
 ُلُْوُدعَْلا ىِف  ِةََلئْسَمْلا  ْنَع  ِْلثِم  ْمَُكلاَم  ِهِب ىِف اَهاَبَْشا ىَِلا  ِِهَفلاَخ  ِهْجَوِل ىَوَْقا  
Artinya: “Berpaling pada sesuatu masalah dari sesuatu 
hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan 
yang lebih kuat.” 
 
Jadi Istih}sa>n adalah berpaling dari qiya >s Khafi> atau dari 
hukum Kulli menuju yang dikecualikan karena ada dalil yang 
lebih kuat. 
Sedangkan menurut istilah ulama Us }u>l terjadi perbedaan 
aspek pandangan dan orientasi terhadap setiap aspeknya. Abdul 
Wahab Khalaf menyebutkan bahwa istih }sa >n adalah proses 
perpindahan sistem berdalil pada padanan hukum yang nampak 
jelas (qiya >s jali>) ke hukum lain yang masih samar (qiya >s khafi >), 
atau perpindahan dari hukum global (kulli) kepada hukum lain 
yang merupakan pengecualian (ististna’i). Beberapa definisi yang 
dikemukakan ulama, antara lain: 
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1. Definisi menurut Wahbah az-Zuhaili ada dua yaitu: 
a.  ُحْيِجَْرت   ساَيِق    يِلَج  َلَعًءَاِنب   لْيَِلد  
Artinya: “Lebih mengunggulkan qiya >s khafi> daripada 
qiya >s jali> berdasarkan alasan tertentu.” 
 
b. َاْنثِتِْسإ  ةََلأْسَمُء   ةَِّيئْزُج  ْنِم   لَْصأ    يِ لُك   ةَّيِضَقَْوأ   ة َّماَع  ًءَاِنب ىَلَع   ليَِلد     صاَخ 
يَِضتْقَي  َكَِلذ  
Artinya: “Mengecualikan hukum kasus tertentu dari 
prinsip hukum atau premis yang bersifat umum, 
berdasarkan alasan tertentu yang menuntut berlakunya 
pengecualian tersebut.” 
 
2. Definisi menurut golongan Hanafiyah : 
a. Al-Bazdawy mendefinisikannya : 
 َوُه  ُلُوَدعْلا  ْنَع  ِبِجْوَم   سَايِق ىَِلإ   ساَيِق   وَْقاى  ُهْنِم  َوُهَْوا  ُصيِصَْحت   َسايِق 
  لْيَِلِدب   ىوَْقأ  ُهْنِم 
Artinya: “Berpindah dari suatu hasil qiya >s kepada qiya >s 
yang lebih kuat, mentakhsiskan qiya >s dengan dalil yang 
lebih kuat daripadanya. 
 
b. An-Nasafy mendefinisikannya: 
 َعْلاَوُه ُلُْود  ْنَع   سَايِق ىَِلإ   سَايِق   ىوَْقا  ُهْنِم   لْيَِلدَوُهَْوا  ُضِرُْعي  ُساَيِقْلا   يِ لَجْلا 
Artinya: “Berpindah dari suatu qiya >s ke qiya >s lain yang 
lebit kuat, atau suatu dalil yang bertentangan dengan 
qiya >s jaly (nyata).” 
 
c. Al-Karkhy mendefinisikannya: 
 َوُه  َلِدَْعيَْنا  ُناَسْن َِلَا  َْنا  َمُكَْحي ىِف   ةََلئْسَم   ْلثِِمب اَم  َمَكَح   هِب َىِلااَهِِرئاََظنِل 
  هِفَلاِخ   هْجَوِل ىَِضتَْقي  ُلُْوَدعْلا  ِنَع  ِل ََّوْلأا 
Artinya: “Seorang mujtahid beralih dari hukum suatu 
masalah yang sama hukumnya berdasarkan metode 
qiya >s, kepada hukum lain yang berbeda, karena ada 
faktor yang lebih kuat yang menuntut adanya pengalihan 
tersebut dari hukum yang pertama”. 
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3. Definisi menurut golongan Malikiyah: 
a. Ibnul Araby mendefinisikannya: 
 ِكَْرتُرَاثْيِا   َضتْقُم  ِلْيِلَّدلا   لَعى  ِقيِرَط  ِءَاْنِثتْس ِْلَا  ِصْيِخْرَّتلاَو   ةَضَراَعُمِل 
 ُضِراَُعياَم   هِب ىِف  ِضَْعب   ِهتَايََضتْقُم 
Artinya: “Mendahulukan ditinggalkannya tuntutan dalil, 
menurut jalan pengecualian (istisna) dan keringanan 
karena bertentangannya di dalam sebagian yang 
dituntutnya.” 
 
b. Asy Syathiby mendefinisikannya: 
 ُلََمعْلاَوُه   وَْقأِبى  ِنَْيليِلَّدلا  ُموُُمَعلاَف َاِذا  َتْسا ُسَايِقْلاَو َّرَم  َدَرَْطاَاِذا  َِّنإَف 
 ًةَفِْينَحَاَبأَواًكِلاَم  ِنَايََري  ُصْيِصَْخت  ِموُُمعْلا  ِ  َيِأب   ليَِلد  َناَك  َنِمُءَاْنِثتْس ِْلْاَو 
 ِساَيِقْلا  ِ  َيِأب   ليَِلد  َناَك 
Artinya: “Mengamalkan satu dalil terkuat dari dua dalil. 
Maka umum yang berlaku umum dan qiya >s yang berlaku 
umum, sesungguhnya baik Malik maupun Abu Hanifah 
sama berpendapat ditakhsiskannya yang umum dengan 
dalil apa saja dan dikecualikannya dari qiya >s dengan 
dalil apa saja.” 
 
c. Ibnu Rusyd mendefinisikannya: 
 ُحْرَطَوُه  ِساَيِقْلا   ذَّلاى ى ِ دَُؤي ىَِلإ  ِ  يِوْلُع  ِمْكُحْلا   َةَغلاَبُمَو  ِهْيِف ىَِلإ   مْكُح 
  اىِفَرَخ   حِضْوَم  ْىَِضتَْقي  َْنأ   ْنَثتَْسيى  ْنِمَو  
 ذ َكِل  ِساَيِقْلا 
Artinya: “Menyisihkan qiya >s yang membawa kepada 
hukum yang berlebih-lebihan, berpindah kepada wadah 
yang menuntut dikecualikannya qiya >s.” 
 
4. Definisi menurut golongan Hanabilah: 
a. Ath Thufy dalam Mukhtasharnya mendefinisikan: 
  فْيِرَْعُتدَوَْجأ  ِناَسِْحتْس ِْلاِل  ُهََّنا  ُْوُدعْلا ُل  ِمكُِحب  ِةََلئْسَمْلا   ليَِلدِلاَهِريَِظن    يِعْرَش 
  صاَخ 
Artinya: “Definisi istih }sa>n yang terbaik ialah 
memindahkan ketentuan hukum suatu masalah dari 
bandingannya, karena dalil syara’ yang khas.” 
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b. Ibnu Quddamah dalam kitabnya Raudhatunnazhir 
mendefinisikan: 
1)  ُلُْوَدعَْلا  ِمْكُِحب  ِةََلئْسَمْلا  ْنَع   ليَِلدِلاَهِِرياََظن    صاَخ  ْنِم   بَاتِك   ةَّنُسَْوأ   
Artinya: “Memindahkan ketentuan hukum suatu 
masalah dari bandingannya karena adanya dalil khusus 
baik Kitab maupun Sunnah.” 
 
2)  َْحتَْسياَم ُُهنِس  ِهِلْقَِعُبدَِهتْجُمْلا      
Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh mujtahid 
menurut akalnya.” 
 
3)   لْيَِلد  ُحَِدقْنَي ىِف  ِسَْفن  ِدَِهتْجُمْلا  َلَ َىلَعُرِدْقَي  ُهْنَعِرِيبْعَّتلا    
Artinya: “Suatu dalil yang cacat dalam pandangan 
mujtahid yang tak bisa diungkapkan daripadanya.” 
 
B. Macam - Macam Istih}sa>n 
Dari definisi-definisi di atas, secara sederhana dapat 
dikatakan, pada hakikatnya istih}sa>n terdiri dari dua macam yaitu: 
istih }sa>n qiya>si dan istih }sa>n istisna’i. 
1. Istih }sa>n Qiya>si 
Istih }sa>n qiya>si ialah suatu bentuk pengalihan hukum dari 
ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiya>s jali > kepada 
ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiya>s khafi >, karena 
adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum 
tersebut. Alasan kuat yang dimaksudkan disini adalah 
kemaslahatan.  
Contoh istih}sa>n qiya>si :  
Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah pertanian 
untuk kepentingan umum, maka berdasarkan istih }sa>n yang 
diwakafkannya itu termasuk hak pengairan, hak membuat saluran 
air di atas tanah itu, dan bentuk-bentuk lainnya yang berkaitan 
dengan tanah tersebut. 
Apabila ketentuan wakaf ditetapkan berdasarkan qiya>s jali > 
kepada transaksi jual beli, maka hak-hak tersebut tidak ikut 
beralih kepada penerima wakaf. Sebab dalam jual beli, yang 
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penting ialah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. 
Akan tetapi, karena alasan kemaslahatan, maka hak-hak tersebut 
ikut berpindah kepada penerima wakaf, yaitu dengan cara 
mengqiya >skan wakaf itu kepada transaksi sewa-menyewa. 
Dalam transaksi sewa-menyewa yang penting ialah 
pemindahan hak memperoleh manfaat dari pemilik hak kepada 
penyewa. ‘Illah yang sama ditemukan dalam hal wakaf, meskipun 
bentuk ‘illah tersebut bersifat khafi > (tersembunyi). Yang penting 
pada wakaf ialah agar barang yang diwakafkan itu dapat 
dimanfaatkan. Tanah pertanian baru dapat dimanfaatkan secara 
baik jika di dalamnya terdapat pengairan yang baik. Hak manfaat 
yang menjadi tujuan wakaf tidak tercapai, jika transaksi wakaf 
tanah pertanian tersebut diqiya >skan kepada jual beli, melalui qiya>s 
jali >. Sebab, pada jual beli yang diutamakan pemindahan hak milik, 
bukan hak manfaat. Karena itulah transaksi wakaf diqiya >skan 
kepada sewa-menyewa, dimana tujuannya sama dengan wakaf, 
yaitu hak manfaat. Pengalihan hukum dari yang berdasarkan qiya>s 
jali > kepada hukum yang didasarkan kepada qiya>s khafi > tersebut 
karena ada alasan yang kuat, yaitu tujuan kemaslahatan wakaf 
untuk memanfaatkan tanah pertanian. 
2. Istih }sa>n Istisna’i 
Istih }sa>n istisna’i ialah qiya>s dalam bentuk pengecualian dari 
ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, 
kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Istih}sa>n 
istisna’i dibagi menjadi beberapa macam sebagai berikut: 
a. Istih }sa>n berdasarkan Nash 
Istih }sa>n berdasarkan Nas }ialah pengalihan hukum dari ketentuan 
yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualia, 
karena ada nas }yang mengecualikannya, baik nas }tersebut al-
Qur’an maupun Sunnah. 
Contoh: tidak batalnya puasa orang yang makan atau minum 
karena lupa, padahal menurut ketentuan umum, makan atau 
minum membatalkan puasa. Nyatanya ketentuan umum 
tersebut dikecualikan berdasarkan h }adi>th: 
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 ْنَع ِيَبأ  َةَرْيَرُه  َيِضَر  ُهللا  ُهْنَع  ََلق  ََلق  ِهللُلَوُسَر ىَّلَص  ُهللا  ِهيَلَع  َمَّلَسَو  ْنَم 
 َيَِسن  َوُهَو   ِمئاَص  َلََكأَف  َبِرَشَْوأ  َّمُِتيَْلف  ُهَمْوَص اَمَِّنإَف  ُهََمعَْطأ  ُهللا  ُهاَقَسَو 
Artinya: “Dari Abu Hurairah, katanya, Rasulullah bersabda: 
‘Barangsiapa yang lupa sedang ia berpuasa, kemudian ia 
makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan 
puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang memberi 
makan dan minum kepadanya’.” 
 
b. Istih }sa>n berlandaskan ijma >‘ 
Istih }sa>n berlandaskan ijma>‘ ialah pengalihan hukum dari 
ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk 
pengecualian, karena ada ketentuan ijma>‘ yang 
mengecualikannya. 
Contoh: ketika seseorang bertransaksi dengan pengrajin untuk 
dibuatkan barang dengan harga tertentu, padahal menurut 
ketentuan umum jual beli, dilarang melakukan transaksi 
terhadap barang yang belum ada. Rasulullah bersabda : 
 ْعَِبتَلَ اَم  َسْيَل  ََكدْنِع  
Artinya: “Jangan jual belikan sesuatu yang belum ada 
padamu.” 
 
Berdasarkan h }adi>th di atas, seharausnya transaksi tersebut 
batal, karena ketika transaksi berlangsung, objek transaksinya 
belum ada. Akan tetapi, transaksi tersebut boleh dilakukan, 
karena sejak dahulu praktik tersebut terus berlangsung, tanpa 
ada larangan dari seorang ulama pun. Sikap ulama tersebut 
dipandang sebagai ijma >‘, demi memelihara kebutuhan 
masyarakat dan menghindarkan kesulitan yang akan timbul 
jika transaksi tersebut dilarang. 
c. Istih }sa>n berdasarkan ‘urf 
Istih }sa>n berdasarkan ‘urf ialah pengecualian hukum dari prinsip 
syariah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. 
Contoh: boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku 
dan pekakas alat memasak. Menurut ketentuan umum 
perwakafan, seperti dikemukakan Abdul- Karim Zaidin, wakaf 
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hanya dibolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan 
berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Dasar kebolehan 
mewakafkan benda bergerak itu hanya adat kebiasaan di 
berbagai negeri yang membolehkan praktik wakaf tersebut.  
d. Istih }sa>n berdasarkan ad-D }aru >rah 
Istih }sa>n berdasarkan ad-D }aru >rah ialah suatu keadaan darurat yang 
mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan qiya >s 
yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi 
kebutuhan mengatasi keadaan darurat. 
Contoh: menghukumkan sucinya air sumur atau kolam air yang 
kejatuhan najis dengan cara menguras airnya. Menurut 
ketentuan umum, tidak mungkin mensucikan air sumur atau 
kolam hanya dengan mengurasnya. Sebab, ketika air sedang 
dikuras, mata air akan terus mengeluarkan air yang kemudian 
akan bercampur dengan air yang bernajis. Demikian juga 
dengan alat pengurasnya (timba atau mesin pompa air) ketika 
bekerja, air yang bernajis akan mengotori alat tersebut, sehingga 
air akan tetap bernajis. Akan tetapi, demi kebutuhan 
menghadapi keadaan darurat, berdasarkan istih}sa>n, air sumur 
atau kolam dipandang suci setelah dikuras. 
e. Istih }sa>n berdasarkan mas }lah}ah mursalah 
Istih }sa>n berdasarkan mas }lah}ah mursalah ialah mengecualikan 
ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan 
kemaslahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang 
memenuhi prinsip kemaslahatan.  
Contoh: menetapkan hukum sahnya wasiat yang ditujukan 
untuk keperluan yang baik, dari orang yang berada di bawah 
pengampunan, baik karena ia kurang akal maupun karena 
berperilaku boros. Menurut ketentuan umum, tindakan hukum 
terhadap harta dari orang yang di bawah pengampuan tidak 
sah, karena akan mengabaikan kepentingannya terhadap 
hartanya, dimana tujuan pengampuan itu sendiri adalah untuk 
memelihara hartanya. Akan tetapi, demi kemaslahatan, wasiat 
orang tersebut dipandang sah. Sebab, dengan memberlakukan 
hukum sah wasiatnya yang ditujukan untuk kebaikan, maka 
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hartanya akan tetap terpelihara. Apalagi mengingat bahwa 
hukum berlakunya wasiat adalah setelah ia wafat, tentu hal itu 
tidak menganggu kepentingan orang yang berwasiat tersebut. 
Oleh karena itu, ketentuan umum yang berlaku dalam tasharruf 
orang yang di bawah pengampuan dikecualikan khusus yang 
berkaitan dengan wasiat. 
 
C. Kehujjahan Istih }sa >n 
Ada tiga mazhab yang menggunakan istih}sa>n, yaitu Jumhu >r 
Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah yang berpendapat bahwa 
istih }sa>n merupakan salah satu dalil syara’ yang menetapkan 
hukum yang mengimbangi hasil qiya >s, dan umum nash. 
Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa ia bukanlah dalil 
syara’ melainkan menurut rasa dan mencari yang enak serta 
memperlakukan penetapan hukum dengan hawa nafsu dan 
pendapat akal untuk mengimbangi hasil dari dalil syara’. 
Golongan al Syafi’i tidak mengakui adanya istih }sa>n, dan mereka 
bentul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinba>t } 
hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan 
diinformasikan bahwa dalam menolak kehujjahannya sebagai dalil 
syara’, Imam asy-Syafi’i berkata: ”Barang siapa yang 
menggunakan Istih }sa>n berarti ia telah menetapkan hukun syara’ 
sendiri.” Beliau juga berkata :”Segala urusan itu telah diatur oleh 
Allah SWT, setidaknya ada yang menyerupainya sehingga 
dibolehkan menggunakan qiya >s, namun tidak dibolehkan 
menggunakan Istih }sa>n. 
Ulama Hanabilah, Hanafiyah, dan Malikiyyah yang 
menggunakan Istih }sa>n sebagai dalil syara’ mengemukakan banyak 
argumen, di antaranya adalah sebagai berikut: 
1. Menggunakan Istih }sa>n berarti mencari yang mudah dan 
meninggalkan yang sulit, sesuai dengan firman Allah pada 
surah al-Baqarah (2): 185 ; 
 ُديُِري  ُهللا  ُمُِكب  ُديُِريَلََوَرُْسيْلا  ُمُِكب  َرُْسعْلا 
Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu” 
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2. Firman Allah pada surah az-Zumar (39): 55 ; 
  ُوِعبَّتاَوا  َنَسَْحأ   اَم َلِزُْنأ مُكْيَِلإ ن ِ م مُِك ب َّر ن ِ م  ِلْبَق َنأ  َيِْتَأي ُمُك  ُبَاَذعْلا  ًَةتَْغب  ُْمتَْنأَو  َلَ 
 َنوُُرعَْشت 
Artinya: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan 
kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu 
dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.” 
 
3. Firman Allah pada surah az-Zumar (39) : 18 ; 
 َنيِذَّلا  َنُوعَِمتَْسي  َلوَقْلا  َنُوِعبَّ َتيَف  ُهَنَسَْحأ   ۗ    لُوأ َِكئ  َنيِذَّلا  ُمُهَادَه  ُهللا    لُوأَو َِكئ  ْمُه 
ُولُوأ  ِبَابَْلْلأا 
Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 
yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang 
yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-
orang yang mempunyai akal.” 
 
Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita 
untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa 
ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan 
perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa 
istih }sa>n adalah hujjah. 
4. Ucapan Abdullah bin Mas’ud: 
  اَراََمف ُه  ْوُمِلْسُمْلا َن ًانَسَح  َوَُهف  ِهللَادْنِع   نَسَح 
Artinya: “Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, 
maka ia dipandang baik oleh Allah.” 
 
Contoh istih}sa>n menurut Mazhab Hanafi : bila seorang 
mewaqafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk yang 
diwaqafkannya itu hak pengairannya, hak membuat saluran air di 
atas tanah itu dan sebagainya. Hal ini ditetapkan berdasarkan 
istih }sa>n. 
Sementara itu, ulama Syafi’iyyah, Dhohiriyah, Mu’tazilah 
dan Syi’ah yang menolak kehujjahan istih }sa>n sebagai berikut: 
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1. Firman Allah pada surah al-Ma’idah (5): 49 ; 
 َِنأَو  ْمُكْحا  ْمَُهنَْيب   اَِمب  َلَزَنأ  ُهللا  َلََو  ِْعبَّ َتت   اَوَْهأ ْمُهَء 
Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di 
antara mereka menurut yang diturunkan Allah, dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa tidak boleh menetapkan 
hukum kecuali berdasarkan nash, dan dilarang mengikuti hawa 
nafsu. Sedangkan pengambilan hukum berdasarkan hawa nafsu 
adalah batil. 
2. Rasulullah tidak pernah berfatwa menggunakan istih }sa >n, 
melainkan beliau bersabar menunggu datangnya wahyu. 
Padahal jika beliau mau berfatwa berdasarkan istih }sa>n tentu 
tidak akan ada kesalahan, karena Rasulullah tidak berbicara 
berdasarkan hawa nafsu. 
3. Firman Allah pada surah an-Nahl (16) : 44 ; 
  نِ َيبْلاِب ِت  ُِرب  زلاَو   ۗ   اَنْلَزَنأَو  َكيَِلإ  َرْك ِ ذلا  َنِ يَُبتِل  ِساَّنلِل  َل ِ ُزناَم  ْمِهْيَِلإ  ْمُهََّلَعلَو 
 َنوُرََّكَفتَي 
Artinya: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. 
Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu 
menerangkan kepada umat manusia apa yang telah 
diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 
memikirkan.” 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa di samping al-Qur’an ada 
Sunnah Rasulullah untuk menjelaskan dan memerinci hukum-
hukum yang terkandung dalam al-Qur’an sehingga menjadi 
lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum, sehingga 
tidak lagi memerlukan istih }sa>n yang merupakan kesimpulan 
pribadi. 
4. Firman Allah pada surah al-An’am (6) : 38; 
اَمَو  ْنِم   َاد  ةَّب يِف  ِضَْرْلأا  َلََو    ط  ِرئ  ُريَِطي اَنَِجب  ِهْيَح   َِّلَإ   مَُمأ  ْمُُكلَاثَْمأ   ۗ 
اَنْط ََّرفا َّم يِف   تِكْلا ِب  ْنِم   ءيَش   ۗ  َُّمث ىَِلإ  ْمِِه بَر  َنوُرَشُْحي 
Artinya: “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi 
dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, 
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melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan 
sesuatu pun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah 
mereka dihimpunkan.” 
 
Ayat di atas menegaskan kesempurnaan al-Qur’an untuk 
menjawab segala sesuatu. 
5. Firman Allah pada surah al-Qiyamah: 36; 
 ُبَسَْحَيأ  ُناَسْن ِْلَا  َْنا  َكُْرتَي َىدُس  
Artinya: “Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan 
begitu saja tanpa pertanggung jawaban” 
 
Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah tidak akan 
menciptakan manusia tanpa perangkat aturan baik berupa 
perintah, larangan maupun penjelasannya. Perangkat aturan 
seperti ini sudah termaktub dalam al-Qur’an maupun Sunnah, 
baik secara tersurat berupa teks maupun tersirat berupa beberapa 
indikasi. Karenanya, jika ada orang menganggap istih }sa>n sebagai 
dalil berarti ia menganggap dirinya dibiarkan Allah tidak 
mempunyai perangkat aturan, sehingga harus mengadopsi dalil 
dari luar. 
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BAB VIII 
MAS}LAH}AH  
 
 
 
A. Definisi Mas}lah }ah 
Secara etimologi, mas{lah{ah berarti manfaat atau suatu 
pekerjaan yang mengandung manfaat. Dalam arti umum, 
maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, 
baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan 
(kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan 
kerusakan. 
Adapun mas {lah{ah  secara definitif, para ulama ahli ushul fiqh 
mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut : 
1. Al-Ghazali 
ةحلصملاامأ يهف ةرابع ىف لصلأا نع بلج ةعفنم وا عفد ةرضم ,انسلو 
ينعن هب كلاذ ,نإف بلج ةعفنملا قلخلادصاقم ,حلاصو قلخلا يف ليصحت 
مهدصاقم .ينعنانكل ةحلصملاب ىلعةظفاحملا دوصقم عرشلا. دوصقمو 
عرشلا نم قلخلا ةسمخ ,وهو نأ ظفحي مهيلع مهنيد مهسفنو مهلسنومهلقعو 
مهلامو .لكف نمضتيام ظفح هذه لوصلأا ةسمخلا وهف ةحلصم لكو 
هذهتوفيام لوصلأا وهف ةدسفم اهعفدو ةحلصم. 
Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik 
manfaat dan menolak bahaya, tetapi bukan itu yang kami maksud; 
sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan 
makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud 
dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan 
maslahat ialah memelihara tujuan syara', dan tujuan syara’ dari 
makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan,  dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya 
memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang 
menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan 
menolaknya disebut maslahat.” 
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Jadi yang dimaksud maslahah menurut al-Ghazali adalah 
meraih manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka 
memelihara tujuan syara' (agama, jiwa, akal, keturunan dan 
harta).Dengan kata lain, meraih manfaat atau menolak 
kemadaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi 
manusia tanpa mempertimbangkan tujuan syara' disebut al-
mafsadah. 
2. Al-Syaukani 
ةحلصملا :ةظفاحملا ىلع دوصقم عرشلا عفدب لادسافم نع قلخلا 
Memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kerusakan 
dari manusia. 
 
Beberapa ulama ushul fiqh menilai definisi yang 
dikemukakan di atas lebih sempit dari yang pertama, sebab ia 
hanya memandang dari satu sisi (mafsadah), padahal sebagaimana 
telah disebutkan bahwa, kemaslahatan itu mempunyai sisi lain 
yang lebih penting, yaitu meraih manfaat. Akan tetapi telah 
dijelaskan oleh Mustafa Zaid, walaupun ia tidak menjelaskan sisi 
yang kedua tersebut. Definisinya tidak perlu dinilai sebagai 
sesuatu yang fatal. Sebab dengan menyebut sisi yang pertama, 
secara langsung dapat difahami sisi yang kedua. Kedua meraih 
manfaat dan menghindarkan mafsadah tidak dapat dipisahkan, 
ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. 
3. Al-Sha>t }ibi> 
ام مهف هتياعر يف حق قلخلا نم بلج حلاصملا ءردو دسافملا يلع هجو 
لقتسيلا لقعلا هكردب يلع لاح فٳملاذ دهشي عرشلا رابتعاب كلذ ينعملا لب 
هدري ناك ادودرم قافتاب نيملسملا. 
Sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba 
dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan 
yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata-
mata. Jika syara' tidak memberikan pengakuan terhadapnya, bahkan 
menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagi 
kemaslahatan. 
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Dari beberapa definisi di atas, menurut penulis terdapat 
beberapa persamaan, yaitu : 
a. Mereka mensyaratkan adanya kaitan antara al-maslahah dan 
tujuan Syari', sehingga tidak boleh maslahah itu hanya 
didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka. 
b. Maslahah mengandung dua unsur, yaitu meraih manfaat dan 
menghindari kemadaratan. 
 
B. Macam-Macam Mas }lah}ah 
Mengenai pembagian maslahah itu sendiri, para ahli ushul 
fiqh membagi maslahah menjadi beberapa macam, yaitu : 
1. Dilihat dari segi kandungan maslahah 
a. Maslahah al-'Ammah, yaitu kemaslahatan yang menyangkut 
kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama' 
membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat 
merusak akidah umat. 
b. Maslahah al-Khassah, yaitu kemaslahatan pribadi, dan ini 
sangat jarang sekali. Misalnya, kemaslahatan yang berkaitan 
dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang 
dinyatakan hilag (mafqud). 
2. Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara'  
a. Maslahah al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung 
oleh syara'. Misalnya, hukuman orang yang meminum 
khamr dalam hadis dipahami secara berlainan oleh para 
ulama' fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang 
dipergunakan Rasulullah ketika melaksanakan hukuman 
bagi orang yang meminum khamr. 
b. Maslahah al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh 
syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. 
Misalnya, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-
turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan 
seksual di siang hari pada bulan Ramadan. Para ulama' 
memandang bahwa hukuman ini bertentangan dengan 
syara', karena hukuman itu harus ditetapkan secara 
berurutan.  
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c. Maslahahal-Mursalah, yaitu maslahah di mana nash tidak 
memerintahkan maupun melarangnya. Misalanya, Abu 
Bakar mengumpulkan al-Qur'an yang dikenal dengan jam'ul 
Qur'an. 
3. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan 
a. Mas }lah}ah al-D }aru >riyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan 
dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan 
akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-
apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Lima 
prinsip itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, 
dan harta. 
b. Mas }lah}ah al-H }a>jjiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan 
dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok yang berbentuk 
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 
kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, meringkas shalat, 
jual beli pesanan, dan lain sebagainya. 
c. Mas }lah}ah al-Tah }si >niyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya 
pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi 
kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, makan makanan yang 
bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah sunnah 
sebagai amalan tambahan, dan lain sebagainya. 
4. Dilihat dari segi berubah dan tidaknya maslahah 
a. Maslahah al-Tha>bitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap 
tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, melaksanakan 
shalat fardhu, zakat, dan lain sebagainya. 
b. Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang 
berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan 
subyek hukum. Misalnya, dalam masalah makanan yang 
berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. 
Adapun fungsi dari metode maslahah dalam menggali 
sebuah hukum menurut Abdul Mun'im dalam bukunya Hukum 
Manusia Sebagai Hukum Tuhan adalah sebagai instrumen untuk 
memahami nalar prioritas dalam hukum Islam, sebagai 
pertimbangan dalam memilih rujukan dalil dalam kasus yang 
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terdapat lebih dari satu dalil, dan sebagai pertimbangan dalam 
memilih dalil yang bertentangan. 
 
C. Kemungkinan Pertentangan Mas}lah}ah dengan Sumber 
Wahyu, dan Kemungkinan Bekerjasama dengan Ilmu-Ilmu 
Lain. 
Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun 
di akhirat.Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan 
yang rahmatan lil’alamin. Bahkan al-Syatibi dalam al-Muwafaqat 
menegaskan: 
مولعمو نا ةعيرشلا امنا تعضو حلاصمل قلخلا قلاطاب 
“Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan atau 
diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk 
secara mutlak”. 
 
Dalam ungkapan yang lain Yusuf Qardawi menyatakan: 
امنيا تناك ةحلصملا مثف مكح هللا 
“Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah”. 
 
Apabila terjadi pertentangan antara mas }lah}ah dengan nash 
menurut lahirnya sebenarnya mas }lah}ah sekali-kali tidak 
berlawanan dalam keadaan ikhtiar dengan nash-nash qat}'iy, baik 
qat}'iy thubu >t-nya maupun qat}'iy dala >lah-nya. Hanya mungkin ada 
pertentangan di waktu darurat dan pada masa itu tentulah kita 
mempergunakan hukum darurat. 
Sebagian ulama' berpendapat bahwa kalau terjadi 
pertentangan antara mas}lah}ah dengan nash, maka mereka 
mentakhsis nash dengan mas }lah}ah itu. Misalnya, ulama'-ulama' 
Syafi'iyah membolehkan orang memotong duri dari cabang-
cabang kayu yang berduri di tanah haram untuk menghindari 
gangguan. Mereka mengecualikan daripada sabda Nabi yang 
tidak membolehkan seseorang memotong duri dari pohon yang 
tumbuh di tanah haram. 
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Agar mas}lah }ah mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam 
menetapkan hukum Islam maka para Imam Mujtahid, di 
antaranya Imam al-Ghazali, al-Syatibi dan al-Tufi membuat 
persyaratan dan ruang lingkup operasional mas}lah}ah mursalah. 
Persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun 
ruang lingkup operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang 
sama sebagaimana terlihat dalam bahasan di bawah ini. 
Al-Ghazali membuat batasan operasional mas }lah}ah mursalah 
untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum 
Islam; pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan 
penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta 
dan keturunan atau kehormatan. Kedua, maslahat tersebut tidak 
boleh bertentangan dengan al-Qur’an, al-Sunnah dan ijma’. Ketiga, 
maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajjiyah 
(sekunder) yang setingkat dengan daruriyah. Keempat, 
kemaslahatannya harus berstatus qat}’i >y atau zann yang mendekati 
qat}’i >y. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, 
harus bersifat qat }’i >yyah, d }aruriyah,dan kulliyah. 
Al-Ghazali memandang bahwa maslahat hajiyat dan tahsiniyat 
tidak dapat dijadikan h}ujjah (dalil) dalam menetapkan hukum 
Islam, kecuali hajjiyat yang menempati level daruriyat. 
Dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, nampak bahwa 
al-Ghazali memandang istis}lah} bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 
Ia menyatakan: 
نيبتو نأ حلاصتسلإا سيل لاصا اسماخ هسأرب لب نم حلصتسا دقف عرش. 
“Nampak jelas bahwa istishlah bukanlah  dalil kelima yang berdiri 
sendiri. Bahkan barang siapa menjadikan istislah sebagai dalil 
(yang berdiri sendiri), berarti ia telah membuat-buat hukum Islam 
berdasarkan nafsunya. 
 
Norma hukum yang dikandung nas }s }dapat dipastikan 
mewujudkan mas}lah}ah, sehingga tidak ada mas}lah}ah di luar 
petunjuk nas}s }dan oleh karenanya tidak valid pemikiran yang 
menyatakan bahwa mas}lah}ah harus di prioritaskan apabila 
berlawanan dengan nas }s }. Nas}s }menggunakan mas }lah}ah dalam setiap 
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penentuan hukumnya sehingga jika terdapat mas}lah}ah yang 
bertentangan dengan nas }s }maka hal tersebut bukan merupakan 
mas}lah}ah yang hakiki tetapi merupakan mas}lah }ah semu yang hanya 
berlandaskan hawa nafsu. 
Nas}s } hukum Islam itu ada dua macam, yaitu: pertama, nas}s } 
yang spesifik (yang mengandung pesan hukum tentang masalah 
tertentu, baik berupa tuntutan al-‘amr maupun al-nahy yang bersifat 
khusus), seperti Hadis Nabi yang melarang tindakan melamar 
perempuan lajang yang sudah dilamar orang lain, dan tindakan 
menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Ini menunjukkan 
bahwa nas }s }tersebut bersifat spesifik, khusus, dan partikular. 
Kedua, nas }s }yang umum (yang meliputi satuan-satuan partikular 
tak terhingga). Sebagai contoh, hadis Nabi yang melarang 
tindakan jual-beli yang mengandung ghara>r, yakni jual-beli yang 
bersifat spekulatif yang mengandung unsur ketidakpastian dan 
ketidakjelasan, baik menyangkut obyek maupun lainnya. Nas }s} ini 
bersifat umum, universal, dan asasi. 
Sesungguhnya tidak terjadi pertentangan antara nas }s } qat}’iy 
(baik qat}’i thubu >tnya maupun qat}’i dala>lahnya) dengan mas}lah}ah. 
Hanya saja mungkin ada pertentangan di waktu darurat. Jika tidak 
ada hukum darurat, maka tidak ada pertentangan antara nas}s }qat }’i 
dengan mas}lah }ah. Sehingga hukum darurat yang digunakan. 
Mengenai nas }s } z}anni (baik z}anni thubu >tnya maupun dalalahnya) 
sebagian ulama berpendapat adanya kemungkinan terjadi 
pertentangan antara nas }s } z}anni dengan mas }lah}ah. jika terjadi 
pertentangan antar keduanya maka para ulama mentahks }i >s }kan nas }s } 
dengan mas}lah }ah. Ibn al-Arabi berkata: “umum apabila terus 
menerus berlakunya dan qiyas apabila terus menerus 
dipergunakannya, maka imam Malik dan Abu Hanifah 
berpendapat bahwa umum itu dapat dikhususkan dengan dalil 
apa saja, baik merupakan dalil yang z}ahir maupun makna sedang 
imam Malik memandang baik kita mengkhususkan umum dengan 
mas}lah}ah”. 
al-Ghazali berkata: “hal ini jika kita gunakan maka hasilnya 
ialah menggunakan mas}lah}ah untuk mentakhs }i >s }kan yang umum 
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dan hal ini tidak ada yang mengingkarinya”. Sebagai contoh 
misalnya ketika para ulama Shafi’iyah membolehkan memotong 
duri dari cabang-cabang kayu yang berduri di daerah tanah haram 
untuk menghindari gangguan. Mereka mengecualikan Hadis Nabi 
yang melarang memotong duri dari pohon yang tumbuh di daerah 
tanah haram. 
Sesungguhnya nas }s } merupakan parameter bagi suatu 
kemaslahatan sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara 
nas }s } dengan mas}lah }ah. Nas }s } sebagai parameter untuk 
mengidentifikasi dan mengkualisi mas}lah}ah, membedakan mas}lah}ah 
yang d}aru >ri daripada yang tah }sini, serta membedakan mas}lah}ah 
dengan mafsadah. Nas}s } terkadang menjelaskan hukum sesuatu 
secara umum dan tampak kontradiksi dengan mas}lah}ah, namun 
jika kita kaji secara mendalam akan ditemukan banyak integrasi 
antara mas}lah}ah dengan nas }s }. 
Pada dasarnya mas}lah}ah bisa bekerjasama dengan berbagai 
macam ilmu pengetahuan dalam menetapkan suatu hukum. 
Namun, hal tersebut terbatas pada masalah-masalah muamalah, 
bukan pada masalah ibadah. Karena masalah muamalah adalah 
masalah ma’qulat (yang bisa dirasionalkan), sedangkan ibadah 
bukan masalah ma’qulat sehingga akibat yang ditimbulkan 
langsung berhubungan dengan Allah SWT dan merupakan hak 
prerogatif Allah. 
Sebagai contoh, mas}lah}ah bisa bekerjasama dengan ilmu 
kedokteran. Aborsi merupakan hal yang dilarang, namun karena 
terdapat kemaslahatan yang lebih besar dan dengan alasan yang 
tepat maka aborsi diperbolehkan. Para ulama membagi aborsi 
pada tiga tingkatan, yaitu: 
1. Pada usia sebelum 40 hari 
2. Pada usia sebelum 120 hari 
3. Pada usia sesudah 120 hari. 
Batas ini didasarkan pada hadis Nabi yang intinya Nabi 
memberitahukan bahwa janin ditahan sebagai nutfah selama 40 hari, 
sebagai ‘alaqah selama 40 hari selanjutnya, dan menjadi mudhgah 
untuk 40 hari lagi, setelah itu (sekitar 120 hari), penyawaan terjadi. 
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Ijma’ ulama menyatakan bahwa aborsi setelah 120 hari dilarang 
(haram) kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu, merugikan 
anak yang sedang menyusu, dan kemungkinan akan terjadi 
kecacatan pada anak. Sedang aborsi pada usia dibawah 120 hari 
terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut: 
a. Madhhab Hanafi. Aborsi diizinkan sebelum usia 120 hari. 
Namun sebagian memandang aborsi tidak disukai karena 
ketika seorang ibu mengandung maka janin telah berpotensi 
untuk hidup. 
b. Madhhab Maliki. Tidak diizinkan melakukan aborsi meskipun 
belum berusia 40 hari. 
c. Madhhab Shafi’i. Sebagian ulama seperti Ibn al-‘Imad dan al-
Ghazali, melarang aborsi dan sebagian lainnya seperti 
Muhammad Ibn Abi Said mengizinkan sampai usia 80 hari, dan 
sebagian lainnya mengizinkan sampai 120 hari. 
d. Madhhab Hanbali membolehkan sebelum usia 40 hari dan 
melarang setelahnya. 
e. Madhhab Shi’ah dan Zahiri melarang aborsi sama sekali. 
Menurut madhab Zahiri, sebelum usia 120 tidak disamakan 
dengan pembunuhan tapi setelahnya dianggap sebagai 
pembunuhan. 
Sesunguhnya mas}lah}ah mampu bekerjasama dengan ilmu-
ilmu lain, karena pada hakikatnya seluruh ilmu pengetahuan 
mengandung mas }lah}ah. Sebagai contoh misalnya korelasi antara 
ilmu kedokteran dengan mas}lah}ah di atas, di mana karena suatu 
kemaslahatan yang lebih besar bisa menjadikan diperbolehkannya 
aborsi. Mas }lah}ah bisa menjadi dasar diperbolehkannya hal-hal 
yang sebelumnya dilarang dengan beberapa syarat yang telah 
ditentukan. 
 
D. Mas}lah}ah Mursalah 
1. Pengertian Mas}lah}ah Mursalah 
Dari segi bahasa, kata al-mas}lah}ah adalah seperti lafaz } al-
manfaat, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu 
kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-shalah, 
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seperti halnya lafaz }h al-manfaat sama artinya dengan al-naf'u dan 
kata mursalah berarti lepas. 
Al-Mas }lah }ah sebagai dalil hukum mengadung arti bahwa al-
mas}lah}ah menjadi landasan dan tolok ukur dalam penetapan 
hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan 
sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum 
tersebut ditetapkan pada masalah tersebut. 
Gabungan dari dua kata tersebut yaitu Al-mas}lah}ah al-
mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab 
Khalaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada 
ketegasan hukun untuk merealisasikannya dan tidak pula ada 
dalil tertentu tang mendukung maupun yang menolaknya", 
sehingga ia disebut Al-mas}lah}ah al-mursalah (masalah-masalah yang 
lepas dari dalil khusus). 
Mas }lah}ah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mas }lah}ah dan 
mursalah. mas}lah}ah adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang 
mengandung manfaat. Menurut imam al Ghaza >li> (mazhab syafi’i) 
mas}lah}ah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan 
dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’, ia memandang 
bahwa suatu kemaslahatan harus sejala dengan tujuan syara’ 
sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasanya, 
kemaslahatan manusia tidak selamanya dengan tujuan-tujuan 
manusia. Alasanya, kemaslahatan manusia tidak selamanya 
didasarkan kepada kehendak syara, tetapi sering didasarkan 
kepada kehendak hawa nafsu. 
 
Sedangkan mas}lah}ah mursalah : 
وه لك ةحلصم مل ري د يف عرشلا صن  ىلع رابتعا اه وا ونب اهع 
Artinya: “Adalah setiap kemaslahatan yang tidak terdapat 
dalam nas }syariat (AL-Qur’an dan sunnah) dalam mengambil 
pengajaran pada wujud dan macam-macam.” 
 
Al-mas}lah}ah al-mursalah artinya mutlak (umum), menurut 
istilah ulama' us}u>l adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak 
dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' 
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yang menunjukan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia 
disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap 
atau bukti disia-siakan. 
Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali 
untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia; yakni menarik 
suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan 
umat manusia. 
Dengan demikian, Al-mas }lah}ah al-mursalah adalah suatu 
kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak 
ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada 
ketentuan syariat dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang 
menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian 
ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu 
ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau 
untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut 
dinamakan al-mas}lah}ah al-mursalah. Tujuan utama Al-mas}lah}ah al-
mursalah adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari 
kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. 
Di bawah ini akan di bahas beberapa pandangan para ulama 
tentang hakikat dan pengertian al-mashlahah al-mursalah. 
1. Menurut Abu Nur Zuhair, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu 
sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau 
tidaknya oleh syara’.( Muhammad Abu Zuhair, IV : 185) 
2. Menurut Abu Zahrah, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu 
mashlahah yang sesuai   dengan maksud-maksud pembuat 
hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara 
khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah : 221) 
3. Menurut Asy-Syatibi, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu 
masalah yang tidak ada nas }tertentu, tetapi sesuai dengan 
tindakan syara’. 
4. Menurut Imam Malik, al-mashlahah al-mursalah adalah suatu 
mashlahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil 
syara’, yang berfungsi untuk mengghilangkan kesempitan, baik 
yang bersifat dharuriyat (primer) maupun hajjiyat (sekunder).  
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2.  Syarat-syarat Al-Mas}lah }ah Al-Mursalah 
Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan 
dalam memfungsikan Al-Mas }lah}ah Al-Mursalah, yaitu: 
1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat 
yang hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan 
kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa 
dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya 
kemanfaatan tanpa melihat akibat negatif yang ditimbulkannya. 
Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak 
untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan 
lagi ditangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan 
dengan ketentuan syariat yang menegaskan nahwa hak untuk 
menjatuhkan talak berada ditangan suami sebagaimana disebut 
dalam h}adi>tht  
نع نبا ّهنا قلط هتأرما يهو ضئاح  ,ركذف كلذ يبنلل ىلص هللاا عهيل 
ملسو لاقف  :هرم اهعجاريلف يهو رهاط لماحوا (هاور نبا هجام)  
 Artinya: “Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah 
menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, 
hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: 
Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian 
menalaknya dalam kondisi suci atau hamil.” (HR. Ibnu 
Majah) 
 
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa 
kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. 
3. Sesuatu yang dianggap mas }lah}ah itu tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah 
Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma >‘. 
 
3. Objek Mas}lah }ah Murs}ala >h 
Yang menjadi objek al-mashlahah al-mursalah, ialah kejadian 
atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada 
satu pun nas}(Al-Qur’an dan Al-H}adi>th) yang dapat dijadikan 
dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut 
madzhab yang ada dalam fiqh, demikian kenyataan Imam Al-
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Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya mashalihul mursalah 
menerangkan bahwa  al-mashlahah al-mursalah itu sebagai dasar 
untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan 
semacamnya. 
 
4. Alasan Ulama’ Menjadikan Mas}lah }ah Murs }alah  sebagai 
Hujjah 
Jumhu >r Ulama’ kaum Muslimin berpendapat bahwa al-
mas}lah}ah al-mursalah adalah hujah syara’ yang dipakai landasan 
penetapan hukum. Alasan ditaranya ialah: 
1. Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada 
habisnya.  
Seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan 
kemaslahatan manusa yang baru, sesuai dengan perkembangan 
mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan 
syar’i saja, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai 
zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan 
hukum itu tidak memperhatikan perkembangan dan 
kemaslahatan manusia karena tujuan penetapan hukum antara 
lainmenerapkan kemaslahatan umat manusia. 
2. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan 
para sahabat Nabi, tabi’in dan imam-imam mujtahid akan jelas 
bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi 
menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi 
dianggap oleh syar’i. 
 
E. Mas{lah {ah Menurut Imam Najmudin At-T }u>fi 
1. Biografi dan Sejarah 
Najmudin At-T}u>fi seorang ahli fiqh, ushul fiqh, dan hadits 
dari kalangan Hambali yang hidup pada abad ke-7 dan awal abad 
ke-8 H. Nama lengkapnya Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi 
bin Abdul Karim bin Sa’id At-T}u>fi tetapi lebih dikenal dengan 
nama Najmudin At-T}u>fi. Nama At-T}u>fi diambil dari nama desa 
kelahirannya di daerah Sar-sar, yang termasuk wilayah Baghdad, 
Irak. 
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Ada perbedaan pendapat tentang tahun kelahirannya, Ibnu 
Hajar Al-As-Qalani dalam kitabnya At-Durar al-Kaminah (tentang 
tokoh-tokoh bersejarah) menyebutkan bahwa At-T}u>fi lahir pada 
tahun 657 H, Ibnu Rajab (seorang ulama fiqh mazhab Hambali 736-
795 H/1335-1393 M) dalam bukunya Zail tabaqat al-hanabilah 
(lampiran tokoh-tokoh mazab Hambali), dan Ibn Imad (seorang 
ahli sejarah abad ke 18 H) dalam bukunya Syazarat al Zahab 
(tentang tokoh-tokoh sebelum abad ke 8) mengatakan bahwa At-
T}u>fi lahir diatas tahun 670 H. Sedang Mustafa Zaid (seorang staf 
pengajar di Dar al Ulum Cairo yang menulis tesisnya tentang At-
T}u>fi dan pemikiran tentang kemaslahatan) menetapkan tahun 675 
H sebagai tahun kelahiran At-T}u>fi, setelah ia meneliti berbagai 
sumber dan indikasi, khususnya melalui buku At-T}u>fi sendiri 
yang berjudul al-Akbar fi Qawaid at-Tafsir (yang mendasar dalam 
kaidah tafsir).  
Tentang tahun wafatnya juga terdapat perbedaan pendapat 
yaitu mengacu pada tahun-tahun antara 710 H Dan 716 H di 
BaitulMakdis (Yerus-saleem). Mustafa Zaid menguatkan pendapat 
yang mengatakan At-T}u>fi wafat pada tahun 716 H. Kesimpulan ini 
diambilnya setelah meneliti buku At-T}u>fi sendiri yang berjudul 
Syarh Al-Arbain an Nawawiyah (Penjelasan tentang empat puluh 
hadits imam Nawawi, ditulis 13-28 Rabiulakhir 713 dikota Qus, 
Iran) dan al-Isyarah al-illahiyyahila al-Mabahis al-Usuliyyah 
(isyarat-isyarat illahi tentang  pembahasan Usul, ditulis 13-23 
Rabiulawal 716 di Baitul Maqdis). 
 
2. Pendidikan dan Karya-karya Imam At-T }u>fi 
1.  Pendidikan Imam At-T}u>fi 
Pendidikan At-T}u>fi dimulai di kota kelahirannya dengan 
belajar pada beberapa orang guru. Ia menghafal kitab al-Muktabar 
al-Kharqi (Ringkasan Buku al-Kharqi) dibidang fiqh dan al-Luma’ 
(karya ibnu Jani, guru At-T}u>fi) dibidang bahasa arab. Ia juga 
bolak-balik ke Sarsar untuk belajar fiqh kepada Syeikh Zainuddin 
Ali bin Muhammad As-Sarsari, seorang faqih Hambali yang 
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dikenal dengan sebutan Al-Buqi. Pada tahun 691 H ia pindah ke 
Baghdad.  
Disana ia menghafal kitab al-Muharrar fi al-Fiqh (sebuah 
buku pegangan dalam mazhab Hambali) dan mendiskusikannya 
dengan syekh Taqiyuddin Az-Zarziati. Disamping itu ia belajar 
bahasa Arab kepada Ali bin Abdillah bin Muhammad Al-Mausuli. 
Belajar ushul fiqh pada Nasr Al-Faruqi, serta belajar Hadis kepada 
Rasyid bin Al-Qasim, Ismail bin At-Tabbal, dan Abdur Rahman 
bin Sulaiman Al-Harani. Kebayakan gurunya bermazhab Hambali 
dan karenaanya tidak mengherankan jika ia juga seorang pengikut 
mazhab Hambali. 
Dengan modal ilmu-ilmu agama yang dimilikinya, ia 
menyatakan semboyannya untuk kembali secara langsung kepada 
Al-Qur’an dan Sunnah dalam mencari kebenaran tanpa terikat 
pada pandangan orang lain. Ia memang dikenal sebagai mujtahid 
yang berani dan berprinsip kebebasan ijtihad. Atas dasar 
kebebasan, ia tidak ingin terbelenggu dalam wacana fiqh yang ada 
di sekitarnya. Karena itu, ia tidak hanya membaca buku-buku fiqh 
kaum sunni, tetapi juga mempelajari pemikiran kaum syi’ah. 
Karena itu, ia pun pernah diduga keras terpengaruh pemikiran 
syi’ah meski ternyata di kemudian hari sebelum wafatnya, ia 
diketahui tidak berhubungan dengan syi’ah lagi, dan dipandang 
kembali kepada pangkuan Sunni dengan bermazhab Hambali.  
Pemikiran bebas Imam At-T}u>fi dalam ushul fiqh ditandai 
dengan ciri khas pandangannya menyangkut mashlahah 
mursalah, yang jelas berbeda dengan pandangan ulama 
pendahulu dan semasanya. 
 
2.  Karya-karya Imam At-T}u>fi 
Hampir semua sejarah yang mengupas riwayat hidup At-
Thuf melukiskan bahwa At-T}u>fi intelektual jenius yang gemar 
membaca dan menulis serta tergolong produktif dalam dunia 
karya tulis ilmiyah. Lebih dari itu ia adalah seorang liberalis dan 
generalis yang karyanya terbias dalam berbagai disiplin ilmu. 
Banyaknya tempat dan wilayah yang disinggahi At-T}u>fi untuk 
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menyerap ilmu dan ekspansi pemikirannya turut mengkondisikan 
sosok intelektualitas yang tidak hanya terpuruk secara spesifik 
pada satu disiplin ilmu.  
Karya At-T}u>fi dapat meliputi berbagai disiplin ilmu. 
Diantaranya, Ulum Al-Qur’an, Ulum Al-Hadits. Fiqh, Ushul Fiqh, 
Bahasa, Sastra dan bahkan ia sebenarnya juga seorang penyair 
kondang pada zamannya. 
Karya At-T}u>fi dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
a)   Karya bidang Ushul Fiqh 
1. Mukhtasar ar-Raudah al-Qadamiyyah 
2. Syarh Mukhtasar Ar-Raudah Al-Qadamiyyah (3 jilid) 
3. Mukhtasar Al-Hasil 
4. Mukhtasar Al-Mahsul 
5. Mi’raj al-Wusul Ila Al-Usul 
6. Az Zari’ah Ila Ma’rifah Asrar Asy-Syari’ah 
 
b)   Karya Bidang Fiqh 
1. Ar-Riyad An-Nawadir fi al-Asybah wa an-Nada’ir/Nazair 
2. Al-Qawa’id al-Kubra 
3. Al-Qawaid As-Sughra 
4. Syarh Nifs Muhtasar al-Kharaqi 
5. Muqaddimah fi Ilm al-Faraidl 
6. Syarh Mukhtasar ay-Tibriziy 
  
3. Pandangan Mas}lah}ah Imam At-T }u>fi 
Dalam pemikiran Najm al-Din al-tufi, maslahat dapat 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu maslahat dalam arti ‘urfi 
dan maslahat dalam arti syar’i. Menurut al-T}u>fi yang disebut 
pertama ialah hal penyebab yang membawa kepada kebaikan dan 
kemanfaatan. Sedang yang disebut terakhir ialah penyebab yang 
membawa kepada tujuan al-syari’, baik yang menyangkut ibadah 
maupun muammalah. Disisi lain al-t }u>fi membedakan maslahat itu 
menjadi dua macam yaitu maslahat yang dikehendaki syari’ untuk 
hak-Nya, dan maslahat yang dikehendaki al-syari’ untuk kebaikan 
makhluk-Nya dan keteraturan hidup mereka. 
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Najmudin At-T}u>fi menyatakan bahwa apabila kepentingan 
umum yang dipahami dari hadits itu yang didukung nas-nas 
lainnya bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan jika tidak dapat 
dikompromikan, maka kepentingan umum (maslahat ammah) 
hendaklah diutamakan, dengan cara nash atau ijma’ itu di tahsis 
dengan kepentingan umum, bukan dengan cara membekukannya. 
Karena kepentingan umum, merupakan tujuan utama syara’, 
sedangkan dalil-dalil syara’ yang dianggap sebagai sarana untuk 
mencapai kepentingan umum. Oleh sebab itu tujuan harus lebih 
diutamakan daripada sarana.  
At-T}u>fi membangun pemikirannya tentang maslahat tersebut 
berdasarkan atas empat prinsip : 
1.  Akal bebas menentukan mas }lah}ah dan mafsadah, terutama 
dalam lapangan mu’amalah dan adat. Untuk menentukan suatu 
mas}lah}ah dan mafsadah cukup dengan akal. Pendiriannya 
bahwa akal semata tanpa harus melalui wahyu mampu 
mengetahui kebaikan dan keburukan (husn dan qubh) menjadi 
landasan yang pertama dalam piramida pemikirannya. Tetapi ia 
membatasi kemandirian akal itu dalam bidang muamalah dan 
adat-istiadat dan melepaskan ketergantungan atas petunjuk nas. 
2.  Maslahat merupakan dalil syar’i mandiri yang kehujahannya 
tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi hanya tergantung 
pada akal semata. Dengan demikian, maslahat merupakan dalil 
mandiri untuk menentukan hukum. Karena, sesuatu itu 
bermanfaat atau mengandung maslahat bisa dinalar dengan 
atau melalui adat-istiadat dan eksperimen tanpa petunjuk nash.  
3.  Maslahat hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat 
kebiasaan. Sedangkan dalam bidang ibadah, ukuran-ukurannya 
ditentukan oleh syara’ seperti ibadah mahdah (shalat 5 waktu, 
puasa bulan ramadhan dan lain sebagainya). Hal ini demikian 
karena hal tersebut merupakan Huququllah (hak-hak Allah) 
selanjutnya, dia juga mengatakan bahwa pada hubungan antar 
manusia itulah akal sangat mengetahui baik-buruknya. 
4.  Maslahat merupakan dalil syara’ yang peling kuat. Karena itu, 
jika ada nash dan ijma’ bertentangan dengannya (maslahat), ia 
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harus didahulukan dari keduannya dengan cara takhsis dan 
bayan terhadap nash. Jadi bukan dengan meninggalkan nash 
sama sekali.  
 
4. Metode Istinba>t} yang dipakai Imam At-T }u>fi 
At-T}u>fi berpandangan bahwa mas }lah}ah mursalah sebagai 
istinba>t } hukum Islam, dengan alasan : 
1. Bahwa akal dapat menggali terhadap sesuatu (termasuk 
baik/kemaslahatan dan buruk/kemudaratan), sehingga akal 
dapat menghasilkan sebuah prodak sesuatu yang katagorinya 
manfaat (kemaslahatan) dan sesuatu yang kategorinya 
mafsadah (kerusakan). 
2. Mas}lah}ah merupakan dalil syari’ah tersendiri yang lepas dari 
dalil-dalil nash. 
3. Kemaslahatan merupakan dalil yang kuat dibanding nash, 
karena pada esensinya nash itu kandungan sebuah 
kemaslahatan. 
4. Kemaslahatan hanya diberlakukan dalam bidang mu’amalah 
saja. 
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BAB IX 
Al-DHARI’AH 
 
 
 
 
A. Pengertian Al-dhari’ah 
Dari segi bahasa, al-dhari >‘ah (jamak: adz-zara’i) berarti: media 
yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam 
pengertian istilah us }u>l fiqh, yang dimaksud dengan al-dhari >‘ah 
ialah, sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai 
sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik yang haram 
ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan 
yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam 
kajian us}u>l fiqh, al-dhari >‘ah  dibagi dua; (1) sadd al-dhari >‘ah dan (2) 
fath} al-dhari >’ah. Meskipun al-dhari >‘ah dapat berarti sadd al-dhari >‘ah, 
namun di kalangan ulama us }u>l fiqh, jika kata al-dhari >‘ah disebut 
secara sendiri, tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu 
selalu digunakan untuk menunjuk pengertian sadd al-dhari >‘ah. 
Yang dimaksud dengan sadd al-dhari >‘ah (makna 
generik:menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar 
tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan), jika ia akan 
menimbulkan mafsadah. Pencegah terhadap mafsadah dilakukan 
karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh pada dasarnya, 
menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah 
buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi, menjual anggur 
kepada orang yang akan mengelolahnya menjadi minuman keras 
menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang, karena akan 
menimbulkan mafsadah.larangan tersebut untuk mencegah agar 
orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar 
dari meminum-minuman yang memabukkan, di mana keduanya 
merupakan mafsadah. 
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B. Macam-macam Adz-dzari’ah 
Para ulama membagi dzari’ah berdasarkan duasegi; segi 
kualitas kemafsadatan, dan segi jenis kemafsadatan. 
1. Dzari’ah dari segi kualitas kemafsadatan 
Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini dzari’ah terbagi dalam 
empat macam: 
a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan 
yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang 
lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah 
jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman 
karena melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. 
b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung 
kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya 
tidak mengandung kemafsadatan. 
c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan 
membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada 
musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk 
membunuh. 
d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena 
mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya 
kemafsadatan, seperti baiy al-ajal (jual beli dengan harga yang 
lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya; 
A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta. 
kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B 
seharga 10 juta secara tunai, sehingga seakan-akan A menjual 
barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja 
pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya 
telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada riba. 
Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
ulama, apakah baiy al-ajal dilarang atau dibolehkan karena 
syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, 
dugaan (zhanm al-mujarrad) tidak bisa dijadikan dasar 
keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari’ah 
tersebut dibolehkan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
Al-Dhari’ah  | 133 
 
Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih 
memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh pratek jual beli 
tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, dzari’ah 
seperti itu tidak dibolehkan. 
Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan 
Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan 
pendapatnya: 
a. Dalam baiy al-ajal perlu diperhatikan tujuannya atau 
akibatnya, yang membawa kepada perbuatan yang 
mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga 
yang berat (galabah azh-zhann), karena syara’ sendiri banyak 
sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, 
di samping perlunya sikap hati-hati (ikhtiyat). Dengan 
demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa 
pada kemafsadatan bisa dijadikan dasar untuk melarang 
suatu perbuatan, seperti baiy al-ajal, berdasarkan kaidah: 
 ُعَْفدُ ُمََّدق  مِدِساَفَمْلاُىَلَعُُِبْلَجَُُصَمْلاُحِل  
Artinya: “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih 
didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.” 
 
b. Dalam kasus baiy’ al-ajal terdapat dua dasar yang 
bertentangan antara sahnya jual beli karena ada syarat dan 
rukun, dengan menjaga seseorang dari kemadaratan. Dalam 
hal ini, Imam malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih 
menguatkan pemeliharaan keselamatan dari kemadaratan, 
karena bentuk jual beli tersebut jelas-jelas membawa pada 
kemafsadatan. 
c. Dalam nas}banyak sekali larangan terhadap perbuatan-
perbuatan yang dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga 
dari kemafdaratan sehingga dilarang, seperti h }adi>th yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-
laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, 
dan wanita dilarang berpergian lebih dari tiga hari tanpa 
muhrim atau mahramnya, dan lain-lain.  
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Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya 
berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW 
melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada 
kemafsadatan. 
2. Dzari’ah dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan 
Menurut Ibnu Qayyim Aj-jauziyah, pembagian dari segi ini 
antaralain sebagai berikut: 
a. Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti 
meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, 
sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mafsadat. 
b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau 
dianjurkantetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu 
perbuatan yang haram, baik sengaja maupun tidak, seperti 
seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan 
tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang 
pertama (nikah at-tahlil). 
kedua pembagian inipun, menurutnya dibagi lagi menjadi 
empat bentuk : 
1) Sengaja melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum 
arak, perbuatan ini dilarang syara’. 
2) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, 
tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang 
haram, baik disengaja maupun tidak, seperti orang laki-laki 
menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar 
wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama (nikah 
al-tahlil) 
3) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak 
bertujuan untuk melakukan suatu kemafsadatan, tetapi 
berakibat timbulnya suatu kemafsadatan, seperti mencaci maki 
persembahan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah. 
4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi 
adakalahnya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat 
wanita yang dipinang, Menurut Ibnu Qayyim, 
kemaslahatannya lebih besar, maka hukumannya dibolehkan 
sesuai kebutuhan. 
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C. Kehujjahan Sadd Al-dhari.’ah 
Di kalangan ulama us }u>l terjadi perbedaan pendapat dalam 
menetapkan kehujahan saad al-dhari >‘ahsebagai dalil syara’. Ulama 
Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujahannya sebagai 
salah satu dalil syara’. 
Alasan mereka antara lain: 
1. Firman Allah SWT. Dalam surat Al-An’am :108 
 
اوُّب َستَلََوَُُنْيِذَّلاَُُنْو عَْديُُْنِمُُِنْو دُُِهللاُاوُّب َسيَفَُُهللاُاًوْدَعُُِرَْيِغبُ
 ُمْلِع.......  
Artinya: “Dan jangan kamu memaki sesembahan yang 
mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan 
memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”  
 
Dalam ayat ini Allah melarang untuk memaki sesembahan 
kaum musryikin, karena kaum musyrik itupun akan memaki 
Allah dengan makian yang sma, bahkan lebih. 
2. H}adi>th Rasulullah SAW. Antara lain : 
َُّنِاُُْنِمَُُِربَْكاُُِِرئَابَكْلاَُُْناََُُنعَْليُ ُل  ج َّرلاُاَوُُِهَْيدِلُ.َُلْيِقُ:َُلْو سَرَايُُِهللاُُ,َُفْيَكُ َُنعَْليُ
 ُل  ج َّرلاُُِهَْيدِلاَوُ؟ََُُلقُ:ُُّب َسيُُِل  ج َّرلااََباُُُّب َسيَفُُ هَاَباُ ,ُُّب َسَيفُّب َسيَوُُ هاََباُ ,ُُّب َسيَوُُ ه َّم اُ
ُُّب َسيَفُُ ه َّم ا 
Artinya: “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah 
seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah 
SAW. Ditanya, “Wahai rasulullah, bagaimana mungkin 
seorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah 
SAW.menjwab, “seseorang yang mencaci-maki ayah orang 
lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain dan 
seseorang mencaci-mki ibu orang lain, maka orang lain pun 
akan mencaci ibunya.” (HR, Al-Bukhari, Muslim dan Abu 
daud) 
 
Dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orangtua 
orang lain seolah-olah melaknat orangtua sendiri, sehingga 
menjadi dosa besar. Menghindari perbuatan tersebut adalah 
bagian dari saad Adzari’aah. 
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H}adi>th ini, menurut Ibn Taimiyah, menunjukkan bahwa saad 
dzari’ah termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum 
syara’, karena sabda Rasulullah diatas masih bersifat dugaan, 
namun atas dasar dugaan itu Rasulluah SAW melarangnya.  
Dalam kasus lain Rasulullah melarang memberi pembagian 
harta warisan kepada anak yag membunuh ayahnya (HR. Al-
Bukhori dan Muslim), untuk menghambat terjadinya pembunuhan 
orang tua oleh anak-anak yang ingin segera mendapatka harta 
warisan. 
Ada dua sisi ulama cara memandang dzariah yag 
dikemukakan para ulama us}u>l fiqh, yaitu : 
a. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan 
sesuatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun 
yang haram. Seperti seseorang yang menikahi wanita yang telah 
dicerai suaminya sebayak tiga kali, dengan tujuan agar wanita 
ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamaya. Nikah ini 
oleh ahli fiqh disebut nikah al-tahlil. Pada dasarnya nikah 
dianjurka islam, tetapi motivasinnya mengandung tujuan yang 
tidak sejalan dengan tujuan islam, maka nikah seprti ini 
dilarang. 
b. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa 
dampak negatif. Misalnya, seorang muslim yag mencaci-maki 
sesembahan kaum musyrik. Niat mungkin untuk menunjukan 
suatu kebenaran ‘aqidahnya yang menyembah Allah Yang 
Maha Benar. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa 
dampak yang lebih buruk lagi, yaitu munculnya cacian yang 
serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Karenanya 
perbuatan ini dilarang. 
Perbedaan pendapat antara Syafi’iyah dan Hanafiyah di satu 
pihak dengan Malikiyah dan Hanabila di pihak lain dalam 
berhujjah dengan sadd al-dzari’ah adalah dalam masalah niat dan 
akad. Menurut Ulama syafiiyah dan Hanafiyah, dalam suatu 
transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang 
yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka 
akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat 
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diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada 
indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka 
berlaku kaidah: 
 َُرَبتْع  مْلاُىِفُُِهللاِرِماََوأُىَنْعَمَْلاُ َُرَبتْع  مْلاَوُىِفُُ أُِرْو  مَُُِْلَاِدَابِعْلا ُمْسُ ُظْفَّلاَو  
Artinya: “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan 
dengan hak-hak hamba adalah lafalnya.” 
 
Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap 
dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah: 
ُ ةَرْبِعَْلاُىِفُُِدْو ق عْلاُىِناَعَمْلاَوِدِصاَقَمْلاِبُُِطاَفَْلْلْاِبَلََُُبَمْلاَوِىنا.  
Artinya: “yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-
perikatan adalah niat dan makna, bukan lafaz }h dan bentuk 
formal (ucapan)” 
 
Sedang menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah, 
yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu 
perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak 
sesuai dengan tujan semestinnya. Tetapi, tidak ada indikasi yang 
menunjukkan bahwa niat sesuia dengan tujuan tersebut, maka 
akadnya dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan 
pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hayalah 
Allah saja. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan 
niat itu tidak bertentagan dengan syara’, maka akadnya sah. 
Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara’, maka 
perbuatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek 
hukumnya. (Aj-jauziyyah III : 144, 119 dan IV : 400). 
Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan saad Al-
dhari >‘ahsebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. 
Hal itu sesuai dengan prisnsip mereka yang hanya menggunakan 
nas }secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika 
dalam masalah hukum. (Ibnu Hazm, IV : 745 - 757). 
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D. Metode Penentuan Hukum Al-dhari >’ah 
Predikat-predikat hukum syara’ yang dilekatkan kepada 
perbuatan yag bersifat al-dhari >‘ah dapat ditinjau dari dua segi, : 
1. Ditinjau dari segi al-baits (motif pelaku) 
Al-baits adalah motif yang mendorong pelaku untuk 
melakukan sesuatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan 
sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motif untuk 
menghasilkan sesuatu yang terlarang(haram). Misalnya, A 
menjual barang dengan cara cicilan kepada B dengan harga dua 
juta rupiah. kemudian A membeli kembali barang tersebut dari B 
dengan cara tunai seharga satu juta rupiah. Jika dua akad tersebut 
dilihat secara terpisah, kedua-dua akad tersebut sah karena 
memenuhi ketentuan akad yang dibenarkan. Akan tetapi kedua 
akad tersebut sebenarnya dilakukan dengan motif untuk 
menghindarkan hukum riba, bukan untuk melakukan akad jual 
beli yang dibenarka, dimana pada hakikatnya A meminjamkan 
uang kepada B satu juta rupiah yang akan dibayar B secara cicilan 
sebesar dua juta rupiah. Pada contoh diatas, motif para pelaku 
adalah melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang 
haram. 
Pada umumnya motif pelaku sagat sulit untuk diketahui oleh 
orang lain, karena berada di dalam kalbu orag yang bersagkutan. 
oleh karena itu penilain hukum bersifat diyanah (dikaitkan dengan 
dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Pada 
dzari’ah , semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat 
dijadika dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau 
fasad nya transaksi. 
2. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, 
tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku. 
Tinjauan kedua berdasarkan mafsadah dan mas}lah}ahnya yang 
timbul oleh perbuatan. Jika perbuatan yang timbul oleh rentetan 
suatu perbuatan adalah kemaslahatan. maka perbuatan tersebut 
diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatnya (wajib atau 
sunnah). sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa 
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pada kerusakan, maka perbuatan tersebut terlarang. Sesuai 
dengan kadarnya pula(haram atau makruh). 
Contoh seseorang mencai maki berhala-berhala orang 
musyrik sebagai bukti keiman kepada Allah dan dengan niat 
iaadah. Akan tetapi, perpuatan tersebut mengakibatkan tindaka 
balasan dalam bentuk caci maki balasan dalam bentuk caci maki 
pula dai orang musyrik terhadap Allah. Oleh karena itu perbuatan 
tersebut terlarang. Dalam hal ini Allah berfirman pada Surah An-
an’am (6) : 108: 
َُوُلَُاوُّب َستَُُنيِذَّلاَُُْديَُُنو عُنِمُُِنو دُُِهلَلاُاوُّب َسيَفَُُهلَلاَُُوْدَعمُاُُِريَِغبُ ُمْلِعُ
Artinya: ”Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan 
yang merea sembah selainAllah karena mereka nati akan memaki 
Allah dengan melampaui batas tanpa penegetahuan” 
 
Jika dengan tinjauan dzari’ah yang pertama diatas, yaitu segi 
motif perbuatan, hanya dapat mengakibatkan dosa atau pahala 
bagi pelakunya, maka sebaliknya dengan tinjauan yang kedua ini, 
perbuatan dzariah melahirkan ketentuan hukum  yang bersifat 
qat}’i >y , dimana hakim pengadila dapat menjatuhkan hukuman 
yang sah atau batalnya perbuatan tersebut. bahkan menimbulkan 
hukum boleh atau tidaknya perbuatan itu, tergantung pada, 
apakah perbuatan dzari’ah tersebut menimbulkan dampak  
mas}lah}ah atau mafsadah, tanpa mempertimabnagkan motif pelaku 
adalah untuk melakukan kebaikan atau kerusakan. 
 
E. Kedudukan Al-dhari >‘ah Dalam Hukum Islam  
Dikalangan ulama us}u>l terjadi perbedaan pendapat dalam 
menetapkan boleh tidaknya menggunakan sadd al-dhari >‘ahsebagai 
dalil syara’ sebagaimana dijelaskan M. Quraish shihab, lama 
malikiyah menggunakan QS. Al-An’am ayat 108 dan An-Nur ayat 
31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang 
Saadz-dzari’ah. 
Imam ahmad dan Imam hambal menjadikan menjadian Al-
dhari >‘ahsebagai dalil hukum syara’. Sementara Abu Hanifah dan 
Asy-Syafi’i terkadang menjadikan Al-dhari >‘ahsebagai dalil, tetapi 
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pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil. Sebagai contoh, 
as-syafi’i membolehkan seseorang yang udzur (seperti sakit dan 
musafir) meninggalkan sholat jumat dan mengantinnya dengan 
sholat zhuhur, namun hendaknya ia mengerjakan sholat zhuhur 
tersebut secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak dituduh 
orang sengaja meninggalkan shalat jumat. 
Jumhu >r ulama menetapkan faktor manfaat dan mafsadat 
sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya 
dalam metode saad Al-dhari >‘ahini. Dasar pegangan jumhu >r ulama 
untuk mengunakan metode ini adalah kehati-hatuan dalam 
beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan 
mafsadat. Bila maslahat dominan maka boleh dilakukan, dan bila 
mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan. Namun jika 
sama-sama kuat maka untuk menjaga kehati-hatian harus 
mengambil prinsip yang berlaku. 
ءرذُدسافملاُمدقمُىلعُبلجُحلاصملا  
 Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada 
menarik kemaslahatan”. 
 
F. Fath} Al-dhari >’ah 
Ibn Qayyim Al- jauziyyah dan Imam Al- Qarafi, mengatakan 
bahwa dzari’ah itu adakalannya dilarang yang disebut saad al-
dhari >‘ahdan adakalannya dianjurka bahkan diwajibkan yang 
disebut fath adz-dzari’ah. Misalnnya meningalkan segala aktivitas 
untuk melaksanakan shalat jumat yang hukumnya wajib.  
Pendapat tersebut dibantah oleh Wahbah al-juhaili yang 
menyatakan bahwa perbuatan seperti diatas tidak termasuk 
kepada dzari’ah, tetapi dikatagorikan sebagai muqaddimah 
(pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Apabila hendak melakukan 
suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya 
dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya wajib. 
Sesuai dengan kaidah :  
اَم  َل   ِمتَي ا   بِجاَول  َلِا  ِهِب  َو َهف   بِجاَو  
Artinya: ”Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu 
yang lain, maka sesuatu yang lain itupun wajib”. 
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Contohnya, mengerjakan sholat itu wajib. Sedangkan untuk 
mnegerjakan yang wajib itu harus berwudhu dulu. Maka 
berwudhu itu hukumnya wajib, karena berwudhu itu wajib, maka 
upaya untuk mencari air untuk berwudhupun wajib. Berwudhu 
dan mencari air dalam contoh ini, menurut para ahli us }u>l fiqh, 
disebut sebagai hukum pendahuluan kepada yang wajib 
(muqaddimah al-wajib). 
Begitupun pula jalan yang menuju kepada sesuatu yang 
haram, maka sesuatu itupun haram, sesuai dengan kaidah : 
اَمََُُّلدَُُىَلَعُ ُماَرَحَُُو هَفَُُح ُماَر  
Artinya: “segala jalan yang menuju terciptannya suatu 
pekerjaan yang haram, maka jalan itupun di haramkan”. 
 
Misalnya , seorang laki-laki haram berkhalwal dengan wanita 
yang bukan mukhrim atau melihat auratnya, karena hal itu 
membawa perbuatan zina. Menurut jumhu >r, melihat aurat dan 
berkhalwat dan wanita yang bukan mukhrim itu disebut 
pendahuluan kepada yang haram (muqoddimah al-hurmah). 
Para ulama sepakat tentang adanya hukum pendahuhuluan 
tersebut, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai 
dzariah. ulama malikiyyah dan Hanabilah dapat menerima sebagai 
fath adz-dzahiriyah, sedangkan ulama syafi’iyah, hafiyah dan 
sebagian malikiyyah menyebutkan sebagai muqodimmah , tidak 
termasuk sebagai kaidah dzariah. Namun, mereka sepekat bahwa 
hal itu bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
 
 
BAB X 
‘URF 
 
 
 
 
A. Pengertian ‘Urf 
Kata ‘Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik 
dan diterima oleh manusia..  Sedang menurut  istilah us }uliyyi>n 
(ulama usul fikih), istilah ‘Urf artinya: 
ام هفلأ عمتجملا هادتعاو راسو هيلع ىف هتايح نم لوق وأ لعف 
"Sesuatau yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena 
telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan 
mereka baik berupa perbuatan atau perkataan  " . 
 
Adapun ‘urf  dalam prespektif  Ah }mad al-Zarqa >’adalah: 
  َةداَع   رْو  هْم  ج   مَْوق ي ف  ْوَق  ل   لْع فَْوأ  
“Tradisi masyarakat yang berupa  ucapan (qaul) atau perilaku 
(fi’il)”. 
 
Us }uliyyi>n  membedakan antara ‘adat dengan ‘urf,  Adat diartikan:  
  رَْملأا   ر   رََكت  ملا  ْن  م   رْيَغ   ةََقلاَع   ةَّي لْقَع  
“Sesuatu yang sering terjadi tanpa adanya kaitan yang logis”.  
 
Keterangan di atas mengandung arti suatu perilaku  yang 
sering dikerjakan, tidak disebut dengan adat. Hal ini menunjukkan 
bahwa adat lebih luas dari pada ‘urf. Adat juga  bisa mencakup 
permasalahan individu, contohnya tradisi memakan jenis 
makananyang khusus, atau persoalan yang meliputi banyak 
orang, seperti hal yang berberkaitan dengan hasil pendapat yang 
baik dan yang jelek. Adat bisa juga ditemukan dari hal yang alami, 
contohnya di daerah tropis anak cepat menjadi baligh.  
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Perbedaan  ’’Urf dengan ’Adat bisa diperhatikan dalam tabel 
di bawah ini : 
’urf Adat 
‘urf mengandung arti 
yang sempit 
Adat mengandung arti luas 
urf terbagi ‘‘Urf shahih 
(baik) dan fasid (jelek) 
Adat, tidak ada yang baik dan 
yang jelek 
‘urf adalah tradisi 
mayoritas manusia  
Adat meliputi tradisi individu 
dan tradisi mayoritas orang  
 Adat juga muncul dari sebab 
alami 
 
Yang dikaji oleh para us }uliyyi>n  untuk menetapkan hukum 
shara’  adalah ‘urf, bukan adat. Walaupun  demikian, dalam 
membicarakan mengenai eksistensi hukum takli >fi >, imam al-Sha>t }ibi> 
sebagai ahli dalam bidang usul fikih mengharuskan penelitian dan 
pemahaman yang memadai terhadap hukum-hukum adat (al-
ah}ka>m al-‘awa >id) terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan hukum takli >f  
yang dibebankan pada mukallaf dibangun atas dasar ketetapan 
adat mukallaf. 
 
B. Bentuk-Bentuk ‘Urf 
Para us }uliyyi>n  mempetakan ‘urf  menjadi tiga macam: 
1) Ditinjau dari sisi objeknya. ‘urf  terbagi menjadi dua yaitu : (a) 
فرعلا يظفللا  ( tradisi yang berkaitan dengan lafaz}  (b) فرعلا يلمعلا  
(tradisi yang berkaitan amal perilaku manusia).  
a) Al-‘urf al-lafz}i ( فرعلا يظفللا ) artinya  adat kebiasaan / tradisi 
yang berkaitan dengan lafaz}  (ungkapan) yang sering 
dipakai oleh mayoritas manusia, sehingga makna lafaz}  
tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat. Misalnya, kata 
“daging” mencakup arti “daging yang sering di beli oleh 
orang”. Apabila ada orang datang kepenjual daging, lalu 
orang itu menyatakakan, “saya beli daging”, maka yang di 
maksud “daging” di situ adalah daging daging sapi, karena 
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tradisi orang daerah situ, kalau mau beli daging sapi, hanya 
menyatakan “beli daging”.   
b) Al-‘urf al-‘amali >  ( فرعلا يلمعلا ) artinya adat kebiasaan / tradisi 
yang berkaitan dengan perilaku mayoritas manusia, baik 
berkaitan dengan masalah muamalah, masalah keperdataan 
atau tidak. Misalnya tradisi masyarakat saat liburan 
mengajak keluarga untuk makan bersama, dan tradisi 
mayoritas manusia dalam memakai pakaian yang seragam 
tertentu (bentuk dan model serta warnanya sama) dalam 
acara khusus, seperti acara pernikahan. Contoh yang lain 
adalah bay’u al-mu’a>t}ah di pesantren. Saat para santri makan 
dan minum di kanti baru mereka membayarnya. 
2) Di lihat dari cakupannya, ‘urf  ada dua, yaitu فرعلا ماعلا  (adat 
kebiasaan umum) dan فرعلا صاخلا  (adat kebiasaan khusus). 
a. Al-‘urf al-‘a>m ( فرعلا ماعلا ) adalah adat kebiasaan yang umum 
/ sering  terjadi di masyarakat.  Contoh : saat membeli mobil 
di deller maka semua peralatan  untuk memperbaiki mobil 
seperti donkrak, tang termasuk ikut terbeli. 
b. Al-‘urf al-kha>s }s } ( فرعلا صاخلا ) adalah adat istiadat yang 
berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. (Artinya  
terjadi di daerah atau masyarakat tertentu). Contoh, apabila 
membeli barang dan barangnya ada cacat, maka ada daerah 
yang memperbolehkan barang tersebut di kembalikan dan 
ada daerah yg tidak memperbolehkan barang tersebut di 
kembalikan.  
3) Dilihat dari sisi keabsahannya, ‘urf  ada  dua  yaitu فرعلا حيحصلا   
(adat kebiasaan  yang benar) dan فرعلا دسافلا  (adat kebiasaan  
yang salah). 
a) فرعلا حيحصلا  (al-‘urf al-s }ah }i >h)  adalah adat istiadat yang baik, 
yang sejalan dengan maksud nas } al-Qur’an serta sunnah 
Rasul  serta membawa unsur kemashatan bagi masyarakat. 
Sehingga kebiasaan tersebut dianggap benar. Misalnya pada 
saat keluarga laki-laki meminang perempuan, maka 
keluarga laki-laki membawa oleh-oleh untuk di berikan 
pada keluarga perempua. Contoh lagi, ketika menjelang 
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masuk bulan puasa ramad }an, masyarakat jawa membuat 
acara syukuran (istilah jawa bancaan) karena senang 
dengan datangnya bulan ramad }an. 
b) فرعلا دسافلا  (al-‘urf al-fa>sid ) adalah adat istiadat yang tidak 
baik dan bertentangan dengan nas } al-Qur’an serta sunnah 
Rasul . bisa jadi berbentuk  adat kebiasaan yang sampai 
menghalalkan yang di haramkan Allah SWT. Misalnya pada 
saat musim panen, para petani ramai-ramai membawa 
sesajen yang di berikan kepada pepunden atau kuburan 
desa yang di anggap membawa berkah. Dan mereka tidak 
meminta kepada allah tetapi mereka percaya pada kuburan 
tersebut. 
Imam Sha >t }ibi> tidak membagi ‘urf , atau dalam istilah asli 
yang digunakan adalah al-‘awa>id al-mustamirah  (adat yang 
berlaku), ke dalam kategori s }ah }i >h} atau fa>sid seperti di atas. Namun 
membaginya dalam 2 kategori lain yang, menurut penulis, 
semakna dengan kedua klasifikasi tersebut. 
Pertama: 
  د ئاَوَعلا   ةَّي  عْرَّشلا ي تَّلا اَه ََّرَقأ   لْي لَّدلا   ي  عْرَّشلا  َْوأ اَهَافَن 
“Yakni adat shar’i > yang telah diakui oleh syariat (ditetapkan 
keabsahannya oleh  syariat) atau telah dinafikan/dilarang 
oleh syariat”.  
 
Maksud imam Sha >t }ibi> di sini adalah memposisikan adat yang 
telah mendapatkan respons dari dalil syariat, baik dengan 
melegalkannya maupun dengan meniadakannya. 
Kedua: 
  د ئاَوَعلا   ةَّي  راَجلا  َنَْيب   قْلَخْلا اَم ب  َسْيَل ي ف   ه يَْفن   ه تَاْبث إَلََو   لْي َلد   ي  عْرَش 
“Yakni adat kebiasaan yang berlaku di antara manusia yang 
tidak ditemukan keterangan syar’i yang meniadakannya 
(melarangnya) maupun menetapkan (melegalkannya)”.  
 
Di sini, imam Sha >t }ibi> menekankan bahwa adat pun juga 
terkadang-bahkan banyak- yang belum mendapatkan respons 
yang jelas dalam pandangan syariat. 
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C. Hukum ‘Urf 
1. Al-‘Urf  sah}i >h }ah (‘Urf yang sah) 
Telah disepakati bahwa ‘Urf sahih itu harus dipelihara dalam 
pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seseorang mujtahid 
diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. 
Begitu juga seorang Qadhi (hakim) harus memeliharanya ketika 
sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling kenal manusia 
meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati 
dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta 
selama hal itu tidak bertentangan dengan syara’ harus dipelihara. 
Dan syari’ pun telah memelihara ‘urf bangsa Arab yang sahih 
dalam membentuk hukum, maka difardukanlah diat (denda) atas 
perempuan yang berakal, disyaratkan kafa’ah (kesesuaian) dalam 
hal perkawinan, dan diperhitungkan pula adanya ‘ashabah (ahli 
waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian 
dan pembagi harta pustaka). 
Diantara para  ulama ada yang berkata “adat adalah syariat 
yang dikukuhkan sebagai hukum”, begitu juga ‘urf menurut syara’ 
mendapat pengakuan hukum. Imam Malik berdasarkan sebagian 
besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu 
Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam 
beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan ‘urf  mereka. 
Sedangkan Imam Suafi’i ketika berada di Mesir, mengubah 
sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya 
ketika beliau berada di Bagdad. Hal ini karena perbedaan ‘urf  ,aka 
tak heran kalau mempunyai dua madzab, madzhab qadim 
(terdahulu/pertama) dan madzhab jadid (baru). 
Begitu pula dalam Fiqh Hanafiyah, banyak hukum-hukum 
yang berdasarkan atas ‘urf diantaranya apabila berselisih antara 
dua orang terdakwa dan tidak terdapat saksi bagi salah satunya, 
maka pendapat yang dibenarkan (dimenangkan) adalah pendapat 
orang yang disaksikan ‘urf. Apabila suami istri tidak sepakat atas 
mahar yang muqaddam (terdahulu) atau yang mu’akhar (terakhir) 
maka hukumnya adalah ‘urf. Barang siapa bersumpah tidak akan 
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amakn daging, kemudian ia makan ikan tawar, maka tidak berarti 
bahwa ia melanggar sumpahnya menurut dasar ‘urf. 
Pendapat yang dinukil itu adalah sah apabila telah menjadi 
‘urf. Jadi, syarat saha kad itu apabila ketentuan tentang hal itu 
terdapat dalam syara’ atau apabila dituntut oleh akad atau apabila 
berjalan padanya ‘urf. Al-arhum Ibnu Abidin telah menyusun 
risalah yang ia namakan “menyebarkan ‘urf diantara hukum-hukum 
yang dibentuk berdasarkan ‘urf. Diantara ungkapannya yang 
terkenal, “apa-apa yang dimengerti secara ‘urf  adalah seperti yang 
disyaratkan menurut syara’, dan apa –apa yang telah tetap 
menurut ‘urf  adalah seperti yang telah ditetapkan menurut nash”. 
2. Al-‘urf al-fasi >dah (‘Urf yang Rusak-Salah) 
Adapun ‘urf yang rusak, tidak diharuskan untuk 
memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil 
syara’ atau membatalkan dalil syara’. Apabila manusia telah saling 
mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar 
atau khathar (tipuan dan membahayakan) maka ‘urf ini tidak 
mempunyai pengaruh dalam membolehkannya. 
Dalam Undang-Undang positif manusia, ‘urf yang 
bertentangan dengan Undang-Undang umum tidak diakui, tetapi 
dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain yaitu apakah 
akad tersebut dianggap darurat atau sesuai dengan hajat manusia? 
Artinya apabila akad tersebut membatalkan, amak berarti menipu 
peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh 
kesulitan. Jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, 
akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat dibolehkan 
melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa 
menduduki tempat kedudukan darurat. Namun jika tidak 
termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan 
batalnya akada tersebut dan berdasarkan hal ini maka ‘urf tidak 
diakui. 
Hukum-hukum yang didasarkan ‘urf itu dapat berubah 
menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Karena itu, 
para Faquha berkata ‘perselisihan itu adalah perselisihihan masa 
dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
148 | Us }u > l  Fiqh 
 
D. Kedudukan ‘Urf 
‘Urf  menurut penyidikan bukan merupakan dalil syara’ 
tersendiri. Pada umumnya. ‘urf ditunjukkan untuk memelihara 
kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan 
penafsiran beberapa nash. Dengan úrf dikhusukan lafal yang‘amm 
(umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘urf pula terkadang 
qiya>s itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak 
borongan apabila ‘urf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak 
sah menurut qiya>s, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas 
perkara yang ma’dum (tiada). 
Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan al-‘urf 
ash-s }ah}i >h}ah sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara 
mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas 
penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah 
dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan al-‘urf  
sebagai dalil, dibandungkan dengan ulama Syafi’liyyah dan 
Hanabilah. 
Adapun kehujjahan ‘urf  sebagai dalil syara’, didasarkan atas 
argument-argumen berikut ini : 
1. Firman Allah pada surah al-A’raf (7) : 199 
 ِذُخٱ 
 
ل  فَع 
 
أَو َو  رُم  ِ بٱ 
 
ل  رُع  ع
َ
أَو ِف  ِضر  ِنَعٱ 
 
ل  َج  َنِيلِه 
Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang 
mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada 
orang-orang yang bodoh.” 
 
Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin 
untuk mengerjakan yang ma’ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh 
kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan 
tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang 
dibimbing oleh prinsip umum ajaran Islam. 
2. Ucapan sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas’ud 
  هآَراََمف  َنْو  م لْس  ملا   هللَادْن  عَو َهفاَنَسَح   نَسَح هآَراَمَو  َنْو  م لْس  ملا   هللَادْن  عَو  َهفًءْيَس   ءْيَس 
Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin 
adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk 
maka ia buruk disisi Allah”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 
‘Urf  | 149 
 
Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi 
redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-
kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang 
sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga 
merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal 
yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh 
masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam 
kehidupan sehari-hari. Pada dalam pada itu, Allah berfirman pada 
surah al-Ma’idah (5) 
 
  هللآ دْي  ر ياَم  َلَعْجَي ل  ْم كْيَلَع  ْن   م   جَرَح  ْن  َكلَو   دْي  ر ي  ْم ك  رًهَط ي ل  َّم ت ي  لَو   َهتَمْع ن 
،  ْم كْيَلَع  ْم كَّلََعل  َنْو  ر كَْشت 
Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia 
hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 
nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. 
 
Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil 
hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah 
merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf antara 
lain, berbunyi : 
  ةَمَّكَح  م َةداَعلا 
Artinya: “Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.” 
 
اَّثلا   تْب   فْر عْلا ب   ت بَاث لْيََلدْب  ْي  عْرَش 
Artinya: “yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku 
berdasarkan dalil syara.” 
 
اَّثلا   تْب   فْر عْلا ب   ت باَّثلاْك   صَّنلا ب 
Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku 
berdasarkan nash.” 
  ل ك   ه َبدَرَواَم عْرَّشلا ط باَضَلََوًاقَلْط  م   هَل   هْي ف  ْي فَلََو   ةَغ للا  َْري  ع  ج   هْي ف 
َىل إ   فْر علا 
Artinya: ”Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan 
tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada 
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pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya 
dirujukkan kepada ‘urf.” 
 
Aplikasi dari kaidah ‘urf yang terakhir di atas, misalnya : 
syara’ tidak memberi batasan pengertian yang disebut al-hitz 
(barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang 
dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan 
terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk, menentukan batasan 
pengertiannya diserahkan kepada ketentuan ‘urf. Demikian juga 
tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang 
ditelantarkan oleh pemilik tanah pertama, untuk bolehnya orang 
lain menggarap tanah tersebut (ihya al-mawat), 
ditentukanoleh‘urfyang berlaku dalam masyarakat. 
Contoh penggunaan ‘urf lainnya sebagai pedoman ialah, 
tentang usia wanita yang haid, usai baligh, usai mimpi dewasa 
(ihtilam), masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan 
maksimalnya, ukuran yang dipandang membatalkan shalat, 
tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-
batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan (al-
muwalah) ketika berwudhu dan ija >b kabul, tentang tenggang waktu 
pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang 
bolehnya memungut buah-buahan milih orang lain yang jatuh 
(gugur), dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya 
itu belum dikenal apda masa Rasulullah. Semuanya itu, menurut 
pendapat yang terkuat, berpedoman kepada adat yang berlaku 
pada suatu tempat. 
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa al-‘urf ada yang berlaku 
secara umum (al-‘urf al-amm) dan ada pula yang berlaku khusus 
(‘urf al-khashsh) dalam komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada 
al-‘urf s}ah}i >h} (‘urf yang benar) dan ada pula ‘urg al-fasid (‘urf yang 
salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa ‘urf yang 
disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah ‘urf al-s}ah}i >h} al-
amm al-muththarid (‘urf yang benar, berlaku umum/sejak masa 
sahabat dan seterusnya dan bersifat konstan), tidak bertentangan 
dengan nashsh syara’ yang bersifat qat’i, dan tidak pula 
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bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’ yang bersifat prinsip. 
Apabila suatu ‘urf tersebut bukan saja dapat menjadi dalil syara’, 
tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan 
atas qiya>s, dan dapat pula men-takhshish dalil syara’ lainnya. 
Adapun ‘urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat 
mengenyampingkan pendapat-pendapat mazhab yang didasarkan 
atas hasil ijtiha >d terhadap nashsh yang z}anni >saja. Dengan demikian, 
berbeda dengan al-‘urf al-amm yang berlaku bagi semua 
masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan qiya>s 
dan dalil syara’, maka al-‘urf al-khashsh, selain hanya berlaku pada 
suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan 
nashsh syara’ dan ketentuan qiya>s, serta tidak pula dapat menjadi 
pen-takhshish terdapat atsar (yang berlaku di kalangan sahabat). 
Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, al-‘urf al-fasid (‘urf 
yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum 
dan mesti ditolak. 
 
E. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan ‘Urf 
Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat 
kebiasaan, ‘urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu 
dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga 
berubah mengikuti perubahan ‘urf tersebut. Dalam konteks ini, 
berlaku kaidah yang menyebutkan : 
  مْك  حْلا   لاَوَْخْلأاَوو  ةَن  كَْمْلأاَو  ةْن  مَْزْلأا  ر يََغت بَرَّيََغتَي   صاَخَْشْلأاَو  
Artinya: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan 
terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan 
perubahan lingkungan.” 
 
Kaidah ini sangat penting dipahami oleh setiap pegiat 
hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan 
bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat 
(al-Isla>m s }a>lih} likulli zama>n wa maka >n). Menentang kaidah ini sama 
saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, laku, jumud, 
dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat 
(padahal itu berentangan dengan prinsip kemudahan dalam 
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syariat Islam). Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan 
serba gamang dan canggung menghadapi perubahan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus 
bergerak maju. Tentu saja hal itu membuat umat Islam 
mengalamikesulitan dalam hidupnya, karena pada satu sisi 
mereka ingin tetap menjadi muslim yang baik, tetapi pada sisi lain 
mereka terjebak pada ketentuan hukum Islam yang tidak lagi 
dapat memenuhi tuntutan perubahan zaman. Dampak selanjutnya 
ialah Islam sebagai suatu ajaran abadi hanya tinggal dalam sejarah. 
Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap 
perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu 
saja akan menimbulkan pula perubahan pada ‘urf dan adat 
kebiasaan mereka), maka dikalangan ulama berkembang pendapat 
yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang 
yang berpredikat mujtahid aialah memahamai ‘urf yang berlaku 
dalam masyarakat. Dengan memahami ‘urf yang berlaku, seorang 
mujtahid tidak akan kehilanagn sifat dinamis dan up to date dalam 
fatwa-fatwa hukumnya. 
Untuk lebih jelas, di bawah ini disajikan tiga contoh tentang 
terjadinya perubahan hukum karena-sejalan dengan perubahan 
waktu atau tempat dan atau keadaan-terjadinya perubahan pada 
‘urf dan adat kebiasaan masyarakat. 
1. Pertama, ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh 
menerima upah (honor) sebagai guru yang mengajarkan al-
qur’an dan sholat, puasa dan haji. Demikian juga, tidak boleh 
menerima honor sebagai imam masjid dan muadzin. Sebab, 
kesejahteraan mereka telah ditanggung leh bait al-mal. Akan 
tetapi, karena perubahan zaman, dimana bait al-mal tidak lagi 
mampu menjalankan fungsi tersebut, ulama kontemporer 
membolehkan menerima honor atas pekerjaan-pekerjaan 
tersebut. 
2. Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian seseorang di 
depan pengadilan dapat diterima, hanya dengan mengandalkan 
sifat al-adalah az-zhahirah (secara lahiriah tidak fasik), kecuali 
dalam kasus hudud dan qishah. Akan tetapi, belakangan Abu 
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Yusuf dan Muhammad saksi hanya dapat diterima, setelah 
lebih dahulu dilakukan tazkiyyah asy-syuhud (penyelidikan 
mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut bahwa ia layak 
menjadi saksi). Hal ini dilakukan untuk menjamin kepentingan 
dan hak-hak para pihak yang berperkara dipengadilan. 
Pendapat Abu Hanifah sejalan dengan keadaan pada masanya, 
dimana pada umumnya orang takut berdusta, karena pada 
umumnya akhlak masyarakat masih terpelihara. Sementara 
pendapat kedua muridnya juga sejalan dengan perubahan 
keadaan, dimana akhlak masyarakat sudah merosot dan orang 
tidak merasa berat untuk berdusta. 
3. Ketiga, Rasulullah tidak melarang para pemudi turut 
melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Demikian juga pada 
masa-masa sesudah beliay, kaena para pemudi menjada dirinya 
dari fitnah, dan akhlak masyarakat juga baik. Akan tetapi, 
belakangan, sejalan dengan merosotnya akhlak masyarakat, 
ulama menfatwakan larangan bagi para pemudi untuk shalat 
berjamaah di masjid 
 
F. Syarat-Syarat ‘Urf untuk dijadikan Landasan Hukum 
Abdul-karim Zaidan menyebutkan beberapa persayaratan 
bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu 
1. ‘Urf itu termasuk ‘urf yang sahih dalam arti tidak bertentangan 
dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, 
kebiasaan di satu negeri bahwa sah menegmbalikan amanah 
kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. 
Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi 
tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri. 
2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi 
kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.  
3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang 
akan dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalanya, seseorang yang 
mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang 
disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai 
pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka 
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kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan 
pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan 
pengertian ulama yang menjdi populer kemudian setelah ikrar 
wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah. 
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan 
dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak 
yang berakad telah sepakat untuk tidak trikat dengan kebiaaan 
yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu 
bukan ‘urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, 
istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah rumah orang 
tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad 
kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh 
dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan terlebih 
dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap 
berlaku adalah kesepakatan itu bukan adat yang berlaku. 
 
G. Syarat-Syarat Urf’ Diterima Sebagai Dalil 
Urf’ baru bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam 
menetapkan hukum satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ 
apabila memenuhi empat syarat berikut: 
1. Berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dimasyarakat 
dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 
2. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 
hukumnya itu muncul. Dalam kaitan ini us }u>l fiqh membuat 
kaidah  “urf  yang datang kemudian tidak dapat dijadikan 
sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”. 
3. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas. 
4. Tidak ada nas} yang mengandung hukum dari permasalahan 
yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada 
nash-nya, maka Urf’ itu tidak dapat dijadikan dalil syara’. 
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BAB XI 
QAUL AS-SHAHABI 
 
 
 
 
A. Definisi Qaul As-Shahabi 
Secara bahasa, kata qaul (لوق) adalah mashdar dari qaala-
yaquulu qaulan ( لاق - لوقي - لاوق ) yang berarti al-kalam yaitu ucapan 
dan perkataan. Dan bentuk jamaknya adalah aqwal (لاوقأ). 
Dan qaul kadang juga diartikan dengan : 
لُك   ظْفَل  َقَطَن  ِهِب  ُناَسِ للا ا ًّمَات  َْوأ اًصِقاَن  
Artinya: “Semua lafaz } yang diucapkan oleh manusia, baik 
dalam bentuk sempurna atau tidak.” 
 
Sedangkan kata sahahabi (يباحص) dalam bahasa Arab 
sebagaimana disebutkan dalam Al-Mishbah Al-Munir, bermakna : 
 ُةَيْؤ ُّرلا  ُةَسَلاَجُمْلاَو  ُةَرَشاَعُمْلاَو  
Artinya: “Penglihatan, duduk bersama dan bergaul” 
 
Dan kata shahabat juga bisa diartikan sebagai shahabat, 
kawan atau teman. Dan para ulama mendefinisikan siapa saja 
yang dimaksud dengan shahabat Nabi SAW sebagai : 
 ْنَم  َيِقَل  َّيِبَّنلا ىَّلَص  ُهَّللا  ِهَْيلَع  َمَّلَسَو ًانِمْؤُم  ِهِب  َتاَمَو َىلَع  ْلا ِِ َاَْس  
Artinya: “Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam 
keadaan mukmin dan meninggalkan dalam keadaan 
mukmin.” 
 
Tidak semua orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW 
berhak disebut shahabat. Hanya mereka yang memenuhi 
ketentuan saja yang disebut shahabat, yaitu : 
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a. Bertemu Langsung 
Pertemuan dengan Nabi SAW yang dimaksud adalah 
pertemuan langsung, wajah dengan wajah, dan bukan dalam 
wujud cahaya (nur), ruh, qarin, baya >ngan apalagi mimpi. Maka 
mereka yang mengaku pernah bermimpi bertemu dengan nur, 
ruh, atau qarin dari Rasulullah SAW, atau bertemu dengan beliau 
dalam tidur (bermimpi), tidak boleh disebut sebagai shahabat 
Nabi. 
b. Dalam Keadaan Muslim 
Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib , ‘Uthbah dan banyak lagi 
yang lainnya, adalah orang-orang yang berkali-kali bertemu 
langsung dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan 
hanya bercakap-cakap secara langsung, berdiskusi, berdebat atau 
bersitatap, bahkan juga terlibat dalam berbagai perjanjian dan 
peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. 
Namun mereka tidak termasuk shahabat Nabi, karena 
mereka bukan muslim dan tidak bersyahadat, bahkan sampai 
mereka mati tidak pernah memeluk agama Islam. Ada sebagian 
orang kafir yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu 
kemudian mereka memeluk Islam sepeninggal Rasulullah SAW. 
Mereka ini juga tidak terhitung sebagai shahabat Nabi SAW, 
karena detik-detik ketika mereka bertemu langsung dengan beliau, 
agama mereka bukan Islam. 
c. Mati Dalam Keadaan Muslim 
Ada sebagian orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW 
dalam keadaan muslim, namun sayangnya ketika meninggal 
dunia, mati dalam keadaan kafir dan murtad. Mereka ini juga 
bukan termasuk para shahabat, karena mati bukan dalam keadaan 
muslim. 
Dari pengertian dua kata di atas, jadi yang dimaksud dengan 
qaul shahabi adalah : 
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اَم لُِقن  َع ْن َّم  َبِحَص  َّيِبَّنلا ىَّلَص  ُهَّللا  ِهَْيلَع  َمَّلَسَو  ْنِم   لَْوق  ْمَل  َي ُهَْع ْر 
 ِهَْيلِإ  ْمَلَو  ْنُكَي  ُهَل  ُمْكُح  ِعَْ َّرلا  
Artinya: “Pendapat yang disampaikan shahabat tanpa 
menyandarkannya kepada Rasulullah SAW, dan tidak 
memiliki hukum marfu’” 
 
Menurut sebagian ulama Us }u>l Fiqh, mazhab shahabi merujuk 
pengertian pada pendapat hukum para sahabat secara 
keseluruhan tentang suatu hukum syara’ yang tidak terdapat 
dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dimana pendapat para sahabat 
tersebut merupakan hasil kesepakatan diantara mereka. 
Dr. Musthafa Daib Al-Bugha, mengistilahkan qaul as-
shahabi dengan madzhab shahabi, yaitu segala hal yang sampai 
kepada kita dari salah seorang sahabat Rasul baik berupa 
fatwanya atau ketetapannya dalam permasalahan yang berkaitan 
dengan syari’at, yang tidak terdapat dalam nas }Al-Qur’an dan As-
Sunnah dan belum ada ijma >‘ dalam permasalahan tersebut. 
Menurut pandangan Imam Syafi’i, qaul shahabi adalah 
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi Muhammad 
SAW menyangkut hukum masalah-masalah yang tidak diatur di 
dalam nash, baik Al-Qur’an maupun Sunnah. 
 
B. Dasar Hukum Qaul As-Shahabi  
Dalam al-Quran Allah telah berfirman dalam surah al-Hashr iaitu: 
  َيأَويِد ٱ  ل  ؤُم َنِينِم  َٱ  ع ْاوُرَِبت    َييِلُْوأ ٱ َ  ل  ب  َص ِر ٢  
Artinya: “Dan ambillah pelajaran (dari peristiwa itu) wahai 
orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya.” 
(QS. Al-Hashr,59:2) 
 
Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengambil 
pengajaran dan ia merupakan satu bentuk ijtiha >d. Ijtiha >d sangat 
berbeda dari taqli>d, kerana hujah ijtiha >d dalam usaha untuk 
menyelesaikan masalah manakala taqli >d mengambil pendapat 
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yang lain tanpa sebarang hujah. Maka,  qaul sahabi termasuklah 
dalam kategori taqli>d. Firman Allah S.W.T: 
اَه ُّ ي
َ
أ َٰٓ َي ٱ 
َ 
ل َنيِذ  
ْ
او ُّعيِط
َ
أ 
ْ
آَٰوُّنَماَءٱ َ َ  لل  
ْ
او ُّعيِط
َ
أَوٱ َلو َُّس رل  ِلِْو
ُّ
أَوٱ ِرۡم
َ
أ
ۡ
ل  ۡۖۡم ُّكنِم
 يَِلإ ُّهوُّ د ُّرَف ٖءۡيَش ِيف ۡمُّتَۡعز ََنت ِنَإفٱ ِ َ  لل  َوٱ ِلو َُّس رل  ِ ب َنوُّنِمۡؤُّت ۡمُّتن
ُّك ِنإٱ ِ َ  لل 
 َوٱ ِمۡوَي
ۡ
ل ٱ  ِرِخلۡأٓ  َسۡح
َ
أَو ٞرۡيَخ َِكل َذ ُّن   اًلِيو
ۡ
َأت٥٩ 
Artinya: “Kemudian jika kamu berbantah-bantah 
(berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu 
mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan 
(Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah 
dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi 
kamu) dan lebih elok pula kesudahannya.” (Qs. An-Nisa’; 
4:59) 
 
Apabila sahabat memberi fatwa kepada sebarang masalah 
yang berlaku maka ia dikatakan sahabat tersebut mengeluarkan 
sesuatu hukum melalui ijtiha >d. Fatwa yang dikeluarkan oleh 
sahabat berkemungkinan mempunyai kesilapan kerana sahabat 
tidak bersifat maksum dan tidak terlepas dari melakukan 
kesalahan. Para sahabat, akan mengistinba >t }kan hukum 
berpandukan al-Quran dan sunnah sahaja kerana kebanyakan 
para sahabat merupakan periwayat h }adi>th seperti Ali bin Abi 
Thalib, Umar Al-Khattab, Abdullah Ibnu Mas’ud, Abdullah Ibn 
Abbas, dan Abdullah bin Umar. Jika terdapat isu yang baru terjadi 
dan tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, para sahabat 
akan berijtiha >d berdasarkan panduan dalam nas-nas yang ada, 
tetapi jika terdapat percanggahan pendapat, atau tiada ketetapan 
hukum tentang sesuatu perkara, maka mereka akan berijtiha >d 
dengan menggunakan ijma >‘ (Ali Jum’ah 2004:118). 
 
C. Macam-Macam Qaul Ash-Shahabi 
Dr. Abdul karim Zaedan yang membaginya ke dalam beberapa 
macam: 
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1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek 
ijtiha >d. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa 
perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Karena kemungkinan 
sima’ dari Nabi Saw. sangat besar. Sehingga perkataan sahabat 
dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori As-Sunnah, 
meskipun perkataan ini adalah h }adi>th mauquf. Pendapat ini 
dikuatkan oleh Imam As-Sarkhasi dan beliau memberikan 
contoh perkataan sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa 
dijadikan objek ijtiha >d, seperti, perkataan Ali bahwa jumlah 
mahar yang terkecil adalah sepuluh dirham, perkataan Anas 
bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah tiga hari 
sedangkan paling banyak adalah sepuluh hari. Namun contoh-
contoh tesebut ditolak oleh beberapa ulama As-Syafi’iyah, 
bahwa hal-hal tersebut adalah permasalahan-permaslahan yang 
bisa dijadikan objek ijtiha >d. Dan pada kenyataannya baik 
jumlah mahar dan haid wanita berbeda-beda dikembalikan 
kepada kebiasaan masing-masing. 
2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. 
Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk 
dalam kategori ijma >‘. 
3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang 
lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya 
atau menolaknya. Dalam hal inipun bisa dijadikan hujjah, 
karena ini merupakan ijma >‘ sukuti, bagi mereka yang 
berpandapat bahwa ijma >‘ sukuti bisa dijadikan hujjah. 
4. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau 
ijtiha >dnya sendiri. Qaul as-shahabi yang seperti inilah yang 
menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai 
keabsahannya sebagai hujjah dalam fiqh Islam. Dr. Muhammad 
Sulaiman Abdullah Al-Asyqar menambahkan bahwa perkataan 
yang berasal dari ijtiha >d seorang sahabat yang tidak diketahui 
tersebarnya pendapat tersebut di antara para sahabat lainnya 
juga tidak diketahui pula ada sahabat lain yang menentangnya 
dan perkataan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur’an 
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dan As-Sunnah. Pada perkataan sahabat seperti ini para ulama 
berbeda pendapat mengenai statusnya. 
 
Adapun Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar 
menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam qaul as-
shahabi ini di antaranya: 
1. Perkataan Khulafa Ar-Rasyidin dalam sebuah permasalahan. 
Dalam hal ini para ulama sepakat untuk menjadikannya hujjah. 
Sebagaimana diterangkan dalam sebuah h }adi>th,” Hendaklah 
kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah para Khulafa Ar-
Rasyidin setelahku.  
2. Perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya 
dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini 
sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak 
bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi sebagian ulama lainnya dari 
kalangan Us }u>liyyin dan fuqaha >‘ mengharuskan untuk 
mengambil perkataan satu sahabat. 
 
D. Kehujjahan Qaul Ash-Shahabi 
Wujud dua pandangan yang berbeza mengenai Qaul al-
sahabi. Pandangan tersebut menjadi perselisihan dalam kalangan  
ulama’, sama ada untuk menerima sebagai hujah atau sebaliknya. 
Fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan dalam kalangan ulama’ 
tetapi ulama’ telah berselisih pendapat tentang pengertian al-
Sahabi iaitu: 
Pendapat pertama: al-shahabi ialah orang yang berjumpa 
dengan Nabi Muhammad s.a.w. serta beriman dan mati dalam 
Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli h }adi>th, antaranya Ibn 
Hajar al-Asqalani dalam bukunya yang berjudul al-Isabah fi Tamyiz 
al-Sahabah dan beberapa pendapat dari ahli usul. 
Pendapat kedua: al-Sahabi ialah orang yang mempunyai 
hubungan persahabatan yang lama dengan Nabi Muhammad 
s.a.w. serta mengikut baginda dalam jangka masa yang boleh 
dikatakan Sahib fulan iaitu sahabat pada ‘urf tanpa mengehadkan 
masa mengikut pendapat yang lebih sah. Pendapat ini 
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dikemukakan oleh jumhu >r al-usuliyyin. Terdapat juga pendapat 
yang mengehadkan masa sekurang-kurangnya enam bulan. 
Mengikut Said Ibn al-Mussayyab, bahawa seseorang itu tidak 
dianggap sebagai sahabat Rasulullah s.a.w. kecuali orang-orang 
tersebut telah tinggal bersama Rasulullah selama setahun atau dua 
tahun atau berperang bersama-sama baginda s.a.w. dalam satu 
atau dua peperangan. 
 
E. Pendapat Ulama’ Kehujjahan Qaul Ash-Shahabi 
Fatwa sahabat yang disandarkan kepada beberapa perkara 
yang berlaku pada masa hayat Rasulullah dan menjadi hujah 
tanpa sebarang perselisihan dikalangan ulama’.Alasannya ialah ia 
diiktibar sebagai satu sunnah yang diriwayatkan oleh sahabat 
daripada Rasulullah s.a.w. dan dinamakan sebagai Sunnah 
Taqririyah. 
Ulama’ bersepakat perkara yang berkaitan dengan para 
sahabat tidak dapat dianggap melalui akal pemikiran serta tidak 
ada ruang ijtiha >d juga adalah dikira sebagai hujah kepada umat 
Islam. Hujah dan alasannya adalah para Sahabat pastinya 
menerima perkara itu daripada Rasulullah s.a.w. dan ia tidak 
berdasarkan kepada pemikiran dan nafsu mereka. Misalnya, 
pandangan daripada para ulama’ mazhab Hanafi meriwayatkan 
daripada Ibnu Mas’ud yang menyatakan mengenai tempoh 
seorang wanita dalam keadaan haid yang paling singkat adalah 
selama tiga hari (Abd Latif Muda dan Rosmawati Ali, 2001:140). 
Fatwa sahabat tidak ada sebarang percanggahan serta tidak 
diketahui ada perselisihan daripada sahabat lain dan ianya juga 
tidak disebar luas.Alasannya ialah dengan tidak adanya 
percanggahan dalam kalangan sahabat menunjukkan ianya kukuh 
serta dikira sebagai ijma >‘ para sahabat (Ustazah Saharia,2014: 86). 
Selain itu, beramal dengan pandangan seorang sahabat 
walaupun ia bukan hasil ijtiha >d namun dianggap sebagai hujah 
kerana zahirnya ia adalah nukilan daripada Rasulullah s.a.w. 
Antara ulama’ yang berpendapat menyatakan bahawa ia sebagai 
hujah adalah Imam Malik, Abu Bakar Muhammad ibn al-Razi, 
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Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Hujah pertama yang 
mengukuhkan pandangan mereka ialah dalam surah Al-Taubah. 
Firman Allah s.w.t: 
 َوٱ َنو ُِّقب َ  سل ٱ َنوُّ ل َ  و
َ
أ
ۡ
ل  َنِمٱ َنيِرِج َه ُّم
ۡ
ل  َوٱ ِراَصن
َ
أ
ۡ
ل  َوٱ َنيِذ
َ 
ل ٱم ُّهوُّعَبَ ت  ٖن َسِۡحِإب
 َيَِض رٱ ُّ َ  لل  اَهَتَۡحت يِرَۡجت ٖت 
َ  نَج ۡم َُّهل َ  دَع
َ
أَو ُّهۡنَع 
ْ
او َُّضرَو ۡم ُّهۡنَعٱ ُّر َۡهن
َ
أ
ۡ
ل 
 َِكل َذ ۚاَٗدب
َ
أ َٰٓ اَهِيف َنيِِدل َخٱ ُّزۡوَف
ۡ
ل ٱ ُّميِظَع
ۡ
ل  ٠١١ 
Artinya: “Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula 
(berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang 
"Muhajirin" dan "Ansar" dan orang-orang yang menurut 
(jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), 
Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta 
Dia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang 
mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar. 
(Qs. At-Taubah 9:100)” 
 
Fuqaha >‘ juga bersepakat tentang hujah mengenai sahabat r.a. 
dalam perkara yang tidak dapat difahami melalui fikiran dan 
ijtiha >d. Allah memuji al-Sahabi dan orang-orang yang mengikuti 
mereka sebagai ihsan. Asas kepada pujian ini ialah apabila 
pandangan atau ijtiha >d Sahabat dijadikan sebagai rujukan. 
Allah s.w.t berfirman dalam surah Ali Imran: 
 ۡمُّتن ُّك  ِ ب َنو ُّر ُّم
ۡ
َأت ِسَا نِلل ۡتَِجرۡخ
ُّ
أ ٍة َ  م
ُّ
أ َرۡيَخٱ ِفو ُّرۡعَم
ۡ
ل  َو ِنَع َنۡوَهۡنَت
ٱ ِرَكن ُّم
ۡ
ل  ِ ب َنوُّنِمۡؤُّتَوٱ ِه
َ  لل  ُّلۡه
َ
أ َنَماَء َۡولَوٱ ِب َتِك
ۡ
ل  ُّم ُّهۡنِ  م  م ُّه
َ 
ل اٗرۡيَخ َناَكَل
ٱ َنوُّنِمۡؤ ُّم
ۡ
ل  ُّم ُّهُّرَثۡك
َ
أَوٱ َنو ُّقِس َف
ۡ
ل  ٠٠١ 
Artinya: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-
baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, 
(kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik 
dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan 
keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-
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benar iman) dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) 
itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) 
itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada 
yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang 
fasik.” (Qs.Ali Imran, 3:110)” 
 
Berdasarkan dalil diatas, Allah s.w.t. menyatakan bahawa 
setiap yang disuruh oleh para sahabat adalah kebaikan dan ia 
mesti diterima. Oleh itu, ijtiha >d (qaul) mereka wajib diterima. 
 
F. Perselisihan Pendapat Ulama’ 
Terdapat dua pendapat yang berbeda tentang kehujahan qaul 
al-sahabi. Perbedaan dua pendapat ini berlaku dalam kalangan 
para ulama. Pendapat tersebut ialah: 
Pendapat pertama mengatakan bahawa qaul al-sahabi bukan 
hujah secara mutlak. Ianya merupakan pendapat al-Shafi’iyyah, 
jumhu>r al-Asya’iriah, Mu’tazilah dan Syi’ah. Terdapat bukti bagi 
pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa qaul al-sahabi 
bukan hujah yang mutlak. Bukti kepada pendapat ini ialah 
sesungguhnya pendapat al-sahabi daripada ijtiha >dnya secara 
berseorangan adalah sumber yang tidak maksum, dan setiap 
mujtahid yang melakukan ijtiha >d berkemungkinan terdapat 
kesalahan dalam melakukan ijtiha >d mereka. Oleh itu, tidak wajib 
ke atas golongan Tabi’in yang juga merupakan mujtahid untuk 
mengikut ijtiha >d para sahabat, sekiranya ijtiha >d mereka bersalahan 
antara satu sama lain. Namun, qaul al-sahabi merupakan hujah bagi 
selain daripada mujtahid dari golongan Tabi’in. 
Pendapat kedua, Para Sahabat tetap memperakui ijtiha >d para 
Tabi’in, meskipun Tabi’in itu mempunyai ijtiha >d yang berbeza 
dengan pendapat para Sahabat. Ini dapat dilihat ketika Saidina Ali 
bin Abi Thalib r.a. mengemukakan kes kepada qadinya iaitu 
Shuraih bagi menuntut baju besi beliau yang berada di tangan 
seorang Yahudi. Perselisihan pendapat berlaku pada masalah 
kelayakan Saidina H }asan menjadi saksi kepada ayahnya sendiri 
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iaitu Saidina Ali r.a., namun Saidina Ali r.a mematuhi keputusan 
Shuraih iaitu seorang menjadi saksi kepada ayahnya sendiri.  
 
G. Ulama’ yang Menerima Kehujjahan Qaul Ash-Shohabi :  
Para ulama’ bersepakat dalam hal yang melibatkan perkara-
perkara yang tidak boleh diijtiha >dkan dan perkara-perkara yang 
disandarkan kepada Rasulullah. Qaul sahabi termasuk dalam 
kategori h }adi>th nabi, maka para ulama’ menolak penggunaan 
saddu al-zarai kerana hukam hakam sesuatu perkara telah wujud 
nasnya. Jika ia dalam bentuk persepakatan para ulama’, maka ia 
digolongkan sebagai ijma >‘. Selain itu, para ulama’ berbeza 
pendapat dalam penerimaan qaul sahabi sebagai dalil hukum 
syarak. Ulama’ yang menerima Qaul sahabi ialah Imam Malik, 
Syafi’i dan Ahmad menerima ia sebagai dalil hukum syarak, 
manakala ulama’ Al-As’ariah menolaknya. Antara hujah ulama’ 
yang menerima qaul sahabi dalam firman Allah s.w.t. : 
 َوٱ َنو ُِّقب َ  سل ٱ َنوُّ ل َ  و
َ
أ
ۡ
ل  َنِمٱ َنيِرِج َه ُّم
ۡ
ل  َوٱ ِراَصن
َ
أ
ۡ
ل  َوٱ َنيِذ
َ 
ل ٱم ُّهوُّعَبَ ت  ٖن َسِۡحِإب
 َيَِض رٱ ُّ َ  لل  اَهَتَۡحت يِرَۡجت ٖت 
َ  نَج ۡم َُّهل َ  دَع
َ
أَو ُّهۡنَع 
ْ
او َُّضرَو ۡم ُّهۡنَعٱ ُّر َۡهن
َ
أ
ۡ
ل 
 َِكل َذ ۚاَٗدب
َ
أ َٰٓ اَهِيف َنيِِدل َخٱ ُّزۡوَف
ۡ
ل ٱ ُّميِظَع
ۡ
ل  ٠١١ 
Artinya: “Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula 
(berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang 
"Muhajirin" dan "Ansar" dan orang-orang yang menurut 
(jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), 
Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta 
Dia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang 
mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar.” 
(Qs. at-taubah,9:100)” 
 
Dalam ayat diatas, Allah s.w.t. memuji orang-orang yang 
mengikut sahabat. Berpegang kepada fatwa yang dikeluarkan oleh 
para sahabat merupakan sebahagian daripada bentuk mengikuti 
mereka. 
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Firman Allah s.w.t. : 
 ۡمُّتن ُّك  ِسَا نِلل ۡتَِجرۡخ
ُّ
أ ٍة َ  م
ُّ
أ َرۡيَخ  ِ ب َنو ُّر ُّم
ۡ
َأتٱ ِفو ُّرۡعَم
ۡ
ل  ِنَع َنۡوَهۡنَتَو
ٱ ِرَكن ُّم
ۡ
ل  ِ ب َنوُّنِمۡؤُّتَوٱ ِه
َ  لل  ُّلۡه
َ
أ َنَماَء َۡولَوٱ ِب َتِك
ۡ
ل  ُّم ُّهۡنِ  م  م ُّه
َ 
ل اٗرۡيَخ َناَكَل
ٱ َنوُّنِمۡؤ ُّم
ۡ
ل  ُّم ُّهُّرَثۡك
َ
أَوٱ َنو ُّقِس َف
ۡ
ل  ٠٠١ 
Artinya: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-
baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, 
(kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik 
dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan 
keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-
benar iman) dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) 
itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) 
itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada 
yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang 
fasik”. (QS.Ali Imran, 3:110)” 
 
Dalam ayat ini Allah s.w.t. menyifatkan para sahabat r.a. 
sebagai sebaik-baik umat yang mengajak kepada kebaikan dan 
melarang daripada melakukan perkara yang dilarang. Kita wajib 
berpegang dengannya. H }adi>th Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: 
“Apa yang didatangkan kepada kamu daripada kitab Allah maka 
hendaklah beramal dengannya tidak ada keuzuran pada 
meninggalkannya.Maka jika tidak ada dalam kitab Allah maka 
Sunnah daripadaku yang berterusan. Maka jika tidak ada Sunnah 
daripadaku maka apayang dikatakan oleh sahbat-sahabatku. 
Sesungguhnya sahbatku setaraf dengan bintang-bintang.Maka 
mana-mana yang kamu berpegang dengannya nescaya kamu 
mendapat petunjuk. Dan perselisihan sahabat-sahabatku sebagai 
rahmat bagi kamu.”(Riwayat al-Baihaqin dalam al-Madkhal, al-
Tabrani, al-Dilmi, Nase).” 
 
Berdasarkan h}adi>th di atas, sahabat diumpamakan seperti 
bintang-bintang yang menjadi petunjuk. Justeru, hidayah 
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diperoleh dengan mengikuti setiap yang diperkatakan oleh 
sahabat. Setiap yang disampaikan oleh sahabat adalah benar. 
 
H. Contoh-Contoh Fatwa Sahabat 
Kebanyakan para sahabat merupakan perawi h }adi>th seperti 
Ali bin Abi Thalib, Umar Al-Khattab, Abdullah Ibnu Mas’ud, 
Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Oleh itu, tidak sukar 
bagi para sahabat untuk untuk menentukan hukum. 
Walaubagaimanapun, jika muncul isu yang baru terjadi dan tidak 
terdapat dalam al-Quran dan al-sunnah, para sahabat akan 
berijtiha >d berdasarkan pengetahuan mereka tentang tujuan syariat 
dan panduan nas-nas tersebut, tetapi apabila terdapat 
percanggahan pendapat, atau tiada ketetapan hukum tentang 
sesuatu perkara, maka mereka akan berijtiha >d degan 
menggunakan ijma >‘. Ijma >‘ mulai digunakan pada zaman sahabat 
Rasulullah dan antara kalangan para sahabat yang mengamalkan 
ijma >‘ ialah seperti Saidina Abu Bakar r.a, Saidina Uthman Bin 
Affan r.a, Saidina Umar Al-Khattab r.a, dan Saidina Ali. Ijma >‘ 
terjadi apabila kata sepakat dalam sesuatu hukum dicapai antara 
mereka. 
Saidina Umar Al-Khattab r.a dikenali sebagai sahabat yang 
banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan mas }lah}ah di 
dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan 
maslahat tersebut dapat dilihat di dalam tindakan beliau 
mengumpul dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, 
pengucapan talak sebanyak tiga kali di dalam satu masa atau 
majlis dipandang sebagai talak tiga, penggunaan pajak tanah 
(kharaj), dan sebagainya. Walaupun para sahabat tidak 
mempunyai masalah dalam menginstinbatkan hukum, namun di 
kalangan para sahabat masih terdapat sedikit percanggahan 
pandangan antara mereka dalam memahami maksud bagi 
sesebuah ayat yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah. 
Contoh percanggahan pendapat tersebut dapat dilihat dalam 
pemahaman ayat iddah dalam surat al-Baqarah 228 yang 
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bermaksud “Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah 
menunggu selama tiga kali suci”. 
Tiga kali suci di dalam ayat di atas memberi pengertian iaitu 
suci daripada haid. Saidina Abu Bakar r.a, Saidina Umar bin Al-
Khattab, Saidina Ali, Saidina Usman, dan Abu Musa al-Asy’ari 
memahami maksud suci di dalam ayat di atas dengan pengertian 
haid, manakala Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Umar 
mengertikannya dengan kesucian. Dapat disimpulkan di sini, usul 
fiqh pada era sahabat juga masih belum menjadi sebagai satu 
bahan kajian ilmiah. 
Walaupun antara para sahabat mereka membincangkan 
tentang percanggahan pendapat mereka, namun perbincangan itu 
belum menuju kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus 
tentang metodologi. Pertukaran pendapat dan perbincangan yang 
dilakukan oleh para sahabat lebih bersifat praktis untuk menjawab 
permasalahan-permasalahan yang timbul. Pembah }asan hukum 
yang dilakukan oleh para sahabat hanya terbatas kepada 
pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang 
muncul.  
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BAB XII 
SYAR’U MAN QOBLANA 
 
 
 
A. Pengertian Syar’u Man Qoblana 
Syar’u man qoblana artinya ialah, syariat orang-orang yang 
sebelum kita. Yang dimaksud dengan Syar’u man qoblana adalah 
syariat atau ajaran-ajaran sebelum Islam yang berhubungan 
dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, 
dan lain-lain. 
Sebagaimana diyakini, syariat Nabi Muhammad SAW, 
merupakan syariat terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada 
manusia. Dalam pada itu, baik al-Qur’an maupun h }adi>th Nabi saw 
banyak berisi kisah para Nabi dan RasulAllah yang dahulu, serta 
hukum-hukum syara’ yang berlaku bagi mereka dan umatnya. 
Apabila al-Qur’an dan h }adi>th-h}adi>th s}ah }i>h } menceritakan 
hukum-hukum tersebut tetapi ada dalil yang menunjukkan 
dihapusnya syariat itu bagi kita, maka tidak ada perbedaan 
pendapat bahwa hukum itu bukan syari’at kita dengan dalil 
adanya pengganti dalam syariat kita. Seperti hukum dalam 
syaria’at Nabi Musa, bahwa orang yang maksiat tidak ada yang 
dapat menghapus dosanya kecuali bunuh diri. Bila ada baju yang 
terkena najis, tidak ada yang dapat menyucikanya kecuali bagian 
yang najis itu dipotong. Serta hukum-hukum lain yang menjadi 
ketetapan umat sebelum kita dan Allah menghapus ketetapan bagi 
kita. Seperti firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah : 32 :  
 ْنِمِْْل  َجأَْْكَِلذْاَن  َبتَكْىَلَعِْىَنبَْْل يِءَر  ِسإْْ هََّناْ, ْنَمََْْلتَقْاَس فَنِْْر يَِغبْْ  س َفنْ َْوأْ ْداََسفْ
ىِفِْْض  َرلأاْاَمََّنأََكفََْْلتَقَْْساَّنلاًْاع يِمَجْ ْنَمَوْاَهَاي  َحاْاَمََّناََكفْاَي  َحاَْْساَّنلاًْاع يِمَجْ 
Artinya: “Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi 
Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seorang manusia 
bukan karena orang itu (membunuh orang lain) bukan 
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karena membuat kerusakan di muka bumi seakan-akan dia 
telah membunuh manusia seluruhnya.” 
 
Jika al-Qur’an atau h }adi>th yang s }ah}i>h } mengisahkan suatu 
hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui 
para Rasul, kemudian nas }tersebut diwajibkan kepada kita 
sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan 
lagi bahwa syariat tersebut diajukan juga kepada kita. Dengan kata 
lain, wajib untuk diikuti. 
Sebaiknya, bila dikisahkan suatu syariat yang telah 
ditetapkan kepada orang-orang terdahulu, namun hukum tersebut 
telah dihapus untuk kita, para ulama sepakat bahwa hukum 
tersebut tidak disyariatkan kepada kita, seperti syariat Nabi Musa 
bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni 
dosanya, kecuali dengan membunuh dirinya. Dan jika ada najis 
yang menempel pada tubuh, tidak akan suci kecuali dengan 
memotong anggota badan tersebut, dan lain sebagainya.  
 
B. Pendapat Para Ulama Tentang Syar’u Man Qoblana 
Para ulama Us }u>l Fiqh sepakat bahwa syariat para Nabi 
terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an dan h }adi >th 
Rasulullah, tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan 
syariat Islam telah mengakhiri berlakunya syariat-syariat 
terdahulu. Demikian pula para ulama Us }u>l Fiqh sepakat, bahwa 
syariat sebelum Islam yang dicantumkan dalam Al-Qur’an adalah 
berlaku bagi umat Islam bilamana ada ketegasan bahwa syariat itu 
berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW, namun 
keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syariat 
sebelum Islam tetapi karena ditetapkan oleh Al-Qur’an. seperti 
firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 183 
ُّ  ي
َ
أ َٰٓ َياَهُّٱَُّنيِذ
َ 
لُُّّ  م  كۡيَلَعَُِّبت  كُّ
ْ
او نَماَءٱُّ ماَي ِ  صلُُّّى
َلَعَُِّبت  كُّاَمَكٱَُّنيِذ
َ 
لُّ
َُُّّنو  َق تَتُّۡم  ك
َ 
لََعلُّۡم  ِكلۡبَقُّنِم٣٨١ُّ
ْ 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan 
pada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kapada 
orang-orang sebelum kamu”. (QS. Al-Baqarah : 183) 
 
Jumhu >r ulama hanafiyah, sebagaian ulama Malikiyah, dan 
Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga 
pada kita dan kita berkewajiban mengikuti dan menerapkannya 
selama hukum tersebut telah diceritakan kepada kita serta tidak 
terdapat hukum yang me-nasakh-nya. Alasannya, mereka 
menganggap bahwa hal itu termasuk diantara hukum-hukum 
Tuhan yang telah disyariatkan melalui para RasulNya dan 
diceritakan kepada kita. Maka orang-orang Mukallaf wajib 
mengikutinya. Lebih jauh, Ulama Hanafiyah mengambil dalil 
bahwa yang dinamakan pembunuhan itu adalah umum dan tidak 
memandang apakah yang dibunuh itu muslim atau kafir dzimmi, 
laki-laki ataupun perempuan, berdasarkan kemutlakan firman 
Allah SWTْ: 
 ْس فَّنَلاِْْس فَّنلاِب  
Sebagaian ulama mengatakan bahwa syariat kita itu me-
nasakh atau menghapus syariat terdahulu, kecuali apabila dalam 
syariat terdapat sesuatu yang menetapkannya. Namun, pendapat 
yang benar adalah pendapat pertama karena syariat kita hanya 
me-nasakh syariat yang terdahulu yang bertentangan dengan 
syariat kita saja. 
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum-hukum syariat 
Nabi terdahulu yang tercantum dalam al-Qur’an, tetapi tidak ada 
ketegasan bahwa hukum-hukum itu masih berlaku bagi umat 
Islam dan tidak ada pula penjelasan yang membatalkannya. Misal: 
hukuman qishas dalam syariat Nabi Musa dalam QS. Al-
Maidaah:45 
اَنۡبَتَكَوُُّّ َ ن
َ
أُّ َٰٓ اَهِيفُّ ۡمِهۡيَلَعٱَُّسَۡف نلُُِّّ بٱُِّسۡف
َ نلَُُّّوٱَُّنۡيَع
ۡ
لُُِّّ بٱُِّنۡيَع
ۡ
لَُُّّوٱَُّفن
َ
أ
ۡ
لُّ
ُِّ بٱُِّفن
َ
أ
ۡ
لَُُّّوٱَُّن ذ
 
أ
ۡ
لُُِّّ بٱُِّن
 ذ
 
أ
ۡ
لَُُّّوٱَُّ ن ِ  سلُُِّّ بٱُِّ ن ِ  سلَُُّّوٱَُّحو  ر  ج
ۡ
لُُّّ ٞۚ
 صاَِصق 
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 Artinya: “dan kami telah tetapkan terhadap mereka di 
dalamnya (al taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, 
mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga engan 
telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun pada 
qishasnya.”(QS.al maidah:45) 
 
Dari sekian banyak bentuk qishash dalam ayat tersebut, yang 
ada ketegasan berlakunya bagi umat Islam hanyalah qishash 
karena pembunuhan. 
Ulama asya’irah, mu’tazilah, syi’ah, sebagian ulama 
syafi’iyyah dan mayoritas ulama Hanabilah berpendapat, syar’u 
man qablana yang tidak ada ketegasan pemberlakuanya dan tidak 
ada nas}yang me-nasakh-kanya, maka ia tidak berlaku bagi Nabi 
Muhammad dan umatnya. Dalil yang mereka kemukakan antara 
lain, ialah: 
1. Firman Allah pada surah al-Maidah (5):48  
 ْ ل كِلْاَن  لَعَجْ ْم ك نِمًْْةَع  رِشْاًجاَه نِمَو  
Artinya: “Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan 
aturan dan jalan yang terang”.             
 
Ayat ini menegaskan bahwa setiap umat sudah ada syariatnya 
masing-masing, dan tidak diperintah untuk mengikuti syariat 
umat lainya. Karena itu, syar’u man qablana tidak berlaku bagi 
kita. 
2. Jika syariat sebelumnya berlaku bagi kita, tentulah Rasulullah 
dan umatnya diperintah untuk mempelajari dan merujuk kitab-
kitab suci sebelumnya, untuk menemukan hukum-hukum yang 
tidak terdapat pada nas }al qur’an dan sunnah. Sebagai  contoh, 
ketika Rasulullah dihadapkan kepada masalah ziharli’an dan 
masalah-masalah hukum waris, beliau tawaqquf (tidak 
menyatakan pendapat hukum), karena menunggu datangnya 
wahyu yang menjelaskan masalah-masalah tersebut. Dalam hal 
ini, Rasulullah tidak bertindak meneliti hukum masalah-
masalah tersebut dalam kitab-kitab suci terdahulu. Padahal 
kitab-kitab tersebut juga merupakan syariat yang diturunkan 
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Allah. Tambahan lagi, ijma >‘yang menyatakan perintah untuk itu 
tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa syar’u man qablana tidak 
berlaku bagi kita. 
3. Ketika Rasulullah mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman sebagai 
hakim,beliau menanyai Mu’az tentang pedoman yang 
digunakannya untuk bertugas, Mu’az kemudian menjawab 
bahwa ia berpedoman kepada al qur’an,sunnah dan ijtiha >d. 
Jawaban ini disetujui Rasulullah, dan tidak mengarahkanya 
untuk mempedomani syar’u man qablana. Jika syar’u man 
qablana berlaku bagi kita, tentu Rasulullah mengoreksi jawaban 
Mu’az dan mengingatkan agar mempedomani syar’u man 
qablana. 
4. Ahmad meriwayatkan h }adi>th dari Jabir bin Abdullah bahwa 
Umar bin khattab membawa kitab yang didapatnya dari Ahl al-
kitab Nabi membacanya, kemudian beliau bersabda sambil 
marah: Apakah kamu terkecoh karena kagum kepadanya wahai 
ibnu al-khattab? Demi ALLAH yang jiwaku di tangannya, 
sungguh saya diutus membawa agama yang putih bersih. 
Jangan bertanya kepada Ahl al-kitab tentag sesuatu yang 
mereka mengecoh kamu dengan kebenaran, maka kamu 
dustakan denganya, atau dengan kebatilan, maka kamu 
benarkan denganya. Demi ALLAH yang jiwaku di tangan-Nya, 
sekiranya Nabi Musa masih hidup, maka ia tidak dapat berbuat 
kecuali akan mengikutiku. 
Dari h}adi>tht di atas dapat diketahui, jika syar’u man qablana 
berlaku bagi kita, tentu Rasulullah tidak marah dengan sikap 
Umar tersebut, sebagaimana beliau tidak marah ketika Al qur’an 
dibaca. 
Setelah memperhatikan banyak pendapat kelompok di atas, 
sebagian ulama us }u>l fiqh kontemporer, (misalnya, baik Khudairi, 
Abdul Wahhab Khallaf, dan Zakiuddin Sya’ban) lebih cenderung 
kepada pendapat kelompok pertama artinya syar’u man qablana 
berlaku bagi kita, dengan syarat-syarat tersebut terdapat dalam al 
qur’an dan h }adi>th-h}adi>th yang s }ah}i>h}. Alasan-alasan mereka ialah 
sebagai berikut: 
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1. Dengan tercantumnya syar’u man qablana pada al qur’an dan 
sunnah yang s }ah }i>h}, maka ia termasuk dalam syarat samawi 
2. Keberadaanya dalam al qur’an dan sunnah tanpa diiringi 
dengan penolakan dan tanpa naskh menunjukkan bahwa ia 
juga berlaku sebagai syariat Nabi Muhammad  
3. Sebagai implementasi dari pernyataan bahwa al qur’an 
membenarkan kitab-kitab taurat dan injil sebagai contoh, 
berbeda dengan ulama mazhab lainya, ulama Hanafiyyah 
berpendapat, laki-laki dijatuhi hukuman mati karena 
membunuh perempuan, dan orang muslim dapat dijatuhi 
hukuman mati karena membunuh orang kafir.  
 
C. Pembagian dan Hukum Syar’u Man Qablana 
Syar’u man qablana dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: 
1. Syariat yang telah disyariatkan kepada umat sebelum 
Rasulullah dan juga ditetapkan kepada umat Rasulullah SAW. 
Contoh : syariat untuk puasa,qisas,haji,dan lainya. 
2. Syariat yang disyariatkan kepada umat sebelum Rasulullah dan 
tidak disyariatkan lagi kepada umat Muhammad SAW. Contoh 
: hal ini adalah syariat yang pernah ada di masa Nabi Musa 
tentang pembunuhan, yaitu “dosa orang jahat tidak akan 
terhapus selain membunuh dirinya sendiri” dan tentang najis, 
yaitu “pakaian yang terkena najis itu tidak suci kecuali harus 
dipotong bagian yang terkena najis tersebut. Tipe syariat ini 
telah disepakati para ulama untuk tidak digunakan lagi karena 
dalam syariat islam, telah ada ketentuan tata cara penyelesaian 
pembunuhan dengan membayar diyat (denda) dan cara 
menyucikan barang yang terkena najis. 
3. Syariat yang terdahulu termaktub dalam al qur’an, akan tetapi 
tidak dinyatakan secara jelas dalam syariat Nabi Muhammad 
SAW, bahwa syariat terdahulu itu wajib diikuti umat islam atau 
tidak, maka para ulama berbeda pendapat, beberapa perbedaan 
ulama tersebut adalah: 
Jumhu >r ulama yang terdiri dari kebanyakan ulama 
hanafiyah, sebagian ulama malikiyah dan sebagian syafi’iyah, 
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menetapkan bahwa hukum tersebut harus dipakai, sebab hukum 
tersebut telah diberikan kepada umat sekarang dengan kisahnya. 
Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak wajib diamalkan 
alasan yang dikemukakan adalah, apabila hukum tersebut 
wajib,maka tentunya ada perintah yang jelas dicantumkan dalam 
al qur’an. 
Salah satu contoh tentang syar’u man qablana dimana para 
ulama berbeda pendapat adalah tentang qisas penyiksaan, semisal 
memotong jari orang harus dibalas dengan memotong jari pula. 
Hal ini terdapat dalam syariat kitab taurat sebagaimana 
dikisahkan dalam QS.Al-maidah (5):45. Contoh lain adalah boleh 
membunuh orang yang membunuh dalam rangka bukan untuk 
qisas dan juga membunuh orang yang berbuat kerusakan di bumi 
ini. Ini adalah syariat dari kitab taurat,yang termaktub di dalam 
QS.Al-Maidah (5):32. Hukum ini sebagaimana disebutkan di atas 
sebelumnya, para ulama ada yang menyatakan masih harus 
diberlakukan namun ada pula ulama yang menyatakan tidak 
harus diberlakukan lagi. 
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BAB XIII 
ISTIS }H }A >B 
 
 
 
 
A. Pengrtian Istis}h}a>b 
Dari segi etimologi, istis }h}a>b berarti meminta kebersamaan 
(thalab al-mushahabah), atau berlanjutnya kebersamaan (istimrar ash-
shuhbah). Sementara menurut istilah bermakna menetapkan 
hukum dengan tetap memberlakukan hukum yang ada untuk saat 
ini dan yang akan datang, sesuai dengan hukum yang berlaku 
pada waktu sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya. 
Sedangkan dari segi terminologi, terdapat beberapa definisi 
istis }h}a>b yang dikemukakan ulama, diantaranya: 
1. Menurut asy-Syaukani: 
ََءاَقَبَاَمِرَْمْلأاَََْملَاَمْدَجُْويََُهُرَْيُغي  
Artinya: “Tetap berlakunya suatu keadaan selama belum ada 
yang mengubahnya.” 
 
Maksud dari definisi asy-Syaukani diatas ialah, pada 
prinsipnya, eksistensi hukum suatu masalah di masa lalu tetap 
berlaku di masa kini dan di masa yang akan datang, dengan syarat 
tidak ada perubahan pada masalah tersebut. Akan tetapi, jika 
terdapat perubahan pada objek hukum tersebut, maka dengan 
sendirinya hukumnya juga akan berubah. 
2. Menurut ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 715 H): 
َِإََاِدتْسَاَُمةَمَاَكَََنََاثََاتِبَََْيَفنَوَاَمَاَكَََنًَايِفْنَمَىَّتَحَََمُْوَقيَ َلْيَِلدَىَلَعَََتا َ ْلاِرريَغََِل  
Artinya: “Mengukuhkan berlakunya suatu hukum yang telah 
ada, atau menghasilkan suatu hukum yang memang tidak 
ada, sampai terdapat dalil lain yang mengubah keadaan 
tersebut.” 
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Maksud dari definisi ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah diatas 
ialah, suatu hukum, baik dalam bentuk positif maupun negatif, 
tetap berlaku selama belum ada yang mengubahnya, dan status 
berakunya hukum tersebut tidak memerlukan dalil lain untuk 
tetap terus berlaku.  
3. Menurut Ibnu Hamz: 
َاَقبََُءََِمْكُحََِلَْصْلأاََاثْلاََِِتبَِابََِصْوُصرنلََىتَحَََمُْوَقيََُلْيَِلدْلاَاَهْنِمََىلَعََِررَيغَّتْلا 
Artinya: “Tetap berlakunya suatu hukum didasarkan atas 
nashsh, sampai ada dalil yang menyatakan berubahnya 
hukum tersebut.” 
 
Maksud dari definisi Ibnu Hamz diatas ialah, suatu hukum 
dinyatakan tetap berlaku, jika landasannya adalah nashsh. Dengan 
demikian ibnu hamz hendak menekankan, bahwa penetapan 
hukum tidak cukup hanya berdasarkan prinsip kebolehan dasar 
(al-ibahab al-ashliyyah), tetapi harus dikukuhkan oleh dalil yang 
bersumber dari nashsh. 
Dari ketiga definisi yang dikemukakan ulama diatas, dapat 
dipahami bahwa yang dimaksud dengan istis }h}a>b memiliki 
beberapa unsur ketentuan sebagai berikut: 
a. Setiap hukum yang telah ada pada masa lalu, baik dalam 
bentuk itsbat (pengukuhan suatu hukum) maupun dalam 
bentuk nafy (penegasian hukum), maka hukum tersebut 
dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang. 
b. Perubahan hukum yang ada hanya dapat terjadi, jika terdapat 
dalil yang mengubahnya. 
c. Berbeda dengan ulama lainnya, Ibnu Hamz menegaskan, 
pengakuan terhadap berlakunya hukum di masa lalu itu harus 
berdasarkan dalil nashsh. Tidak cukup hanya berdasarkan 
prinsip al-iba >h}ah ash-ashliyyah. Akan tetapi, jika diperhatikan 
lebih jauh, perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan 
pertentangan hukum. Dengan kata lain, perbedaan tersebut 
hanya dari segi redaksi saja (al-khulf lafzi). Sebab, baik asy-
Syaukani maupun Ibnu al-Qayyim, pada hakikatya, sama-sama 
mendasarkan definisi dan pendapat mereka tentang al-istishhab 
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tidak semata-mata pada al-iba>h}ah al-ashliyyah, melainkan 
berdasarkan dalil syara’ juga, yaitu istiqra’ terhadap ketentuan-
ketentuan syara’ pada umumnya.  
Istis }h}a>b secara harfiyah adalah mengakui adanya hubungan 
perkawinan. Sedangkan menurut ulama us }u>l adalah menetapkan 
suatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil 
yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum 
yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut 
keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan 
perubahannya. Seperti dalam al-Um al-Syafi’i menyatakan bahwa 
kalau seseorang melakukan perjalanan dan ia membawa air, lalu ia 
menduga air itu telah tercampuri oleh najis, tapi tidak yakin akan 
terjadinya percampuran tersebut, maka menurutnya air itu tetap 
suci, bisa dipakai untuk bersuci dan bisa untuk diminum. 
Oleh sebab itu, apabila seorang mujtahid ditanya tentang 
hukum kontrak atau suatu pengelolaan yang tidak ditemukan 
nash-nya dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, juga tidak ditemukan 
dalil syara’ yang mengitlak-kan hukumnya, maja hukumnya adala 
boleh, berdasarkan kaidah :  
َُلَْصْلأاَِىفَاَْيَثْلأاََِءَاَبَلَاََُةَح  
Artinya: “ pangkal sesuatu itu adalah kebolehan “ 
 
Yaitu suatu keadaan, pada saat Allah SWT. menciptakan 
segala sesuatu yang ada di bumi secara kseluruhan. Maka selama 
tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahan dari 
kebolehannya, keadaan segala sesuatu itu dihukumi dengan sifat 
asalanya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya 
beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam 
akad. Kemudian, kalau seseorang yakin dengan suatu keadaan, 
dia tetap dalam keyakinannya sebelum ada kejadian yang 
mengubahnya. 
Dan apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum 
binatang, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, makanan dan 
minuman, atau suatu amal yang hukumnya tidak ditemukan 
dalam suatu dalil syara’ maka hukumnya adalah boleh. Kebolehan 
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adalah pangkal (asal), meskipun tidak terdapat dalil yang 
menunjukkan atas kebolehannya. Dengan demikian, pangkal 
sesuatu itu adalah boleh. Allah berfirman dalam kitab Al-Qur’an 
surat al-Baqarah (2): 29 :  
 َوُهَٱيِذ
  
لَ َق ل  خَمُك لَا   مَِيفَٱَ
 
لرۡ
 
أَِضَ َعيِم  جاََ
Artinya: “dialah Allah yang menjadikan segala yang ada 
dibumi untuk kamu“ 
 
Dan Allah SWT juga telah menjelaskan dalam beberapa ayat 
lainnya, bahwa Dia telah menaklukkan segala yang ada di langit 
dan di bumi untuk manusia. Dengan kata lain, segala sesuatu yang 
ada dibumi itu tidak akan dijadikan dan ditaklukkan, kecuali 
dibolehkan bagi manusia. Seandainya hal itu terlarang bagi 
mereka, niscaya semuanya diciptakan bukan untuk mereka.  
 
B. Dalil Kehujjahan al-Istishhab 
Sebagai dalil syara’, istis}h}a>b memiliki landasan yang kuat, baik 
dari segi syara’ maupun logika. Landasan dari segi syara’ ialah, 
berbagai hasil penelitian hukum menujukkan, bahwa suatu hukum 
syara’ senantiasa berlaku, selama belum ada dalil yang 
mengubahnya. Sebagai contoh, syara’ menetapkan bahwa semua 
minuman yang memabukkan adalah haram, kecuali jika terjadi 
perubahan pada sifatnya; jika sifat memabukkannya hilang, karena 
berubah menjadi cuka, misalnya, maka hukumnya juga berubah dari 
haram menjadi halal. Demikianlah watak haram syara’, ia tidak akan 
berubah kecuali jika ada dalil yang mengubahnya. 
Adapun landasan dari segi logika, secara singkat dapat 
ditegaskan, logika yang benar pasti mendukung sepenuhnya prinsip 
al-istis}h}a>b. Misalnya, jika seseorang telah dinyatakan sebagai pemilik 
suatu barang, maka logika akan menetapkan, statusnya sebagai 
pemilik tidak akan berubah, kecuali jika ada alasan dalil lain yang 
mengubahnya, misalnya, karena ia menjual atau menghadiahkan 
barang tersebut kepada orang lain. Demikian juga, jika seseorang 
telah dinyatakan sah melakukan perkawinan dengan seorang wanita, 
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maka logika dengan mudah menetapkan bahwa status perkawinan 
mereka tetap berlaku kecuali ada dalil yang mengubahnya, misalnya, 
karena si suami menceraikan istrinya. 
 
C. Macam-Macam al-Istishhab  
Al-istis}h}a>b terdiri atas beberapa macam, yakni sebagai berikut : 
1. Al-Istishhab hukm al-iba>h}ah al-ashliyyah (tetep berlakunya 
hukum mubah yang dasar) 
Adapun yang di maksud dengan istis }h }a>b bentuk pertama ini 
ialah setelah datangnya agama islam, pada dasarnya seseorang 
boleh melakukan atau menggunakan segala sesuatu yang 
bermanfaat, selama tidak ada dalil syara’ yang menegaskan 
hukum tertentu terhadapnya. Perlu di tegaskan ketentuan 
ishtishab bentuk pertama ini hanya berlaku dalam bidang 
muammalah, tidak dalam bidang ibadah dan akidah. 
Berdasarkan dalil ishtishhab ini, maka semua jenis makanan 
dan minuman yang tidak ada larangan syara’ terhadapnya, maka 
ia boleh dimakan, selama ia bermamfaat. Demikian juga, segala 
bentuk transaksi bisnis yang tidak ada dalil syara’ yang 
melarangnya. Maka ia boleh di kerjakan, selama ia bermamfaat, 
dan tidak menimbulkan kemudharatan. 
Ketentuan istishhab bentuk pertama ini di dasarkan kepada 
ayat-ayat al-qur’an antara lain, firman Allah pada surah al-baqarah 
ayat 29:  
 َوُهَٱيِذ
  
لَ َق ل  خَمُك لَا   مَِيفَٱَ
 
لرۡ
 
أَِضَ َعيِم  جاَ 
Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 
bumi untuk kamu.”  
 
Demikian juga firman Allah pada surah al-a’raf (7):32 
َ لُقَ َن  مَ َم  ر  حَ َة نِيزَٱَِ   للَٱ َِيت
  
لَ َخ
 
أ َج  رََِ هِدا بِِعلۦَ َوٱَ  ِب  ي   طلَِتَ َنِمَٱ َزِ  رل َِقََ
 لُقَ
 َِيهَ َنيِذ
  
ِللََ
 
اوُن  ما ءَِيفَٱَ
 
ل َو ي  حَِةَٱ َن ُ دلا يَ َة  ِصلا  خَ َو ي َمَٱَ
 
لَ  يِق َِة  مََ  ذ
 كَ ِكلََُل ِ  ص  فُنَ
ٱلۡأَٓ  يَِتَ َو  ِقل َمَ َع  ي َنوُم
 لَ٢٣ََ
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Artinya: “Katakanlah Siapakah yang mengharamkan 
perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk 
hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) 
rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) 
bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 
khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah 
Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang 
mengetahui” 
 
Dari firman Allah pada surah Al-maidah (5):87 
َ    يا  هُ ي
 
أَٱ َنيِذ
  
لََ
 
اوُن  ما ءَا لََ
 
اوُِم  ر  ُحتََ  ِب ي  طَِتََ ا  مََ
  ل  ح
 
أَٱَُ   للََُك ل َمَا ل  وَ َع ت َوُد ت َ
 
اَ 
 َ  ِنإَٱ َ   للَا لََ ُ بُِحيََٱ
 
ل َعُم َنيِد تَ٧٨ََ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi 
kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” 
 
Akan tetapi perlu ditegaskan, ketentuan yang sebaliknya 
yaitu, pada dasarnya. Segala sesuatu yang membahayakan 
(menimbulkan mudharat) adalah haram. Meskipun tidak ada dalil 
khusus yang menegaskannya, hal ini di dasarkan pada sabda 
Rasulullah yang berbunyi : 
ََلََََراَرِضَلََوَرَرَض  
Artinya: “tidak ada kemudharatan dan tidak ada yang 
memudharatkan (dalam islam). 
 
H}adi>tht diatas mengandung pengertian umum, yaitu 
melarang segala macam bentuk yang membahayakan. Sebab, 
menurut kaidah bahasa arab, bentuk kata nakirah dalam konteks 
nafi, berlaku umum. Dalam konteks ini kata darar menunjuk 
semua pengertian yang mengandung kemudharatan. Bagian 
pertama h }adi>tht tersebut dapat pula mengandung makna : 
menafikan segala sesuatu yang membahayakan dan merugikan 
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yang ditimbulkan oleh masing-masing kedua belah pihak. 
Selanjutnya perlu di jelaskan, sebagian ulama mengistilahkan 
istishhab ini dengan istis }h}a>b al bar’ah al-asliyah (tetap berlakunya 
ketentuan sama sekali bebas dari kewajiban) atau bar’ah al-a’dam, 
al-asliyah (tetapnya ketentuan sama sekali tidak ada kewajiban). 
Penggunaan istilah ini karena melihat dari segi tidak adanya 
kewajiban syara’ bagi seseorang, sampai ada dalil yang 
menunjukkan adanya kewajiban terhadap dirinya. Sebagai contoh. 
Seorang anak kecil tidak memiliki kewajiban syara’ (taklif). Kecuali 
jika ia mencapai usia baligh (mukallaf). Demikian juga, orang yang 
tidak mengetahui ajaran islam dan berada di wilayah orang kafir, 
tidak memiliki kewajiban syara’ sampai ia mengetahuinya, atau ia 
tinggal diwilayah islam. Contoh lainnya, seorang perempuan yang 
bukan mahramnya, kecuali jika keduanya telah diikat oleh akad 
perkawinan. 
 
2. Istishhab madAllah asy-syar’aw al-‘aql ‘ala wujudih 
(istishhab terhadap sesuatu yang menurut akad atau syara’ di 
akui keberadaanya). 
Contoh istis}h}a>b bentuk kedua diatas, ialah, tetap berlakunya 
hak kepemilikan ketika ada sebabnya, misalnya karena akad 
sampai ada alasan lain yang menghilangkan hak tersebut. 
Demikian juga, tetapnya tanggung jawab membayar utang, 
misalnya karena merusakkan barang orang lain sampai ada bukti 
bahwa utang tersebut ialah telah dibayar atau karena di bebaskan 
oleh yang berpiutang sampai terbukti bahwa wuduknya telah 
batal, misalkan karena buang angin. Karena itu, berdasarkan 
istis}h}a>b, wuduk tidak batal hanya karena ada perasaan ragu-ragu 
tentang masih tetap atau batalnya wudhuk seseorang. Contoh 
lainya tetap nya hukum halal hubungan suami istri karena adanya 
akad nikah, sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya, 
misalnya karena talak. 
Semua contoh tersebut menggambarkan bahwa berdasarkan 
istis}h}a>b, tetap berlakunya hukum sesuatu baik berlakunya baik 
ditinjau dari syara’ maupun menurut logika sampai ada alasan 
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atau dalil lain yang merubah berlakunya hukum tersebut. Istis }h}a >b 
bentuk kedua ini di sepakati oleh ulama’ tentang kedudukan 
sebagai dalil syara’. 
 
3. Istis}h }a >b al-umum ila an yarid at-takasyi ( menetapkan hukum 
berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya) 
Sebagian ulama lainnya menambahkan nama lain, yaitu 
istis}h}a>b an nashsh ila an yarid an naskh (tetapnya hukum yang 
didasarkan oleh sesuatu nashsh, samapai ada yang menask-
kannya. 
Pada dasarnya semua ulama juga sepakat dengan istis }h}a >b 
bentuk yang ketiga ini, karena kobteks pembicaraan pada bentuk 
yang ketiga ini berkaitan dengan waktu setelah datangnya syariat 
sampai berhentinya wahyu karena wafatnya Rasulullah. Persoalan 
yang timbul hanya berkaitan dengan perbedaan pendapat 
dikalangan ulama tentang kreteria yang harus di penuhi untuk 
menyatakan suatu nas }bersifat amm atau khashash. Demikian juga 
perbedaanya di seputar apakah suatu nas }di pandang tetap berlaku 
atau sudah di naskh oleh dalil lain. 
 
2. Ishtishhab al-khashsh bi al-wasf (tetapnya suatu hukum yang 
secara khusus berkaitan dengan sifat). 
Para ulama berbeda pendapat dalam menjadikan bentuk 
ishtishhab yang keempat ini sebagai dalil syara’. Dalam hal ini, 
ulama syafi’iyah dan hanabilah secara mutlak menerimanya 
sebagai dalil syara’. Sedangkan ulama hanaffiyah dan malikiyah 
berpendapat, istishhab bentuk ini hanya dapat menjadi dalil untuk 
menolak ketentuan hukum yang baru (shalih li ad-daf’i), tetapi tidak 
dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum yang baru (ghair 
shalih li al-itsbat) perbedaan pendapat tersebut menjadi jelas 
dengan mengemukakan contoh di bawah ini.  
Jika seseorang laki-laki dinyatakan hilang dalam waktu yang 
lama (al-mafqud) maka pada masa hilangnya, ia tetap di nyatakan 
hidup, kecuali jika ada bukti yang menyatakan bahwa ia telah 
wafat, atau pengadilan memutuskan bahwa ia telah di nytakan 
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wafat. Berdasarkan sifat hidupnya itu, hartanya tidak boleh di 
bagi-bagi sebagai harta warisan. Demikian juga istrinya, tidak 
boleh melakukanperkawinan dengan laki-laki lain. Karena 
statusnya masih tetap sebagai istri laki-laki tersebut. Inilah yang di 
sebut dengan istilah  shalih li ad-daf’i.  Artinya, menolak adanya 
ketentuan hukum barj (yaitu wafat) terhadap di rinya, sehingga 
hartanya tidak boleh di hukumkan sebagai harta warisan. Sebatas 
kedudukan hukumnya ini. Para ulama dari keempat madhzab di 
atas masih sepakat. Akan tetapi, tentang apakah laki-laki yang 
hilang  itu berhak terhadap warisan dari pewarisnya yang wafat 
ketika hilangnya, dan boleh di tetapkan sebagai penerima wasiat 
dari orang yang berwasiat ataukah tidak? Perseolan inilah yang di 
sebut li al-ishbat. Artinya, melahirkan hukum baru yang berkaitan 
dengan hak mewarisi dan menerima wasiat. Dalam hal ini kedua 
kelompok ulama tersebut berbeda pendapat. 
Diatas menunjuk pengertian istishhab al-madhi fi al-hadhir 
(keadaan hukum sesatu di masa lalu tetap di pandang sama 
dengan keadaannya dimasa sekarang) (selama tidak ada 
perubahan pada salah satu seginya).sedangkan menetapkan 
keadaan masa hukum sekarang berdasarkan keadaannya pada 
masa lalu, di pandang sebagai ishtishhab al-maqlub (keadaan 
hukum yang terbalik). Menetapkan hukum dengan cara 
yangterakhir ini tidak dapat di benarkan, kecuali dalam satu kasus 
yaitu, jika seseorang membeli suatu barang, kemudian ia 
menggugat penjual dengan tuntutan pembatalan transsaksi 
dengan alasan yang cukup, maka yang dimenangkan adalah 
gugatan pembatalan transsaksi yang di tuntut pembeli. Inilah 
bentuk ishtishhab al-maqlub.  
Selanjutnya, berdasarkan prinsip al-ishtishhab dan beberapa 
dalil lainnya, ulama merumuskan beberapa kaidah fiqh sebagai 
berikut: 
1. Kaidah yang berbunyi: 
َُلَْصلأاَاَمُءاَقَبَاَكَََنََىلَعَََناَكاَم  
Artinya: “pada dasarnya tetap berlakunya hukum sesuatu 
sebagaimana adanya.”   
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Contoh kaidah ini antara lain, kasus tentang orang yang 
hilang (al-mafqud) sebagaimana telah di kemukakan di 
atas.  
 
2. Kaidah yang berbunyi : 
َُلَْصلأاَِىفَاِيَْشلأاََِءَاَبِلأاََُةَح  
Artinya: “pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh.” 
Berdasarkan kaidah ini, semua bentuk transsaksi aatau akad 
dalam bidang muamalah di pandang sah, selama tidak ada 
dalil syra’ yang menyatakannya batal atau fasad. 
 
3. Kaidah yang berbunyi : 
َُلَْصلأاَِىفََِةَم ِ ذلاَََُةئاََربلاَََنِمَاََكتْلاََِفِلََِقُْوق َُ ْلاَو  
Artinya: “pada dasarnya dalam masalah tanggung jawab, 
bebas dari kewajiban dan hak. 
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